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llTA PENGANTAI 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunlaNya penulis dapat menghadlrkan buku lni kepada 

para pembaca. Buku Pengembangan Kawasan Pesislr dlsusun sedemlklan 

rupa agar para pembaca dapat mempelajarinya secara mendalam dan 

mudah. 

Pada buku lni, pembahasan dimulai dengan defenlsi kemudian 

dilanjutkan dengan pemaparan contoh terapan dan kasus-kasus yang 

sering penulis temui seharl-hari. Kasus-kasus dan contoh terapan 

diharapkan dapat memantapkan para pembaca khususnya mabasiswa 

dalam memahami dan mencerna topik-topik pengembangan kawasan 

pesisir. 

Buku lnl hanya bisa terselesaikan sepertl bentuknya sekarang 

karena adanya dukungan dari berbagal plhak, balk langsung maupun 

tldak langsung. Dalam kesempatan lnl penulis mengucapakan terlmakaslh 

kepada semua rekan-rekan yang tldak dapat penulis sebutkan di sini satu 

persatu atas kontribusl yang tak ternllal hingga terwuJudnya buku lnl. 

Buku Int secara khusus dlpersembahkan kepada mereka-mereka 

yang sangat berjasa dalam hldup saya yaitu kedua orang tua saya, kedua 

bapak/ibu mertua saya. istrl dan putra-putrl saya yang tercinta. 

Namun penulls menyadarl bahwa sebagal manusia tentu tldak 

Juput darl kekurangan-kekurangan. Oleh karena ltu, kritlk dan saran yang 

membangun penulis terima dengan terbuka karena merupakan anugrah 
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1.1. Pengertian Pesisir 

<Ba6 I. <Pt1ufafi4{uart 

lab � 
PENDABUWAN 

Salah satu sumber potensi pembangunan adalah sumberdaya 

pesisir dan lautan akan menjadi sumber pertumbuhan baru serta 

tumpuan utama bagl keslnambungan pembangunan regional dan nastonal 

di masa mendatang. Hal Int disebabkan oleh beberapa faktor yaltu : 

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunla 

yang tcrdirt dari 17.508 pulau , dcngan garls pantal sckltar 81.000 km. 

Wllayah lautannya meliputl 5,8 )uta kmZ atau 70% darl luas total terltorial 

Indonesia. 

Kcdua, scpanjang garis pnntai dan bcntangan pcrairan taut lni 

terkandung kekayaan sumber daya alam yang berllmpah mulal darl 

sumbcr daya yang dapat diperbaharui (sepertl ikan, rum pu t Jaut. kayu 

bakau, dan hcwan lmrang') sampai yang tidak dapat dipcrbaharul 

termasuk mlnyak dan gas bumi, bahan tambang serta mineral. 

Ketlga, dengan semakin menlngkatnya )umlah penduduk lndoensia 

yang dipcrkirakan alum mcncapat 230 juta pada tahun 2012 dan 

pergeseran kosentrasi kegiatan ekonomi dari poros Atlanttk ke poros 

Paslflk, sudah barang tentu akan melipatgandakan kebutuhan akan 
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sumber daya alam dan jasa·jasa llngkungan sebagal masukan (Input) 

dalam proses produksl dan konsumsl atau proses-proses pembangunan 

lalnnya. Dalam pada ltu, sumber daya daratan (terrestrial) yang kita milikl 

sudah menlpls atau sukar untuk dlkembangkan. Dengan dcmlklan. suka 

tldak suka klta akan berpallng ke kawasan peslslr atau lautan untuk 

memenuhl segenap kebutuhan sumber daya alam dan jasa-jasa 

lingkungan bagl kelangsungan pembangunan ekonoml regional dan 

naslonal. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007, 

wllayah peslslr adalah dacrah peralfhan antara ekoslstem darat dan taut 

yang dlpengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sedangkan, perafran 

peslslr adalah laut yang berbatasan dengaa daratan mellputl peralran 

sejauh 12 (dua betas) mil taut dlukur darl garls pantal, peralran yang 

menghubungkaa pantai dan pulau-pulau, tetuk, peralran dangkal, rawa 

payau, dan laguna. 

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonoml daerah 

adalah hak. wewenang, dan kewajfban daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerlntahan dan kepentlngan masyarakat 

setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan (Marbun, 2005). 

Otonoml daerah di sektor perlkanan dan kelautan menyangkut 

kewenangan pengelolaan taut, mellputl : keglatan·keglatan pemanfaatan, 

perlindungan, pengendalfan dan pcngaturan mengenai ruang lautan 

berserta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengelola 

sumberdaya perikanan dan kelautan sebesar 4 mil darl garls pantal, dan 
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untuk Pemerlntah Provins! sebesar 12 mil dari garls pantai. 

Adanya otonoml daerah, masing-masing daerah sudah leblh bebas 

dalam menetapkan wilayah, sektor atau komodltl yang dlprloritaskan 

pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengkaji 

sektor yang memllikl keunggulan, dan memillki prospek yang balk untuk 

dikembangkan, dan diharapkan dapat mendorong wllayah dan sektor· 

sektor lain untuk berkembang, sehlngga perekonomian daerah dapat 

berkembang leblh ma ju. 

Pengelolaan wllayah pesisir dan pulau-pulau kecll adalah suatu 

proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian 

sumberdaya peslslr dan pulau-pulau keeil antar sektor, antara pemerlntah 

dan pemerlntah daerah, antara ekoslstem darat dan laut, serta antara ilmu 

pengetahuan dan manajemen untuk menlngkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

Daya dukung wilayah peslslr dan pulau·pulau keell adalah 

kemajuan wilayah peslsir dan pulau·pulau keell untuk mendukung 

perlkehidupan manusia dan makhluk h!dup lain. 

1.2. Masyarakat Peslslr 

Masyarakat pesls!r yang umumnya bermuk!m di wilayah terpencil, 

selama lnl sangat jarang tersentuh oleh pemberdayaan masyarakat. balk 

yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemer!ntah, sepert! : 

lembaga swadaya masyarakat Pada umumnya mereka lni mlskin dan 

terbelakang. D!duga kemtsktnan tersebut dlsebabkan sulltnya 

mendapatkan akses permodalan, pasar dan teknologi. Pada hal di 
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wllayah peslsir sangat banyak sumberdaya kelautan dan perlkanan yang 

blsa dlolah dengan berbagal tcknologl tepat guna yang dlharapkan dapat 

memberlkan nllai tambah. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pcmberlan fasflltas, 

dorongan atau bantuan kepada masyarakat peslslr agar mampu 

menentukan pillhan yang terbalk dalam memanfaatkan sumber daya 

peslslr dan pulau-pulau kecll secara lestari. Dalam pemberdayaan 

masyarakat tldak terlepas dengan adanya rencana pengelolaan. Rencana 

pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebljakan, 

prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoorc!Jnaslan 

pcngambllan keputusan di antara berbagal lembaga/lnstansl pemerintah 

mengenal kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan 

pembangunan di zona yang dltetapkan. 

Zona adalah ruang yang penggunaannya dlsepakati bersama antara 

berbagal pemangku kepentlngan dan telah ditetapkan status hukumnya. 

Selring bergullrnya era reformasi dan berdirlnya Departemen 

Kelautan dan Perlkanan, kompleksitas permasalahan dan 

ketldakberdayaan nelayan tnl menjadi perhatlan serlus pemerintah 

melalul Departemen Kelautan dan Perlkanan dengan Program 

Pemberdayaan Ekonoml Masyarakat Peslslr (PEMP) sebagal program 

unggulan Departemeo Kelautan dan Perikanan muncul tldak lain dalam 

rangka mengatasl permasalahan masyarakat peslslr. 

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Peslslr (PEMP) 

merupakan salah satu kegtatan Departemen Kelautan dan Perikanan yang 

bertujuan untuk menlogkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat 
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pesisir yang telah dllaksanakan secara slstematls dan struktur sejak tahun 

2001. Secara umum program inl bertujuan menlngkatkan kesejahteraan 

masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonoml, 

penlngkatan kualltas sumber daya manusia dan pengutan kelembagaan 

sosial ekonoml dan partislpasl masyarakat dengan mendayagunakan 

sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Adanya 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat peslsir selaln dapat 

diharapkan mengatasi permasalahan yang ada juga diharapkan dapat 

meningkatkan kontrlbusinya terhadap pembangunan ekonoml daerah, 

antara Jain penlngkatan pendapatan nelayan dan budldaya lkan serta 

masyarakat peslsir Jainnya, penyerapan tenaga kerja. kesempatan 

berusaha dan memperbalki kelembagaan koperasi dan terjadinya 

penlngkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Ban yak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya 

pesislr selama inl berslfat tJdak optimal dan berkelanjutan. Salah satu 

penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber 

daya peslsir yang selama inl dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. 

Dlrnana karakterlstlk dan dlnamlka alamiah ekosistem peslslr yang secara 

ekologis saling terkalt satu sama lain termasuk dengan ekoslstem lahan 

atas serta beraneka ragam sumber daya alam dan jasa-jasa llngkungan 

sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam satu 

hamparan ekosistem peslsir, mensyaratkan bahwa pembangunan sumber 

daya peslsir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat 

diwujudkan melalul pendekatan secara terpadu dan hollstik. Apablla 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesislr tidak 
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dllakukan secara terpadu. maka dikhawatlrkan sumber daya tersebut 

akan rusak atau punah, sehlngga tldak dapat dlmanfaatkan untuk 

menunjang keslnambungan pembangunan daerah dan nasional dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir atau nelayan. 
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Bab ;!j 
lOlllmuNANlllAJABnll 

2.1. Paradlgma Pembangunan 

Pembangunan di Indonesia di masa yang lalu ternyata seringkali 

berpijak pada paradigma pembangunan yang menekankan pada efislensi 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat Paradigma yang 

dikembangkan dart pemikiran Kuznet (1966) tersebut menyatakan bahwa 

bagi negara sedang berkembang yang pendapatan rendah dapat tumbuh 

perekonomiannya, dengan cara terlebih dahulu mengorbankan aspek 

pemerataannya (trade off). Oleh karena ltu, pada tahap awaI ekonoml 

nasionaI didominasI oleh pemerlntah, maka wajar apabtla pemerlntah 

leblh memusatkan perhatiannya untuk mengalokasikan sumberdaya 

pembangunan yang ada kepada sektor-sektor atau wllayah-wllayah yang 

berpotensi besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, 

yang pada umumnya berlokasl di kawasan darat dan perkotaan. Wilayah 

peslslr dan laut beium menjadi prioritas utama bag! pertumbuhan 

ekonomi secara naslonal. Kondisl demiklan akan mendorong timbulnya 

disparltas antar wlfayah yang semakin melebar karena Indonesia yang 

merupakan negara kepulauan memlllki potensi sumberdaya pesisir dan 

lautyang cukup berlimpah. 
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Selaln ltu, sebagal akibat dilaksanakannya pendekatan 

pembangunan yang sentrallstik, telah menyebabkan terabaikannya 

asplrasi dan kreativitas masyarakat lokal, yang berimplikasi pada 

pembangunan yang tldak sesuai (compatible) dengan kebutuhan 

masyarakat iokal. Para pengambil keputusan di pusat lebih menyukai 

mendukung pendlrian lndustri manufaktur dl kawasan urban yang tidak 

menlmbulkan multiplier pada perekonomlan iokal. Penetesan 

pembangunan sepertl yang diharapkan, dalam prakteknya, tldak pernah 

terjadi. Secara substansial selama ini Indonesia, sadar atau tldak. telah 

mendulang akumulasi dari kebijakan·kcbijakan pembangunan yang salah 

arah (mlslead/fllJ policy) sehingga krlsls ekonomi yang terjadi sul!t 

mengalami pemulihan secara cepat (economic recovery). Proses 

pemullh an ekonoml nasional akan semakin bertambah berat jlka ternyata 

Indonesia juga mengalami kesulitan dalam mengejawant:ah pada arus 

utama globalisasi (perdagangan bebas). 

DI era perdagangan bebas seperti sekarang, tantangan yang dihadapi 

oleh Indonesia ke depan akan semakin besar. Diperkirakan, negara-negara 

sedang berkembang sepertl Indonesia daiam jangka pendek justru akan 

menerima kerugian, karena hanya ncgara-negara maju yang paling slap 

melakukan perdagangan bebas. Kata kuncl untuk dapat mengambil 

manfaat dart keterlibatan dalam ekonomi global adalah daya saing. 

produktivitas dan ensiensi. Untuk itu, dalam konteks pcrdagangan bebas 

(WTO), dlperlukan strategi jitu agar perekonomian nasional cepat pullh 

dan mampu mengambll manfaat dari skenario integrasi ekonomi dunia 

tersebut Karenanya diperlukan sintesis untuk memproduksl paradigma 
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baru pembangunan yang diarahkan pada terjadlnya pemerataan (equity), 

mendukung pertumbuhan (efficiency) dan keberlanjutan (sustainability) 

dalam pembangunan ekonomi. Setldaknya, ada 2 (dua) hal pokok dalam 

konstruksl paradigma baru pembangunan tersebut mellputl: 

1. Pembangunan lebih diorlentaslkan pada pembangunan spasial pada 

tingkat wilayah dan lokal, dengan leblh mengedepankan penlngkatan 

kapasltas ekonomi lokal (local economic development). 

2. Dengan dlberlakukannya otonoml daerah sejak UU No. 22 Tahun 

1999 disyahkan, maka kekuasaan atau peran pemerlntah pusat akan 

dlbatasi hanya pada penyedlaan barang-barang publik (publfc goods), 

infrastruktur ekonoml, manajemen makro ekonomi, hubungan luar 

negeri dan pencetakan uang. Dengan demiklan, pemerintah tldak 

banyak lag! melakukan lntervensl langsung ke dalam ekonoml, 

terutama pada bldang-bldang keglatan plhak swasta. Sedangkan pada 

bldang-bldang keglatan dari pihak swasta (private secl:()r) yang tldak 

memlllkl lnsentif ekonomi, barulah pemerintah melakukannya. 

Alokasl sumberdaya dapat berlangsung efisien manakala kebl)akan 

pemerlntah hanya terbatas pada kebijakan tertentu sa)a, mlsalnya 

penentuan target pemerataan melalul transfer, perpa)akan dan subsldl. 

Sedang proses ekonomi selan)utnya diserahkan pada beker)anya 

mekanlsme pasar. Untuk mendukung terjadlnya proses tersebut, 

dlperlukan pengaturan kelembagaan (institutional arrangement) berupa 

penegasan hak-hak masyarakat lokal (local property right), khususnya 

penegasan atas akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonoml. 
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2.2. Keblfakan Kebljakan Pembangunan Regional 

Salah satu kebljakan pembangunan yang dlpandang tepat dan 

strategls dalam rangka pembangunan wilayah di Indonesia sekaligus 

mengantlslpasl dlmulainya era perdagangan bcbas adalah kebljakan 

pengembangan ekonoml lokal. Kebljakan pengembangan ekonomi lokal 

pada hakekatnya merupakan kebljakan pembangunan di daerab yang 

dldasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas 

unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonoml masyarakat lokal 

(local competence). Pada wllayah peslsir, sektor perlkanan mejadl sektor 

utama yang menjadl gantungan hid up masyarakatnya. 

Kebljakan pengembangan ekonoml lokal dalam kaltannya dengan 

era perdagangan bebas lnl dlnyatakan secara jelas dalam GBHN TAP MPR 

No. IV/ MPR/1999, yang menjelaskan bahwa satah satu arah kebljakan di 

bldang ekonomi adalah untuk mengembangkan perekonomlan yang 

berorlcntasl global sesual dengan kemajuan teknologl dengan 

membangun keunggulan kompetltlf dan produk unggulan di setlap 

daerah, termasuk perlkanan dan kclautan. Mellhat kandungan strategls 

yang termuat dalam kebljakan pengembangan ckonoml lokal tersebut. 

sudah selayaknya apablla kebljakan In! mendapat prlorltas sebagat satu 

dasar kebljakan pembangunan nasional. Pelaksanaan otonoml daerah 

pada awal tahun 2001 mcrupakan momentum bagl dlmulalnuya proses 

lmplemcntasl kebijakan pengembangan ekonoml lokal. Berlakunya 

otonoml daerah menlmbulkan lmpllkasi bagi daerah (Kabupaten/Kota) 

untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya datam 

memoblllsasi serta mengelola produksi, alokasl dan dlstrlbust berbagal 
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sumberdaya yang dimllikinya menjadi produk unggulan yang memilikl 

keunggulan daya saing komparatif maupun kompetitlf, baik untuk pasaran 

lokal. regional, naslonal bahkan lnternaslonal. Keseluruhan hal tersebut 

pada dasarnya merupakan konsep dan strategi dari kebijakan 

pengembangan ekonomi lokal. 

Dalam strateglnya, pengembangan ekonomi lokal diletakkan atas 

dasar prakarsa/inislatif serta kekhasan daerah yang bersangkutan 

(endooenous development) melalul pemanfaatan sumberdaya lokal (SOM, 

kelembagaan, Teknologi, SDA dan modal) yang di perkokoh dengan lkatan 

modal soslal. Sasaran utama yang lngln dicapal dalam pengembangan 

ekonoml lokal lnl dalam jangka pendek misalnya, terjadlnya penlngkatan 

pendapatan nelayan (masyarakat peslsir). meningkatnya produktivitas 

SOM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment]. Selaln !tu, 

dalam jangka panjang. pengembangan ekonoml lokal dihar.ipkan dapat 

mengurangl jumlah kemlskinan absolut berkurangnya angka 

pengangguran (unemployment], mempersemplt jurang kesenjangan 

ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta penlngkatan 

Jnvestasi. Mesklpun demiklan, sasaran jangka pendek dan jangka panjang 

darl pengembangan ekonoml lokal tersebut akan dapat dlcapai oleh 

daerah, jlka seluruh elemen penentu (stakeholders) kecenderungan 

daerah mampu beradaptasl dengan perubahan llngkungan yang cepat, 

serta memillkl komltmen untuk menyatukan persepsl, vlsi dan langkah 

yang sama. Hanya dengan cara demiklan percepatan pembangunan dan 

pengembangan segenap potensl-potensl sumberdaya yang ada dapat 
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dlglrlng menjadi kekuatan penuh dalam membangun kemandlrian dan 

keswadayaan agar tercipta kesejahteraan masyarakat (Common Welfare). 

2.3. Pembangunan Wllayah Peslslr dan Laut 

Pembangunan wllayah peslslr selama lnl maslh dlllhat seperti 

pembangunan wilayah terestrlal lalnnya dengan kondlsl yang analogl 

dengan wilayah perdesaan. Hal In! tidak sepenuhnya benar, karena 

wllayah peslslr menurut RUU Peslsir memillkl beberapa karakteristlk 

yang khas. yaltu: 

l. Wllayah pertemuan antara berbagai aspek kehldupan yang ada di 

darat, laut dan udara. sehlngga bentuk wUayah peslslr merupakan 

hasll keselmbangan dlnamls dari proses pelapukan (weathering) dan 

pembangunan ketlga aspek di atas. 

2. Berfungsl sebagal habitat dart berbagai jenis lkan, mamalia laut, dan 

unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencarl makan. 

3. Wllayahnya semplt, tetapl memlllkl tlngkat kesuburan yang tlnggi dan 

sumber zat organik pentlng dalam rantai makanan dan kehidupan 

darat dan taut. 

4. Memlllkl gradla11 perubahan stfat ekologt yang tajam dan pada 

kawasan yang semplt akan dljumpai kondlsl ekologl yang berlalnan. 

5. Tempat bertemunya berbagal kepentlngan pembangunan balk 

pcmbangunan sektoral maupun regional serta mempunyal dlmensl 

lnternaslonal. 

Perbedaan yang mendasar secara ekologls sangal berpengaruh pada 

aktlvltas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologts 
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berpengaruh secara slgnlfikan terhadap usaha perekonomlan yang ada di 

wllayah tersebut, karena ketergantungan yang tlnggi darl aktivltas 

ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut Jika slfat 

kerentanan wllayah tidak diperhatikan, maka akan muncul kontlik antara 

kepentingan memanfaatkan sumber daya peslslr untuk pemenuhan 

kebutuhan hldup dan pembangunan ekonoml dalam jangka pendek 

dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber daya peslslr. 

Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan ekonomi yang parsial, 

tldak kondusif dalam mendorong peagelolaan wllayah pesisir secara 

terpadu. Kegiatan yang parslal hanya memperhatlkan kepentlngan 

sektornya dan meagabalkan aklbat yang tlmbul dari atau terhadap sektor 

lain. sehlngga berkembang konfllk pemanfaatan dan kewenangan. Dari 

berbagai studJ, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan 

pesisir Indonesia mengalaml konfllk tersebut jika konflik inf dibiarkan 

berlangsung terus akan mengurangl keinginan pihak yang bertlkai untuk 

melestarikan sumberdayanya. 

2.4. Permasalahan Pembangunan Wllayah Peslslr dan Laut 

DI era otonoml daerah. pembangunan wllayah peslsir dan taut 

sebagai salah satu sumberdaya potensial kerap pula memunculkan 

beberapa permasalahan, antara lain hubungan antara daerah dan pusat, 

pembangunan ekonoml (yang berkalt deagan kemlsklnan), serta 

eksploltasl sumberdaya alam tan pa memperhatJkan kelestarlannya. 
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Permasalahan umum yang banyak terjadl dalam hubungan antara 

pemerlntah pusat dan daerah adalah kurang selarasnya pemenuhan 

kepentlngan pusat dan daerah. Kondisl lnl terjadl antara lain karena: 

1. lnstansl dinas (kelautan dan perlkanan) yang ada dltlngkat 

kabupatcn/kota pada era otonoml daerah lnl sangat beragam balk 

dalam struktur organlsasl dan kewenangannya. Perubahan lnl 

berpengaruh pada lntensltas komunikasi antara lnstansl yang berada 

di pusat dan daerah. 

2. Serlngkall lnstansl dlnas di kabupaten dan kota tclah memiliki tugas 

pokok dan fungsi organlsasl, narnun belum memillkl kewenangan 

teknls karena belurn ada penyerahan kewenangan darl pusat dan 

provlnsl 

3. UU No.22/1999 dlubah menjadl UU No.32 Tahun 2004 belum dapat 

berjalan selaras dengan UU Perikanan dan sebaglan peraturan daerah 

lalnnya, sehlngga kewenangan dalam dlnas kabupatenjkota belum 

efektlf. 

Pcrmasalahan dalam pembangunan ekonoml di daerah menyangkut 

pada kebljakan ekonoml makro, kesenjangan, dan kemlsklnan. Kebijakan 

ekonoml makro selama Int (terutama yang berada di luar pulau Jawa) 

leblh dlfokuskan pada usaha ekstraksl hasll bum! (sumberdaya alam) 

sepertl pemberlan konsesl pada perusahaan-perusahaan aslng dan 

berskala besar. lnl berartl kurangnya perhatlan terhadap usaha masyarkat 

lokal yang cenderung berskala kecil. Kesenjangan yang terjadi antar 

kelompok pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan telah 

memburuk sejak dibukanya perekonomian perdesaan ke arah ekonoml 
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pasar, karena hanya mereka yang memilikl akses terhadap modal, kredlt, 

lnformasi dan kekuasaan yang dapat mengambil manfaat dari program­

program pembangunan. 

Dalam konteks wilayah pesislr dan laut, keuntungan ekonomi dari 

pemanfaatan sumberdaya peslslr dan laut baru dinikmatl oleh kelompok 

masyarakat tertentu sepertl juragan kapal dan pengusaba perikanan, 

namun belum oleb masyarakat peslslr dan nelayan. Selain kesenjangan 

dalam pendapatan, kesenjangan dalam kepemilikaa justru menjadl 

permasalahan yang leblh serlus. Akumulasi sumberdaya pada pihak-pihak 

tertentu mengarah pada deaksesasl oleh masyarakat. Misalnya saja dalam 

usaha penangkapan, hanya yang memiliki kapal Jebih besar dan teknologi 

yang lebih maju yang dapat menguasai sumberdaya laut Nelayan kectl 

dengan teknologl sederhana menjadi terpinggirkan dan kalah sehlngga 

semakin sullt dalam berusaha. Kondisi sepertl lni yang terus berlanjut 

mengakibatkan permasalahan baru yattu kemlsktnan. Nelayan keel] 

semakln sulit untuk bergerak keluar dari kemlsktnan yang menjerat 

mereka. 

Eksploltasl sumberdaya Jaut dan peslsir menjadl salah satu 

permasalahan dalam pembangunan daerah. DI satu sis!, upaya tersebut 

dilakukan oleh masyarakat dan daerah untuk menggerakkan roda 

perekonomlan, namun di sisl lain sumberdaya perlkanan semakln 

berkurang karena dieksploltasl secara berleblhan serta mengalami 

kerusakan. Upaya pengelolaan yang selama ini dilakukan belum 

menunjukkan basil yang posltlf. 
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2.5. Pembangunan Ekonoml Masyarakat 

Ketertinggalan pembangunan wilayah peslslr dan laut sebagal 

sumber daya ekonoml, merupakan indikator bahwa sektor kelautan 

selama 35 tahun belum menjadl sektor prloritas dalam pembangunan 

yang berorientasi pada perlumbuhan ekonoml. Bcgltu sumberdaya alam 

lalnnya (sepertl hutan dan mlnyak buml) sudah mengarah pada beban 

pembangunan karena sullt dlperbaharul (unrenewable) sebagai aklbat 

pengelolaan yang kurang bljaksana, maka sumberdaya peslslr dan laut 

merupakan pillhan berlkutnya karena keberllmpahan sumberdaya yang 

ada serta belum dikelola secara optimal dan profeslonal. 

Agar tldak terjebak pada kesalahan yang sama, maka dalam 

pengelolaan sumber daya laut dan peslslr harus memperhatikan tiga hal 

utama, yalru: 

1. Apapun persepsl pengelolaan sumberdaya peslslr dan laut, maka 

scbagal sumber ekonoml baru yang kompetltif haruslah bermuara 

pada pengurangan kemlsklnan masyarakat 

2. Fokus keglatan pengelolaan sumberdaya pelslsr dan laut sebagal 

sumber ekonoml baru harus berangkat pada pemlklran untuk 

menlngkatkan pembangunan keglatan ekonoml yang berbasis pada 

sumber daya lokal yang ada. 

3. Sedlnl muogkln membuat rambu-rambu pengelolaan sumberdaya 

pests Ir dan laut dengan mellbatkan masyarakat. 

Dalam menghadapl peluang dan tantangan pembangunao dalam era 

globallsasi, maka pembangunan perlkanan serta pengelolaan sumberdaya 

peslslr dan laut harus mampu mentransformaslkan berbagai usaha 
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perlkanan masyarakat ke arah blsnls dan swasembada secara menyeluruh 

dan terpadu Pendekatan menyeluruh (holfstik) dan terpadu lni berartl 

melihat usaha perikanan sebagal suatu sistem yang terdlrl dari beberapa 

komponen yang saling terkalt, yaltu: 

1. Sumberdaya perlkanan, yaltu sumberdaya alam (balk yang berada di 

taut, peslslr, peralran tawar), SOM. dan sumberdaya buatan. 

2. Sarana dan prasarana, meliputl perencanaan dan penyediaan 

prasarana perikanan sepertl pelabuhan, pabrlk es. cold storage, 

lnfrastruktur pada sentra lndustrl, pengadaan dan penyaluran sarana 

produksl (sepertl BBM, benlh, mesln dan alat tangkap), serta sistem 

lnformasl tentang teknologl baru dan slstem pengelolaan usaha yang 

eflslen. 

3. Produksl perlkanan, mellputl usaha bud!daya dan penangkapan yang 

menyangkut usaha perlkanan skala kecll maupun besar. 

4. Pengolahan hasil perlkanan, mellputl keglatan pengolahan sederhana 

yang dilakukan oleh petanl dan nelayan tradlslonal hingga 

pengolahan dengan teknologl maju di pabrik yang mencakup 

penanganan pasca panen sampal produk slap dlpasarkan. 

5. Pemasaran hasll perlkanan, mellputl keglatan dlstrlbusl dan 

pemasaran hasU-hasll perlkanan atau olahannya untuk memenuhl 

kebutuhan pasar. Termasuk pula di dalamnya keglatan pemantauan 

distribusl tnformasi pasar (market development) dan pengembangan 

produk (product development) 

6. Pemblnaan, mencakup keg1atan pemblnaan lnstitusi, lkllm usaha yang 

konduslf, lklim poleksosbud yang rnendukung. peraturan dan 
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perundangan yang konduslf, pembinaan SOM, serta kepemimpinan 

yang balk agar kegiatan yang dilaksanakan dapat dlcapai seefektif 

mungkin. 
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Bab i!il 
ISlJ.ISU STIATICI PIDANGIJNAN 
UWJrANDANPJJllWN 

3.1. Beberapa lsu Strategls Pembangunan Kelautan 

1. Diverslflkasl Sumberdaya Pertambangan 

Pertambangan sebagai salah satu sektor andalan dalam 

pembangunan kelautan mempunyai potensi yang cukup besar. Potensi 

tersebut masih memerlukan tlndak lanjut melalui eksplorasl agar 

didapatkan cadangan baru karena sumberdaya tersebut pada suatu saat 

akan habis. Pengembangan sumberdaya baru dan diversifikasl 

sumberdaya pertambangan akan sangat menentukan keberlanjutan 

pembangunan kelautan dl sektor pertambangan. 

Namun demlkian pengembangan pertambangan di era otonoml 

daerah harus memberlkan manfaat eksplottasl kepada masyarakat lokal 

serta menghlndarl terjadlnya konfltk dengan mereka dan sedapat 

mungkln memlnimumkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. 

Penlngkatan aktlvltas eksplorasl dan eksploitasi sumberdaya 

pertambangan dan energl harus mempertlmbangkan koekslstensl dengan 

sektor iainnya terutama sumberdaya pullh (renewable). 
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2. Pengembangan Parlwlsata Baharl 

Sektor pariwlsta baharl merupakan sektor yang paling eflslen dalam 

bldang kelautan. sehlngga pengembangan keparlwlsataan bahari perlu 

mendapatkan prlorltas. Pembangunan wisata baharl dapat dllaksanakan 

melalul pemanfaatan obyek dan daya tarik wlsata secara optimal. 

Berbagal obyek dan daya tarlk wlsata yang dapat dlmanfaatkan adalah 

wlsata alam (pantal), keragaman flora dan fauna (biodiversity) sepertJ 

taman laut wlsata alam (ecotourlsm), wlsata blsnls wlsata budaya, 

rnaupun wlsata olah raga. Dengan potensl wlsata baharl yang tersebar di 

hamplr sebaglan besar kabupaten/kota yang memillkl peslslr akan 

mernbawa darnpak langsung yang sangat besar kepada pendapatan 

masyarakat lokal dan pemertntah daerah. 

3. Pembangunan Perlkanan 

Salah satu persoalan mendasar dalarn pembangunan perikanan 

adalah lernahnya akurasl data statlstik perlkanan. Data perikanan di 

berbagal wilayah di Indonesia blasanya berdasarkan perklraan kasar dari 

laporan dlnas perikanan setempat Belum ada rnetode baku yang handal 

unluk dljadlkan panduan dlnas-dtnas di daerah setempat dalam 

pengumpulan data perlkanan Inf. 

Bagi daerah-daerah yang memlllki tempat atau pelabuhan 

pendaratan lkan biasanya mempunyal data produksl perlkanan tangkap 

yang leblh akurat kareoa berdasarkan pada catatan Jumlah lkan yang 

dldaratkan. Namun demlklan akurasi data produksl lkan tersebut pun 
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maslh dlpertanyakan berkaitan dengan adanya fenomena transaksi 

penjualan lkan tanpa melalui pendaratan atau transaksi ditengah laut. 

Pola transaksl penjualan semacam Int menyul itkan a pa rat dalam menaksir 

jumlah/nilal lkan yang ditangkap di peraiaran laut di daerahnya. Apalagi 

dengan daerah-daerah yang tldak memlltkl tempat pendaratan tkan 

seperti di kawasan pulau-pulau kecll di Indonesia maupun 

berkembangnya tempat·tempat pendaratan lkan swasta atau 'TPI Swasta' 

yang sering dlsebut tangkahan-tangkahan sepertl yang berkembang di  

provlnsl Sumatera Utara. 

Bagaimana pemerlntah akan menerapkan kebijakan pengembangan 

perlkanan blla tldak dldukung dengan data-data yang akurat. Apakah ada 

jamlnan pemerlntah mampu membongkar slstem penangkapan lkan yang 

carut-marut dan tlap-tiap daerah yang mempunyal bentuk dan pola yang 

berbeda-beda. Keadaan sistem yang mampu memonitor setlap aktlvltas 

penangkapan di daerah-daerah menjadl satu kelemahan yang terpelihara 

sejak dulu. Celah kelemahan inllah yang kemudian dlmanfaatkan oleh 

plhak-pihak yang terkalt untuk memperkaya dlri dari hasil perikanan 

tangkap. Sehlngga lsu kebocoran devlsa dengan adanya pencurian lkan 

menggambarkan kelemahan slstem manajemen pengelolaan perikanan 

nasional. 

Tanpa mengetahul karakter atau pola/jarlngan bisnls penangkapan 

lkan yang dllakukan masyarakat atau para nelayan yang bermodal 

diberbagal daerah atau sentra-sentra penangkapan ikan, maka kebijakan 

pertjlnan ulang terhadap usaha penangkapan ikan lni akan terdapat 

peluang korupsl dan kolusi. Dltengaral dengan pola/jarlngan blsnis 
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perlkanan tangkap sudah terblasa dengan budaya KKN, maka mekanlsme 

kolusi dan korupsi di dalam bisnis penangkapan ikan ini harus dlatasl 

seca ra sistematis. 

4. Pengembangan Parlwlsata Baharl 

Kebijakan pemerintah untuk memperbolehkan kapal ikan asing 

menangkap lkan di ZEE Indonesia jika dikaji secara komprehensif 

mengandung pelbagai kelemahan yang slgnlllkan. Dlllhat darl perspektlf 

konsep rente ekonoml (economic rent), kebljakan In! hanya memberikan 

keuntungan pada pengusaha naslonal dan aslng yang akan 

memanfaatkannya. Di dalam perikanan, rente sumberdaya perikanan 

(fishery resource rent) diartikan sebagal nilai manfaat berslh dari 

pemanfaatan sumberdaya perlkanan setelah seluruh komponen biaya 

dlperhltungkan. 

Sementara ltu dart slsl skim kerjasama yang dikembangkan menurut 

analisis kebljakan publik, menunjukkan adanya pelbagal problem yang 

muncul jtka kebtjakan Inf dlterapkan. Problem tersebut meliputl: 

Pertama, Pemberian lisensi dimana pengusaha perikanan nasional 

menjadi agen bag! pengusaha aslng untuk menangkap lkan di ZEE 

Indonesia merupakan suatu hal yang bereslko terhadap keberlanjutan 

sumberdaya perlkanan ZEE lndonesla. Dalam mekanlsme Inf tldak ada 

instrumen pendukung yang mengefektlfkan kebljakan pada tataran 

lmplementatif baik berupa lnsentif maupun dlslnsentlf. Jika hal ini 

terabalkan, maka kebijakan inf sama halnya dengan kasus pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan (HPH) yang akhlrnya menghancurkan sumberdaya 
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hutan. Kebljakan dengan slstem llsensl lnl akan sangat mudah 

dimanfaatkan oleh berbagai plhak yang berkepentingan dengan 

sumberdaya perikanan ini seperti oknum militer dan polis!, politisi dan 

bfrokrasl, sehingga penyelewengan pemberlan llsensi tak terelakan. 

Kedua, skim sewa (charter) dan sewa-bell (leasing) pada dasarnya 

memberikan kesempatan kepada perusahaan perlkanan naslonal untuk 

menyewa kapal aslng. Perbedaannya skim sewa dengan sewa-bell adalah 

kapal yang dlsewa-belikan pada akhirnya akan dimilikl oleh perusahaan 

perlkanan naslonal. Dengan kedua skim inl komposisl penggunaan tenaga 

kerja adalah 70% tenaga kerja dalam negeri dan 30% tenaga kerja aslng. 

Komposlsi penggunaan tenaga kerja ini disesualkan dengan ukuran kapal 

dan jenls alat tangkap yang akan digunakan di ZEE Indonesia. Persoalan 

darl kedua skim inf adalah lemahnya mekanlsme perlfndungan dan 

pengawasan serta sanksi yang dikenakan kepada pengguna kapal asing di 

ZEE Indonesia sehingga, tldak ada jamlnan sumberdaya perlkanan ZEE 

Indonesia akan lestarl. Data tlngkat eksploltasl sumberdaya perlkanan 

ZEE Indonesia yang sudah dilakukan selama ini, ternyata beberapa 

wllayah sudah mengalaml eksploltasl secara berlebihan, seperti Selat 

Malaka dan Laut Arafura. Masalahnya adalah jangan sampal kebljakan 

dengan skim Inf hanya mendupllkasl model masa lalu yang lmpllkaslnya 

menghancurkan sumberdaya perfkanan naslonal dan meruglkan nelayan 

lokal. Secara faktual pengusaha perikanan domestlk yang menggunakan 

fastlltas semacam Inf dlmasa lalu hanya menjadi "Mafia" yang dfbeckln9 

oleh oknum mlllter dan kekuasaan. 
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Ketlga, skim kemltraan (partnership) yang dllakukan oleh 

pengusaha perlkanan nasional dan pengusaha pemilik kapal lkan aslng. 

)adi dalam skim lni bentuknya seperti sistem agen (agency). Anehnya 

dalam skim lnl pengusaha domestik yang bermitra dengan pemilik kapal 

penangkap ikan asing syaratnya adalah mempunyai kapal penangkap 

lkan. jlka persyaratan Inf terpenuhl, maka pengusaha perlkanan domestlk 

akan mendapatkan lzin untuk bermltra dengan pemilik kapal penangkap 

ikan aslng. 

Resiko darl sklm lni adalah orang atau badan hukum yang akan 

bermltra dengan plhak asing blsa saja tJdak memlllkl kapal, tetapl dla akan 

menggunakan kapal lkan pengusaha perlkanan lain, sehingga 

mendapatkan lzin penggunaan kapal lkan berbendera aslng. Dengan 

perkataan lain dla hanya men)adi "Broker" dari pengusaha kapal lkan 

aslng, )ika kebljakan pemerlntah tentang penggunaan kapal lkan aslng 

dengan skim yang dikembangkan sepertl uralan di atas tanpa dlsertal 

dukungan lnstrumen kelembagaan yang kuat, maka model kebljakan inl 

hanya rnelegltlmasl "Gejala kompradorisasl" memlnjam lstllah Neo Marxls 

dalam sektor pcrlkanan, khususnya perlkanan tangkap. Pengurangan dan 

kemudlan penghapusan kapal lkan aslng yang beroperasl di Indonesia 

sangat pentlng bagi peningkatan kemampuan armada naslonal dan 

kese)ahteraan nelayan Indonesia. 

S. Armada Angkutan Laut: rnen)adl Tamu di Negerl Sendlrl 

Wawasan pembangunan nasional adalah wawasan nusantara 

sebagai satu kesatuan wilayah, polltik dan ekonoml sehlngga untuk 
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rnernbangun nusantara wllayahnya yang 75% wilayahnya adatah taut 

diperlukan angkutan laut yang kuat untuk rnelancarkan arus masuk, 

barang dan jasa. Selain ltu ekspor dan impor produk memertukan jasa 

transportasl yang prlrna. Saat lnl sekitar 96% angkutan ekspor irnpor dan 

55% angkutan domestik masih dllayani oteh kapal-kapat berbendera 

asing. Namun demikian, ternyata pemlntaan yang besar tersebut tldak 

dapat dilayani oleh armada naslonal dikarenakan berbagai kelernahan di 

antaranya terbatasnya armada kapal yang handal, lemahnya dukungan 

lembaga keuangan, kemampuan manajemen dalam persalngan 

lnternastonal, sehingga armada angkutan laut sepertl menjadi tamu di 

negerl sendtrl karena aktivltas transportasi leblh banyak ditanganl 

perusahaan aslng. Pemerlntah dan dunla swasta harus segera 

mengantlslpasl globallsasl perdagangan dengan membangun armada Jaut 

naslonal, apablla bangsa Indonesia ingin mengembangkan perekonomian 

dan membangun jatl dirlnya sebagal negara baharl terbesar di dunla. Oleh 

karena ltu, hendaknya sekurang-kurangnya klta dapat menjadl tuan 

rumah dinegeri sendiri, melalui penerapan kebijakan yang berpihak pada 

armada naslonal serta pembangunan kembali armada niaga modern dan 

ttadlslonal. 

6. Pelabuha n Umum Dan Perlkanan : Plntu Masuk Yang Mahal 

Pelabuhan adalah pusat aktlvltas perekonomlan kelautan, sehlngga 

keberadaannya sangat dlperlukan dalam pembangunan kelautan. Pada 

saat lnl dlrasakan pengembangan pelabuhan umum dan perlkanan belum 

berfungsl secara optimal. Hal tersebut dlkarenakan oleh berbagal faktor 
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sepertl terbatasnya fasllltas. rendahnya teknologl, kualltas pelayanan yang 

rendah serta biaya yang mahal maupun kesalahan dalam perencanaan. 

Oalam rangka peningkatan arus barang dan jasa pada era pasar bebas 

maka pengelolaan pelabuhan harus mampu menlngkatkan klnerjanya dan 

menekan biaya tlaggi agar efeslensi nasional maupun bisnis dapat 

tercapai. Oalam pengelolaan perizlnan perlu dicarl sistem prosedur yang 

paling eflslen dao efektlf agar pergerakan kapal dan arus baraog dapat 

dlperbalkl, perlzlnan kapal umum dao kapal lkan harus dlplsah karena 

karakterlstlknya berbeda sehlngga tldak terjadl ineflslensi karena 

blrokrasi yang panjang. Sudah saatnya pemerlntah lebih sebagal fasllltator 

dan membuat kebljakan sehlngga blsnls bisa bergerak sesual dengan 

kekuatan yang berperllaku wajar. 

7. Pengembangan lndustrl Marltlm 

lndustrl maritim merupakan salah satu industrl strategls yang dlplllh 

sebagal suatu bagian darl berbagat ujung tombak lndustri berbasls 

teknologl dan strategl globallsasl demi melancarkan pembangunao dalam 

negerl dan kemajuan peranan Indonesia dalam persalngan lnternaslonal. 

lndustrl marltlm Indonesia sangat berpotensl dalam menjawab 

tantangan-tantangan masa depan dan member! nllal tambah yang cukup 

tlnggl untuk produk-produk transportasi laut yang dapat menghasilkan 

tambahan devlsa ekspor. 

Secara umum, lndustrl maritlm nasional reiatif tertlnggal jauh darl 

berbagal negara, padahal lndustri marltlm yang termasuk di dalamnya 

industrl galangan kapal dan jasa perbaikao (docking), lndustrl mesin kapal 
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dan perlengkapannya, industrl pengolahan mlnyak dan gas buml sangat 

menentukan kemampuan nasional dalam memanfaatkan potensl laut. 

Kemampuan bangsa Indonesia dalam lndustrt maritim sangat terbatas 

karena tlngglnya nilal lnvestasi yang harus ditanamkan di dalamnya, serta 

masih terbatasnya kemampuan teknologi dan kualltas sumberdaya 

manusla yang handal sehlngga produk lndustrl marltim kita secara umum 

tldak bisa menyalngl produk impor, untuk ltu diperlukan strategi, yang 

komprehensif dalam mengembangkan industrl maritlm, dalam hal lnl 

harus dldukung dengan kebtjakan yang berplhak pada kemampuan 

sendlrl. 

8. Bangunan Kela utan : Design with the Nature 

Pembangunan kontruksl di peststr dan taut memerlukan 

kemampuan rekayasa yang sesuat dengan kondtsl alam (des/9n with the 

nature) pesislr dan laut yang memillki kondtst ekosistem dan flslk berbeda 

dengan daratan. Dengan demikian faktor bangunan kelautan (keglatan 

penylapan lahan sampai kontruksi di pesisir dan bangunan Jepas pant.al) 

harus dlkajl dengan seksama agar ttdak mentmbulkan bencana yang 

berdampak pada manusla dan llngkungan serta sumberdaya alam (kasus 

reklamasi Teluk jakarta dan Manado). 

9. )asa Kelautan 

Jasa kelautan yang terdlrl darl segaia jenis kegtatan yang berslfat 

menunjang dan mempelancar kegtatan sektor kelaut:an sepertl jasa 

pelayan pelabuhan, keselamatan pelayaran, perdagangan, pengembangan 
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sumberdaya kelautan sepertl pendldikan, pelatlhan dan penelltlan. 

Peluang pasar pada )asa kelautan yang potensial harus dlperslapkan darl 

sekarang karena karakterlstlk blsnlsnya yang memerlukan kualiftkasl 

sumberdaya manusla yang prlma dan dukungan sarana lnformasl, 

komunlkasl serta dukungan teknologi maju. Pemerlntah memerlukan vlsl 

jangka panjang dan segera melakukan lnvestasl untuk mendorong blsnls 

di masa depan yang menjanjlkan aktivltas ekonoml. 

3.2 Arah dan Rekomendasl KeblJakan Pembangunan Kelautan 

Indonesia 

1. Paradlgma dan Vlsl Pembangunan Kelautan dan Perikanan di 

Masa Datang 

Kebljakan pemerlntah membentuk Departemen Kelautan dan 

Perlkanan (DKP) me rupakan suatu keputusan ekonoml polltlk dari proses 

perubahan yang mendasar di tlngkat makro kebljakan ekonoml naslonal. 

Tetapl, keputusan polltlk tldak hanya sampal pada pembentukan 

departemen tersebut, tetapl harus ada sebuah vlsl bersama pada semua 

level lnstltust negara yang dltuangkan dalam bentuk kebljakan kelautan 

(ocean po/fey) dengan lmpllkasl secara ekonoml adalah sektor kelaut:an 

akhlrnya menjadl arus utama dalam kebljakan pembangunan naslonal. 

lnllah yang kemudian menjadl tugas besar darl semua komponen bangsa 

untuk mcnjawab problem struktural bangsa yaknl kemlskinan, 

keterbelakangan dan ketergantungan terhadap negara maju yaknl 

bertambahnya jumlah utang yang dlbebankan kepada rakyat. 
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Sebagaimana diketahul sektor kelautan semasa orde baru 

merupakan sektor yang tertinggal dilihat dari rendahnya tfngkat 

pemanfaatan sumberdaya, teknologi, tlngkat kemisklnan dan 

keterbelakangan nelayan yang paling parah dlbanding kelompok sosial 

lainnya, daya serap kesempatan ker)a sangat rendah, minat investasi 

terutama dalam skala meneagah dan besar relatlf kurang karena rlslkonya 

yang cukup ttnggl, membutuhkan )umlah pendanaan yang besar walaupun 

juga menjanjikaa keuntungan yang meaarlk. 

Namun demikian, permasalahan yang sampai saat inf menjadi 

pertanyaan besar adalah mampukah pemerlntah mengelola potensi 

kelautan dan perikanan yang begitu besar untuk kepentingan 

perekonomlan naslonal dengan hanya mengandalkan kehadiran sebuah 

departemen, tanpa keterkait:an dan koordlnasi dengan institusi negara 

yang lalnnya ?. Mengingat dart seklan lama se)arah pembangunaa, 

kelautan dan pertkanan kontrlbust sektor u.ntuk penertmaan negara tidak 

slgnltlkan. lndikator lnl yang menjadl sebab sektor Int tldak populer 

semasa orde baru. 

Persoalan warisan masa lalu yang menjadl hambatan pembangunan 

kelautan dan perikanan saat fni adalah soal maraknya pencari rente balk 

ditingkat pusat maupun daerah yang sukar untuk dlputus )arlngannya, 

balk secara ekonomi meialut slstem yang monopoltstik/ollgopol istlk 

secara lntegrasi vertlkal. Maupun, secara politik yang dibangun atas 

komitmen-komitmen di antara lnstitusi negara dan kalangan pengusaha 

yang menimbulkan fenomena btrokrasi rente. Pada masa lalu para pencart 

rente ini leluasa mengeksploltasl sumberdaya kelautan dengan melakukan 
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berbagai macam kecurangan dan pelanggaran. Rente ekonoml yang 

semacam fnllah tldak mudah dlputus atau dlhtlangkan begltu saja sampal 

saat lnl sebab mereka mempunyai jaringan yang sangat kuat Kalau hanya 

dengan keberadaan sebuah departemen seperti DKP. maka untuk 

menuntaskan problem ekonoml politik lnl tldak cukup dan mampu untuk 

melakukan karena akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang non 

negara yang memlllki jarlngan yang kuat Terkecuall, semua lnstltusl 

negara memlllkl komltmen yang sama untuk memutuskan ha! ltu. Dalam 

konteks ltulah Ocean Polley menjadl sebuah pllihan polltlk yang harus 

dllakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk 

mengedepankan sektor kelautan dalam kebljakan pembangunan naslonal. 

Untuk memformulaslkan kebljakan tersebut masth dlllhat secara 

kesejarahan bahwa kemajuan pcradaban bangsa lndonsla dlbangun dart 

kehldupan masyarakat yang sangat tergantung dengan sumberdaya 

peststr dao lautan. Na mun demtklan dart era kemerdekaan sampat dengan 

saat lnl belum ada kebljakan mengelola sumberdaya kelautan secara 

terpadu dlbawah satu koordlnast lembaga negara. Memang pada jaman 

orde lama pernah ada Departemen maritlm, namun Departemen tersebut 

hanya sekedar mengurusl masalah perhubungan taut, lndustrl marltlm 

dan perikanan. Sebagai ncgara yang memlllkl wllayah taut yang luas 

beserta potensl sumberdaya alam dldalamnya, semestlnya Indonesia 

memlliki kebljakan naslonal kelautan (Ocean national policy). yang 

dlkoordinaslkan oleh sebuah lnstitusi negara mulal darl pusat sampal ke 

daerah 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



<Bafi 3. Jsu-isu Strate9i.t <Ptm6aneunan 'l(efautan tfa11 <Pe�rutn 

2. Pembangunan Kelautan dl  Era Otonoml Daerah 

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang­

Undang Nomor 2S tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan 

daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntah 

Daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 terdapat aturan mengenai 

kewenangan daerah provlnsl dalam pengelolaan wllayah laut dalam 

batasan 12 mil yang dlukur dari garis pantal kearah laut lepas dan atau ke 

arah peralran kepulauan dan Pemerlntah Kabupaten/Kota berhak 

mengelola sepertlganya atau 4 mil laut sepertl tercantum dalam pasal 3 

dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU Nomor 25 Tahun 1999 

mengandung aturan tentang pembaglan alokasl pendapatan antara 

pemerlntah pusat dan daerah yang berasal darl pemanfaatan sumberdaya 

alam termasuk sumberdaya peslslr dan taut Lahlrnya kedua peraturan 

tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradlgma pembangunan 

dalam bldang kelautan dan perlkanan yaknl darl rezim yang sentralistik 

ke desentralistlk. 

Dengan demlkian kebljakan otonoml daerah termasuk di wilayah 

laut merupakan sebuah pillhan politlk yang dlharapkan mampu menjaga 

keberlanjutan dan kelestarlan sumberdaya kelautan dan perlkanan. Hal 

lnl pentlng karena slstem pemerlntahan sentrallstlk yang sudah 

berlangsung selama 32 tahun terbuktl telah menghancurkan sumberdaya 

alam. Oleh karena secara ekonoml politlk suatu slstem pemerlntahan 

sentralistlk terbuktl membawa berbagal kecenderungan buruk yaknl (1) 

politlk yang tldak demokratls; (2) korupsl; (3) rent-seeking activities yang 

memperburuk social welfare Joss bagi masyarakat; dan (4) moral hazard. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



1 &6 J. lsu-u• Stfdttqis <Pnn6o11f!unan J(tfautan 4at11'rny114n • 

Fenomena semacam ini juga terjadi dalam bldang sektor perikanan di 

masa Orde Baru. Oleh karcna ltu, fenomena korupsi dan otoritarlanlsme 

blsa saja muncul di daerah·daerah pada saat lnl dlkala otonoml 

dlimplementaslkan di daerah termasuk di wilayah taut 

Hal Inf pen ting karena kondls! politisl dan b!rokrat di daerah berslfat 

homogen aktbat proses rekrultmen dengan tradlsl kolusl. korupsi dan 

nepotisme (KKN), sehingga cenderung memlllkl "kerakusan" yang luar 

blasa untuk tetap menguasa! anggaran dan sumbers-sumber keuangan 

daerah. Aklbalnya selanjutnya adalah KKN di daerah akan semakin kuat 

DI slsl lain aktlvltas rent seeking skalanya akan leblh besar di daerah, 

karena rentseekers yang dulunya bermaln di tlngkat pusat pada masa Orba 

bergeser ke daerah. 

Orlentasl pergeseran lnl dilakukan karena mereka dapat 

mengeluarkan blaya yang leblh rendah untuk mendapatkan rente yang 

leblh besar. Selaln !tu, b!rokrat dan politlsl daerah akan mulal menyadarl 

betapa strateglsnya posisl mereka. sehingga mengadopsl pola Orba yang 

pernah dlgunakan birokrat dan politisl di pusat menjadl kenlscayaan. 

Oengan perubahan rejim pemerlntahan sekarang lnl, maka sumberdaya 

alam kelautan di daerah yang dlklaim sebagal komodltl unggulan akan 

dengan mudah dlkuasal dan dlhancurkan oleh para kapltalls. Karena ltu, 

jlka tldak dlsertal prasyaratyang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya 

alam sektor kelautan era otonoml daerah dlkhawatirkan otonoml daerah 

tldak scrta·rnerta akan rnemperbatkl kcgagalan darl slstern sentrallstlk. 

lnllah yang kemudlan menjadl problem yang harus dlantlslpasl dalam 

rangka implementasl otonoml daerah di wllayah laut 
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3.3. Strategl Pengembangan Ekonoml Lokal 

Gagasan tentang pembangunan ekonoml (local economic 

development) berdasarkan sumberdaya lokal atau dalam bahasanya 

Dawam Rahardjo sebagal pembangunan ekonoml setempat, dlkemukakan 

oleh beberapa pemikir pembangunan yaitu Helena Norberg dan Hodge, 

David Morris dan Satlsh Kumar dalam sebuah buku kumpulan tullsan 

yang berjudul "The Case Against the Global Economy and for a TUm Toward 

the lokal• dan di edit oleh Jerry Mander dan Edward Goldsmith (2040). 

Halena Norberg dan Hodge dalam tulisan mereka yang berjudul "Shifting 

Direction from Global Dependence to local Interdependence", 

menggambarkan bahwa clri dan pengembangan ekonoml lokal yang 

merupakan sebuah keb!Jakan ekonomi baru yang berbasls masyarakat 

(new community - cased economic), yaltu: 

1. Terlokalisasi (localized) dengan tujuan untuk mengurangl biaya 

transportasi. 

2. Terjadinya proses diverslfikasl produk yang tlnggl (highly diversified) 

yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar satu daerah dengan 

yang lain karena keragaman produk. 

3. Berbasiskan masyarakat (community based) yang dldalamnya 

termasuk budaya masyarakat (community culture), jati diri, dan 

pengetahuan lokal (lndogenous knowledge). 

Dengan demiklan akan tercipta interdependesi ekonoml lokal dalam 

konteks ekonoml global. Untuk mengembangkan keglatan ekonoml lokal 
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tersebut. David Morris, dalam tullsannya yang berjudul •communities; 

Building Auchorlty Responsibility and Capacity", menekankan perlunya tlga 

landasan utama yang mendukung yaknl: 

1. Adanya kewenangan (authority). 

2. Pertanggungjawaban (respanslbl//ty). 

3. Kapasltas produkst masyarakat (productive capacity) yang menjamln 

keberdayaan masyarakat dalam menencukan masa depan kebljakan 

ekonoml. Sedangkan, Satlsh Kumar dalam tullsannya "Gandhi's 

Swadeshl Economic of Performance" menekankan bahwa arah dan 

tujuan pengembangan ekonoml lokal dlharapkan agar mampu 

menclptakan peningkatan semangat masyarakat (community spirit), 

hubungan masyarakat (community relationship) dan kesejahteraan 

masyarakat (well being). Gagasan Kumar lnl merupakan hasll 

rekonstruksl eplstlmologi darl prlnslp dasar fllosofls Swadesi-nya 

Mahatma Gandhi yaknl dapat memenuhl kebutuhan sendlrl (self 

sufJlclency) atau dalam bahasanya Bung Karno berdtrl di atas kakl 

sendlrl. 

Dalam perspektlf ekonomi regional, wllayah peslslr memillki pilar­

pllar pcntlng untuk menjadl kekuatan dalam membangun wllayah 

tersebut Kekuatan-kekuatan tersebutadalah: 

Pertama, Natural resources advantaoes atau Imper/ea: facwr 

moblllty. Secara faktual di wilayah pesislr terdapat kosentrasl-konsentrasl 

keunggulan wllayah yang mempunyal yang tldak dlmlllkl wilayah lain 

yaknl (1) keunggulan sumberdaya dalam mlsalnya mangrove, terumbu 

karang, padang lamun; (ii) karakterlstlk kultural yang khas dengan clrl 
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egaliter. inward looking dan dlnamls; (111) adanya keterkaltan masyarakat 

dengan sumberdaya wllayah peslslr. sepertl masyarakat Teluk Blntuni 

dan komunitas mangrove. Sedangkan, imperfect factor mobility terjadi 

pada masyakat (manusia) di wilayah ltu karena adanya reslstensi sejarah 

dengan kultur serta lokasl sumberdaya. Sehtngga ter]adl mobllltis yang 

tldak sempurna dari faktor produksl dan sumber-sumber daya ekonomi. 

Misalnya, adanya upacara selamatan. 

Kedua, economic of concentrafion atau imperfect diversibility. 

Dalam economic of concentration secafa spaslal keglatao usaha 

berdasarkan skala ekonoml umumnya terjad! pengelompokkan Industr! 

sejenls (cluster of industry) misalnya industrl pengalengan lkan. Faktor 

pengelompokan ini terjadi karena (1) biaya produksi dit.entukan untuk 

blaya buruh dan bahan baku; (2) blaya transaksi dan (3) Faktor 

kenyamanan berusaha. Jika, keglatan usaha itu tidak masuk kategori 

ekonomls, maka akan bergerak keluar duster, sehingga terjadl 

angglomerasi. 

Ketiga, mobilitas adalah korbanan. Hal lni terjadi karena setlap 

pergerakan barang dan Jasa berart! "korban", seh!ngga konsekuenslnya 

adalah munculnya blaya transportasi dan komunlkasl. Dengan perkataan 

lain dalam perspektlf ekonoml wllayah (regional) mementingkan 

pergerakan barang dan jasa serta sumber-sumber ekonoml secara spaslal 

yang dicerminkan oleh jarak (faktor pent!ng dan utama). Pergerakan dari 

satu tltlk ke t!tlk yang lain dalam koordlnat jarak merupakan korbanan. 

Dengan demlkian dalam perspektlf Inf, maka keb!Jakan pembangunan 

wUayah peslslr diarahkan pada upaya untuk meminimalkan jarak dan 
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mcmakstmumkan akses. Oleh karena itu pengembangan lndustri kelautan 

dan pertkanan tidak senantlasa harus terkonsentrasl di Jawa tetapl di 

kawasan Timur Indonesia dengan dukungan pengembangan tnfrastruktur 

yang memadat. 
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Bab � 
PINGJIANGANSUllADATADUUTAN 

4.1. Negara Kelautan 

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta 

masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai 

tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dlcirlkan 

oleh proses transformasl global yang bertumpu pada perdagangan bebas 

dan kemajuan I PTEK. Sementara itu, di slsi lain tantangan yang paling 

fundamental adalah bagalmana untuk keluar darl krlsls ekonoml yang 

menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempers lapkan 

perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka. 

menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, dlperlukan 

peningkatan efislensi ekonomi. pengembangan teknologl, produktlvltas 

tenaga kerja dalam penlngkatan kontrlbusi yang slgnlflkan dart setlap 

sektor pembangunan. 

Bldang kelautan yang dldefinlslkan sebagal sektor perlkanan, 

pariwlsata bahari, pertambangan laut; industrl maritim, perhubungan 

aaut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. merupakan andalan dalam 

menjawab tantangan dan peluang tersebut Pernyataan tersebut didasari 

bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah 
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Negara Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama lnl 

telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasllan 

pembangunan naslonal. 

Sumbangan yang sangat berartl dari sumberdaya kelautan 

tersebut, antara Jain berupa penyedlaan bahan kebutuhan dasar. 

penlngkatan pendapatan rnasyarakat. kesempatan kerja, perolehan devisa 

dan pembangunan dacrah. Dengan potensi wilayah laut yang sangat luas 

dan sumberdaya alam serta sumberdaya manusla yang dimlllkl Indonesia. 

Kelautan sesungguhnya memillkl keunggulan komparatlf, keunggulan 

kooperatlf dan keunggulan kompetitlf untuk menjadl sektor unggulan 

dalam klprah pembangunan naslonal dlmasa depan. 

Pembangunan kelautan selama tlga dasa warsa terakhir selalu 

dlposislkan sebagal plngglran (peryphery) dalam pembangunan ekoaoml 

naslonal. Dengan poslsl semacam inl sektor kelautan da n perlkanan bukan 

menjadi arus utama (mainstream) dalam kebljakan pembangunan 

ekonornl naslonal. Kondlsl lnl menjadi rnenjadi ironis mengingat hampir 

75 % wllayah Indonesia merupakan lautan dengan potensl ekonomi yang 

sangat besar serta berada pada poslsi geopolitls yang pentlng yaknl 

Lautan Pasiflk dan Lautan Hlndla, yang merupakan kawasan paling 

dlnarnls dalam percaturan dunla balk secara ekonoml dan potltik. 

Sehingga secara ekonomls politls sangat logls jlka kelautan dijadlkan 

tumpuan dalam perekonomian naslonal. 
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4.2. Potensl Sumberdaya Kelautan 

1. Potensi Fislk 
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Potensl wllayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi 

fisik, terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Terltorial 

seluas 0.3 juta km2• Peralran Nasional seluas 3,1 juta km2, Luas Daratan 

sekltar 1,9 juta km2, J.,uas Wllayah Nasional 5,0 juta km2, luas ZEE 

(Exlusfve Economic Zone) sekitar 3,0 juta kmZ, Panjang garls pantal leblh 

darl 81.000 km dan jumlah pulau leblh darl 18.000 pulau. 

2. Potensl Pembangunan 

Potensi WUayah peslsir dan laut Indonesia dipandang dari segi 

Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. Sumberdaya yang dapat dlperbaharul sepertl; Perikanan (Tangkap, 

Budidaya, dan Pascapanen), Hutan mangrove, Terumbu karang, 

lndustri Bloteknologi Kelautan dan Pulau-pulau keen. 

b. Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharul sepertl: Mlnyak buml dan 

Gas, Bahan tambang dan mineral lainnya serta Harta Karun. 

c. Energl Kelautan sepertl; Pasang-surut, Gelombang, Angin, OTEC 

(Ocean Thermal Energy Conversion). 

d. Jasa-Jasa Lingkungan sepertl; Parlw\sata, Perhubungan dan 

Kepelabuhanan serta Penampung (Penetralislr) llmbah. 

3. Potensl Sumberdaya Pullh (Renewable Resource) 

Potensl wllayah peslsir dan lautan Indonesia dlpandang darl segi 

Perlkanan meliputi: 
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a. Perikanan Laut (Tuna/Cakalang, Udang, Demersal, Pelagls Kecil, dan 

lalnnya) sekitar 4.948.824 ton/tahun, dengan taksiran nilai US$ 

15.105.011.400. 

b. Mariculture (rumput laut, lkan, dan kerang-kerangan serta Mutiara 

sebanyak 528.403 ton/tahun, dengan takslran nllal US$ 567.080.000. 

c. Peralran Umum 356.020 ton/tahun, dengan taksiran nilal US$ 

1.068.060.000, Budldaya Tambak 1.000.000 ton/tahun, dengan 

takslran nllal US$ 10.000.000.000. 

d. Budidaya Air Tawar 1.039,100 ton/tahun, dengan takslran nilal US$ 

5.195.500.000, dan Potensi Bloteknologi Kelautan tlap tahun sebesar 

US$ 40.000.000.000, secara total potensi Sumberdaya Perlkanan 

Indonesia senilai US$ 71.935.651.400 dan yang baru sempat dlgall 

sekltar US$ 17.620.302.800 atau 24,5 %. 

Potensi tersebut belum termasuk hutan mangrove, terumbu karang 

serta energl terbarukan serta jasa seperti transportasl, parlwlsata bahari 

yang memilikl peluang besar untuk dlkembangkan. 

4. Potensl Sumberdaya Tldak Pullh (Non Renewable Resource) 

Pesislr dari Laut Indonesia memlllkl cadangan mlnyak dan gas, 

mineral dan bahan tambang yang besar. Dari hasil penelitian BPPT (1998) 

dari 60 cekungan mlnyak yang terkandung dalam alam Indonesia, sekltar 

70 persen atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut Dari 40 cekungan itu 

10 cekungan telah dlteliti secara intensif, 11 baru ditelitl sebagian, 

sedangkan 29 belum terjamah. Dtperklrakan ke-40 cekungan ltu 

berpotensi menghasilkan 106,2 rnlliar bare) setara minyak, namun baru 
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16,7 mlliar bare! yang dlketahul dengan pastl, 7.5 mlliar barel di 

antaranya sudah dleksploitasi. 

Sedangkan sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang 

belum terjamah. Cadangan mlnyak yang belum terjamah itu diperkirakan 

57,3 millar barel terkandung di lepas pantai, yang leblh dari separuhnya 

atau sekltar 32,8 mlliar bare! terdapat di laut dalam. Sementara Itu untuk 

sumberdaya gas buml, cadangan yang dimiliki Indonesia sampal dengan 

tahun 1998 mencapai 136,5 Trlllun Kakl Kubik (TKK). Cadangan lnl 

mengalaml kenalkan bila dibandingkan tahun 1955 yang hanya sebesar 

123,6 Trillun Kakl Kubik. Sedangkan Potensi kekayaan tambang dasar Iaut 

sepertl aluminium, mangan, tembaga, zirconium, nlkel, kobalt, blji besi 

non titanium, vanadium, dan lain sebagainya yang sampal sekarang belum 

ter!dentlflkasl dengan balk sehingga diperlukan teknologl yang maju 

untuk mengembangkan potensi tersebut 

5. Potensl Geopolltls 

Indonesia memlllkI poslsI strategis, antar benua yang 

menghubungkan negara-negara ekonoml maju, poslsi geopolitis strategis 

tersebut memberlkan peluang Indonesia sebagaI jalur ekonoml. mlsalnya 

beberapa selat strategis jalur perekonomlan dunla berada di wllayah 

NKRI yaknl Selat Maiaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar dan 

Selat Ombal·Wetar. Potensi geopolitls In! dapat digunakan Indonesia 

sebagal kekuatan Indonesia dalam percaturan polltlk dan ekonoml antar 

bangsa. 
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6. Potensl Sumberdaya Manusla 

Potensl wilayah peslslr dan lautan Indonesia dlpandang darl segf 

SOM adalah sekitar 60 % penduduk Indonesia bermuklrn di wilayah 

peslslr, sehlngga pusat keglatan perekonomlan scpertl: Perdagangan, 

Perlkanan tangkap, Perlkanan Budtdaya, Pertambangan, Transportast laut, 

dan Pariwisata bahari. Potensl penduduk yang berada menyebar di pulau­

pulau merupakan aset yang strategis untuk penlngkatan aktivttas 

ekonoml antar pulau sekallgus pertahanan keamanan negara. 

4.3. Klncrja Pembaoguoao Kclautao 

Secara global, pertumbuhan ekonoml dunla yang secara agregat 

cenderung menlngkat ternyata telah membawa lmpllkasl kepada 

penlngkatan aktivltas ekonoml di kawasan Asia Paslflk. World & Economic 

Forum (WEF) pada Konvensl di Swiss tahun 2001 yang lalu memprediksl 

bahwa kawasan Joi akan menjadl leader bagl kawasan lain dalam kurun 

waktu htngga dua dekade mendatang. Satu hal yang menarlk, berdasarkan 

kajlan WEF varlabel terpentlng darl pertumbuhan ekonoml dl kawasan 

terse but adalah sektor kelautan yang akan menjadl prime mover. 

Indonesia sebagal negara kepulauan di samplng Flllplna dan Jepang 

yang terretak di kawasan Asia paslflk, d.Jyaklni oleh Bank Pembangunan 

Asia (Asian Development Bank) dan Bank Dunla (World Bank) dalam 

laporan tahunannya pada Tahun 2000 akan memegang peranan kuncl 

dalam pertumbuhan di kawasan lni sebagaimana predlksl WEF tersebut 

Hal In! sangat beralasan menglngat stud! yang dllakukan oleh PKSPL-!PB 

(2000) menunjukkan bahwa hlngga tahun 1998, sektor kelautan 
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menyumbang 20.06 % darl pangsa PDB naslonal Apablla dlbandlngkan 

dengan negara lain, kontrlbusl sektor kelautan relatif maslh rendah. 

Beberapa negara sepertl RRC, Amerlka Serlkat dan Norwegla kontribusi 

sektor kelautan terhadap PDB naslonal mereka sudah leblh 30 persen, 

sebagal contoh ncgara RRC. sektor kelautan di negara tersebut pada tahun 

1999 telah menyumbangkan nllal sebesar 1.846 mllyar yuan (174 mllyar 

dollar AS) atau sekitar 48.4 persen dart PDB nasionalnya (Xln. 1999). 

Sementara itu Amerlka Serlkat dengan potensl keanekaragaman hayatl 

laulyangjauh ieblh rendah dlbandlngkan Indonesia, pada tahun 1994 blsa 

meraup devlsa dart lndustrl bloteknologi kelautan sebesar 14 mllyar dolar 

(Bank Dunla dan Clda, 1995). Indonesia mempunyal wllayah laut cukup 

luas yang dtkenal dengan potensl keanekaragaman hayatl laut yang tinggi, 

kontribusl ekonomt sektor kelautan pada tahun 1998 sebesar 189 trllyun 

atau sekltar 20.06 % dart PDB naslonal. 

Tabel Perbandlngan Kontrlbusi Sektor Kclautan Beberapa Negara 

Kontrlbusl Sektor Kelautan Terhadap GDP . 

. Kontribusl Sektor Kelautan I No 
Pan)ang Lu as 

Nama Negara Pantal Perairan Terhadao GDP 

(Km) GDP (Km2) (%) Nllai 

1 Amerika Serikat 19.000 . 32 $ 280 mllyar (1995) 
....._ 

2 Korea Selatan 2.713 . 37 S 147 mllyar (1992) 

3 RRC 32.000 3 juta 48,4 $ 174 mllyar (1999) 

4 Indonesia 81.000 5.8 juta 20,06 $ 189 mllyar (1998) 

s Jepang 34.386 . 54 S 214 milyar (1992) 

Sumber : Kusumastanto, 2002 
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Namun demlklan, Jika dlkajl secara menyeluruh, Sektor Kelautan 

mempunyal prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap 

pembangunan nasional. Selain mengalaml kenalkan yang cukup besar 

dibandlngkan dengan sektor-sektor lainnya, Nilai Produk Domestik Brute 

(PDB) sektor kelautan atas dasar harga berlaku sejak tahun 1995 

memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 1995 PDB sektor kelautan 

mempunyai nilai sebesar Rp. 55.995 milyar atau sekitar 12,38% dari PDB 

nasional yang mempunyai nilai sebesar Rp. 452.381 milyar, dan pada 

tahun 1998 PDB sektor kelautan meningkat menjadl Rp, 189.134 milyar 

atau 20,06% dari PDB nasional atas harga berlaku. 

Penlngkatan besar terjadi pada sub sektor pertambangan mlnyak 

dan gas bum!, yaltu pada tahun 1996 persentase PDB subsektor inf 

sebesar 4,36% atau Rp. 19.712 milyar dan pada tahun 1998 meningkat 

menjadl 9,98% atau sebesar Rp. 94.142 milyar. 

Dalam jangka pendek sampai jangka menengah peranan sektor 

pertambangan mlnyak dan gas buml maslh sangat besar terhadap sektor 

kelautan, namun dengan berkurangnya sumber minyak bumi, maka 

peranannya akan sedlkit berkurang selama tidak ada lntervensi teknologi 

untuk mengatasi kendala tersebut Sementara diperkirakan untuk jangka 

panjang industri maritim, khususnya LNG, parlwlsata bahari dan 

perikanan laut dan payau akan mempunyai peranan yang sangat besar. 
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Bab � 
PENATAAN llWWMAllTDI 

5.1. Gambaran Umum Kondlsi Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan 

Republlk Indonesia (NKRI) 

Wilayah perbatasan yang meliputl wllayah daratan dan perairan 

merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategls wllayah 

Negara Kesa tuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada diantara dua 

benua yaitu benua Australia dan benua Asia sert.a diapit oleh dua 

samudera yaltu samudera Hindla dan Samudera Paslfik merupakan 

kawasan potensial bagi Jalur lalu-llntas antar negara. Dlsamplng ltu 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archlpelag/c states) yaitu suatu 

negara yang terdiri dari sekumpulan pulau-pulau. perairan yang saling 

bersambun g (Interconnecting waters) dengan karakteristik alamiah 

lainnya dalam pertalian yang erat sehlngga membentuk satu kesatuan. 

Sebagai negara kepulauan lndoneia memiliki ±17.505 pulau yang 

terseba r diseluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan luas darat.an 

dan perairan yaltu 1 : 3. Dengan jumlah pulau yang banyak ternyata 

menlmbulkan berbagai pemasalahan sepertJ kaburnya batas-batas 

wllayah negara (scngketa pulau sipadan-ligltan, sengketa blok Ambalat), 

penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (Illegal logging), 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



<Ba6 J. <Pmataan 1(izuwan �•tant1m 

Perdagangan manusia (traffic king), Terorisme, maraknya kejahatan trans 

naslonal (transnational crimes) serta eksplorasl dan eksploitasl sumber 

daya alam. Selafn permasafahan dlatas maslh terdapat kckurang sigapan 

Pemerintah RI dalam mcnjaga integritas wilayah kedaulatan Negara 

Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI) indikasinya adalah terhadap lebih 

kurang 17.505 pulau yang dlpubllkaslkan selama lnl belum dldukung oleh 

data secara resmi mengenal nama dan posisl geograflsnya. Terleblh, 

lnformasl tentang data pulau-pulau hlngga saat lni berbeda-beda antara 

satu lembaga dengan lembaga lainnya. 

LIP/ menyebutkan ada 6.127 nama pulau pada lahun 1972, Pussurta 

(Pusat Survey dan Data) ABRI mencatat 5.707 nama pulau pada tahun 

1987, dan pada tahun 1992, Bakosurtanal menerbitkan Gazetteer nama­

nama Pulau dan Kepulauan Indonesia sebanyak 6.489 pulau yang 

bernama (Sulistlyo, Kompas, 28/02/2004). Perbedaan data tersebut 

mencermlnkan bahwa Indonesia maslh lemah dalam pengelolaan wilayah 

lautnya, karena dari 17.508 pulau yang diklalm Indonesia hanya beberapa 

perscn saja yang sudah memilikl nama. 

Sebagal negara berdaulat. Indonesia harus segera mendepositkan 

data-data pulau yang dlmillkl sebagal buktl atau arslp negara. Hal Inf 

pentlng mengingat bahwa, pulau-pulau yang telah didepositkan akan 

menjadl salah satu acuan atau landasan Indonesia dalam menyelesalkan 

sengketa perbatasan. Maka tldak heran selama lnl banyak terjadi klaim 

wilayah kcdaulatan Negara Kesatuan Republlk lndonsla (NKRI) oleh 

negara tetangga yaitu Malaysia. Hal tersebut dlsebabkan oleh kondisl 

kedua negara yang sama-sama merupakan negara marltlm yang mana 
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wllayah negaranya cerdlrl darl wllayah peralran dan kedekatan wilayah 

antara kedua negara serlngkall menyebabkan kaburnya batas-batas 

kedaulatan dlantara RI dan Malaysia. 

Scbagal contoh kaburnya batas wllayah negara di dacrah entlkong 

Kallmantan Barat dengan wliayah Sabah dan Serawak yang merupakan 

wllayah negara bagian Malaysia, masalah perbat:asan wllayah antara 

Indonesia dan Malaysia di peralran sebelah Pulau Sebatlk maslh berlarut­

larut, dltambah dengan masalah peralran di sekltar Pulau Slpadan·Llgltan 

pasca sldang International Court and Justice (ICJ) tanggal 17 Desember 

2002 dan adanya indikasl perckrutan warga negara Indonesia (WNI) 

menjadi anggota para mlliter Malaysia (Askar Watanlah). fenomena­

fenomena yang telah dluralkan dlat:as dlsebabkan oleh Kondlsl wilayah 

perbatasan Indonesia dan Malaysia yang kompleks. Permasalahan lnl 

dapat dlllhat darl tlga aspek yaltu: 

1. Aspek Soslal Ekonoml 

Wllayah perbatasan merupakan daerah yang kurang berkembang 

(terbelakang) yang dlsebabkan oleh: 

a. Lokasl yang relatif terlsollr/terpencll dengan tlngkat aksesibilitas 

yang rendah. 

b. Rendahnya tlngkat pendldlkan dan kesehatan masyarakat 

c. Rendahnya tingkat kesejahteraan soslal ekonoml masyarakat daerah 

perbatasan (banyaknya jumlah penduduk mlskln dan desa tertlnggal). 

d. Langkanya lnformasl tentang pemerlntah dan pembangunan yang 

dlterlma oleh masyarakat di daerah perbat:asan (blank spots). 
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2. Aspck Pertahanan Keamanan 

Kawasan perbatasan merupakan wilayah pemblnaan yang luas 

dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata. Sehingga, 

menycbabkan rentang kendall pemerlntahan sulit dllaksanakan, serta 

pengawasan dan pemblnaan terltorial sulit dilaksanakan dengan sinergls, 

mantap dan efisien. 

3. Aspek Polltik 

Kehldupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan 

umumnya dipengaruhl oleh kcglatan sosial ekonoml di negara tetangga. 

Kondlsi tersebut berpotensl untuk mengundang kerawanan di bidang 

polltlk. Apablla kehidupan ekonoml masyarakat daerah perbatasan 

mempunyal ketergantungan kepada perekonomlan negara tetangga. maka 

selaln dapat menlmbulkan kerawanan di bldang polltlk juga dapat 

menurunkan harkat dan martabat bangsa. Oleh sebab ltu kawasan 

perbatasan merupakan salah satu aset negara yang harus dljaga dan 

dipertahankan darl segala bentuk ancaman dan tantangan balk yang 

datang dari dalam maupun darl luar negerL 

5.2. Pembangunan Negara Maritlm 

Ada Hrna aspek yang dapat menjadl modal utama dalam menopang 

penguatan pcmbangunan negara marltlm modern di Indonesia. Sepakat 

dengan Son Dlamar (2001), kellma aspek tersebut dapat menjadl 

pengamanan dan penguatan wllayah marltlm Republlk Indonesia secara 
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terpadu. Masing-masing aspek tersebut memberikan pemahaman sating 

mendukung dan menguatkan. 

Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim yang menjadi 

pilar pertama dapat dilakukan dengan menumbuhkan kemball kesadaran 

geografis. Kesadaran geografls dapat dlpahami dengan memberikan 

pengertian bahwa Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan, 

dengan memiliki sumber daya alam (SDA) yang kaya tidak hanya di darat, 

tet:api juga di taut, dengan slstem nllai budaya bahari yang terbuka dan 

egallter. 

Upaya membangun kemball kesadaran wawasan marltim lnl 

dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional, 

pendidikan dan latlhan bagi aparatur, dan sosialisasl melalul multimedia. 

Sosialisasl melaluJ multimedia dlharapkan dapat memenuhl tuntunan 

global terhadap sarana pembelajaran dan pemahaman yang lebih 

men.gena dan lnteraktlf. Penyempurnaan kurlkulum pendidlkan naslonal 

dllakukan dengan penambahan materl-materl yang berorlentasl pada 

pengetahuan dan pemahaman terhadap laut dan perlkanan Nusantara. 

Selain itu, langkah taktls dengan sosialisasl wawasan lingkungan 

hidup dan slstem nllal kosmopolitan serta proses kelembagaan 

masyarakat maritim yang self regulating akan sangat membantu. Pilar 

selanjutnya adalah dengan penegakan kedaulatan yang nyata di laut. Pilar 

In! dapat dibangun dengan slstem pertahanan (defense), keamanan 

(constabulary), dan pengendallan (civilian monitoring, control, and 

surveillance), beserta penegakannya (enforcement) yang utuh dan 

berkeslnambungan. Aspek-aspek yang dikembangkan darl pilar int 
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meliputi kejelasan fungsi, integrasi, kecukupan perangkat (keras, lunak, 

sumber daya manusia/SDM). dan sistem serta prosedur yang memadat. 

Pembangunan industri maritim sebagai pilar ketiga memberikan 

kontribusi akan keberadaan negara marltlm yang modern dengan 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologl. 

Perkembangan iptek tersebut teraplikasikan melalui penelitian, 

pengembangan, dan penerapan iptek dalam bidang industri marftfm. 

Kepentingan riset dan pengembangan lptek di bidang lni dapat 

diselaraskan dengan UU No 18 Tahun 2002 tentang Slstem Nasional 

Penelftfan, Pengembangan, dan Penerapan iptek dan juga UU Perikanan. 

Adapun langkah nyata pengembangan dan pembangunan industri 

marftim dapat dilakukan melaluf, pertama, fndustrf perlkanan. Saat fni 

fndustrf perlkanan memilfkl kontribus1 yang keel ! terhadap pendapatan 

naslonal dan kurang menyejahterakan rakyat (nelayan tetap miskin), 

padahal potensl sektor lnl menjadi salah satu yang terkemuka sekurang­

kurangnya di Asia. 

Kedua, lndustri pelayaran. Tak dapat dimungkiri, lndustri pelayaran 

menjadi pillhan utama angkutan ekspor-lmpor dan pllihan setengah dari 

angkutan domestik dilayani kapal-kapal berbendera asing. Melalui 

industri pelayaran yang mandiri, setldaknya Indonesia dapat menjadi tuan 

rumah di negerl sendiri, melalul penerapan asas cabotage dan 

pembangunan kemball armada nlaga modern dan tradtslonal. 

Ketlga, industri pariwisata baharl. Sektor in! bukan hanya lsapan 

jempol belaka. Dengan adanya dukungan potensi yang dimillkl, tlap 

peralran Indonesia berpeluang menjadi tujuan Wlsata baharl terbesar di 
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dunla Sebab, kawasan marltlm Indonesia merupakan baglan terbesar darl 

kawasan Aseanarean, yang Jauh leblh kaya dan memlllkl pesona terbalk 

Jlka dlbandlngkan dengan kawasan lain sepertl Medltteranean dan 

Caribbean. Kekuatan lnl dapat dlkembangkan melalul penylapan kawasan, 

event development. dan deregulasl antara lain CAIT (Cruising Approval/or 

Indonesian Territory) dan CIPQ (custom, fmmfgratfon, port cleoronce, and 

quarantine), serta penyiapan masyarakat lokalnya sebagal pemandu. 

Kesuksesan pembangunan lndustrl tersebut dapat dicapal dengan 

adanya dukungan penuh melalul alokasl anggaran dan kemudahan pajak 

serta kredlt, otonoml daerah, dan kelkutsertaan masyarakat setempat 

(stakeholders menjadl shareholders), di mana pemerlntah pusat menjadi 

fasillt:ator. Dengan demlklan, pada akhlrnya dalam pembangunan lndustri 

marltlm, slstem pengamat:an dan pengamanan seharusnya tldak menjadi 

penghalang. tetapl justru memudahkan dan bahkan mengawal fndustri 

maritlm agar tumbuh besar, sehlngga dapat memblayal pengamanan. 

lndustrl marltlm juga harus mampu menyejahterakan rakyat banyak, 

dengan cara menjadi mil!k rakyat banyak, yang dapat mengurangl potensl 

konfllk strata dan antar kelompok soslal. 

Keempat, melet:akkan pentlngnya penat:aan ruang wllayah marltlm. 

Kondlsl fnl menglnginkan tercfptanya tata ruang yang terpadu antara 

daerah peslslr, laut, dan pulau-pulau untuk menghasllkan slnergl dan 

keseraslan antar daerahfkawasan, antar sektor, dan antar strata sosfal. 

yang berwawasan llngkungan. Penataan !tu dlupayakan melalui 

pemberlakuan slstem dan prosedur pengelolaan kawasan dan 

pembangunan lnfrastruktur, di mana kewenangan ada pada pemerlntah 
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daerah kabupatcnjkota. dengan menglkutsertakan masyarakat, yang 

dikoordinasi oleh gubernur da n pemerlntah pusat sebagal fasilitator. 

Terakhir, penegakan slstem hukurn maritim. Penegakan dapat 

dlbangun dengan ocean po/Icy yang lengkap, mulal darl yang berslfat 

"payung" (undang-undang pokok) sampal dengan yang bersifat 

operaslona\, balk hukum publlk maupun hukum perdata yang 

mengakomodasl hukum adat. DI samplng !tu, sebagal negara marltlm 

terbesar, lndonesla perlu memlllki sistem peradilan (mahkamah) maritim. 

Ocean policy menjadi sebuah pilihan wajib dan keharusan yang 

dilakukan pemerlntah dan semua komponen bangsa untuk 

mengedepankan sektor kelautan dalam kebljakan pembangunan nasional. 

Dalam memformulasikan kebljakan tersebut masih dlllhat secara 

kesejarahan bahwa kemajuan peradaban bangsa lndonsla dlbangun darl 

kehldupan masyarakat yang sangat tergantung pada surnber daya pesisir 

dan lautan. 

5.3. Pilar Stategls NKRI Sebagal Negara Marltlm 

Peran slnergls dart lembaga-lembaga negara (Deplu. Dephan, POI.RI) 

dan Kekuat.an TNI yang dldukung oleh Badan Koord1nasl Keamanan 1..aut 

Republik Indonesia (Bakorkamla Rl) dengan departemen sejenis yang 

dlmllikl oleh pemerintah negara-negara tetangga merupakan pos yang 

sangat strategls sebagal upaya dalam menjaga dan mempertahankan 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI). Oleh 

sebab !tu strategl pengembangan kawasan perbatasan yang berbasls 

koordinatlf dlharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan diwUayah 
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perbatasan yang pada tujuannya dapat menjaga dan mempertahankan 

keutuhan wilayah kedaulatan NKRI dari segala ancaman, hambatan dan 

tantangan balk yang datang dari dalam maupun dari luar. Melihat realita 

yang terjadi terhadap kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang semakln 

terancam maka langkah kongkret aktualisasi pilar-pilar strategis 

memperkuat kedaulatan wilayah NKRI adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 A UUD 1945 yang berbunyl, "Negara 

Kesatuan Republlk Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 

berclrl nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya 

ditetapkan dengan undang-undang. dislnl berartl lnstrumen negara 

yang terdlrl darl Deplu. TNI, Polri, Departemen Pertahanan 

mempunyal kewenangan legislasi seyogyanya sinergis dan responslf 

atas permasalahan yang berkenaan dengan ancaman terhadap 

perbatasan dan kedaulatan NKRI ke dalam Prolegnas (Program 

Legislasi Nasional). Upaya lnl dapat dltempuh dengan jalan mengkajl 

masalah perbatasan NKRI dengan lnstansl atau departemen lain yang 

terkalt agar segera mengajukan RUU tentang wllayah perbatasan 

NKRI kepada DPR untuk segera dlbahas dan ditetapkan sebagai 

undang-undang yang substanslnya mampu mengakomodir segala 

kepentlngan naslonal bangsa Indonesia yang berkaltan dengan 

perbatasan wilayah NKRI yang mel!putJ wllayah daratan maupun 

perairan. 

2. Merubah paradlgma pola strategl pengembangan kawasan perbatasan 

yang hanya menekankan pada aspek keamanan (security approach) 

menjadi pola pengembangan kawasan perbatasan yang berslfat 
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parrlslpadf untuk menclptakan keamanan dan kese)ahteraan bagl 

masyarakat yang berada dldaerah perbatasan balk dlbldang politik, 

ekonoml, soslal/budaya, pertahanan dan keamanan. Hal lnl 

dlmaksudkan bahwa, Partlslpasl darl para plhak (Pcrnerlntah daerah, 

mayarakat, pelaku usaha, !..SM/NGO yang bergerak di bidang 

perllndungan Sumber Daya Alam) dlharapkan mampu menciptakan 

stabllltas nasional yang mantap dan dlnamls sebagal modal dasar 

terclptanya pembangunan naslonal dan wujud darl pelaksanaan tata 

pemerlntahan yang balk (good governance). 

3. Mcrnbangun strategl pengembangan kawasan perbatasan yang 

berbasls multi stakeholders participation. hal Int dlmaksudkan untuk 

menempatkan peran serta dart warga negara tldak hanya sebagal 

obyek pembangunao akan tetapl juga sebagal subyek atau aktor 

penggerak pembangunan naslonal yang beslfat menyeluruh. Oleh 

sebab ltu kerangka pembuatan kebljakan yang berslfat bottom up 

akan memberikan dampak yaltu terciptanya kepcrcayaan masyarakat 

kepada pemerlntah. 

4. Mengadakan kerjasama dengan lnstansl/Departemen lain yang 

terkalt untuk melakukan Pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan 

masyarakat di kawasan perbatasan sangat dlperlukan dalam rangka 

menanggulangl kemlsklnan, menlngkatkan taraf hldup dan 

kesejahteraan sosial masyarakat dalam segala aspek jasmani, rohani. 

dan sosial Oleh karcna itu, pemberdayaan masyarakat selaln 

dilakukan melaluJ subsldl pendidlkan, (penanaman oUaj-nJlal 

wawasan nusantara, pendldlkan bela negara) dan penyuluhan, juga 
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harus diikuti dengan penyediaan lnfrastruktur dasar sepertl 

penyediaan fasilitas kesehatan. pemukiman layak huni, air bersih, dan 

listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumber daya 

yang tersedia di lingkungannya. 

5. Mengadakan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Pemerintah 

Daerah. instansi/Departemen, LSM/NGO, dan masyarakat untuk 

membentuk badan pengawas daerah 

mengoptimalkan pos-pos penjagaan dengan 

perbatasa n serta 

fasUitas (sarana dan 

Prasarana) yang memadai. Disamping itu penlngkatan kualitas 

Sumber daya Manusia dan profesionallsme juga dlperlukan guna 

menlngkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

6. Urgensl peran Bakorkamla untuk berkoordinasl dengan Departemen 

Luar Negerl untuk mendorong dan mewujudkan pelaksanaan 

diplomasl yang leblh arlf, objekt!f dan konstruktlf sebagal landasan 

penerapan good neighbouring policy yang perlu dilakukan secara 

resiprokal dan komprehensif. Hal ini diperlukan mengingat substansi 

perbatasan, isu-isu sengketa wilayah juga banyak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor perbedaan kondlsi soslal·budaya, ekonomi, serta 

kemampuan pengawasan terhadap wilayah perbatasan yang dimillki 

kedua negara. Oleh karenanya, urgensi border dispute settlement 

dlpandang penting menglngat pengaruhnya yang kuat terhadap 

stabllitas kawasan. 

lmplementasl pllar-pilar strategls pengembangan kawasan 

perbatasan yang bersifat partlslpatif dan hollstlk yang dijalankan oleh 

segenap Jnstrumen negara yang bersinergi dengan masyarakat 
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dlharapkan mampu menlngkatkan peran serta darl masyarakat, L.SM, dan 

lnstrumen negara dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah 

dan kedaulatan Negara Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI). 
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Bab � 
PDIWIUAN TllNO�NllAYAN 

Penerapan teknologt modern dalam ststem produksl nelayan selrtng 

pembangunan ekonomi mengtmbaskan perubahan struktural. Ketldak 

sesualan bentuk teknologl tangkap lkan (fishing gear technology) yang 

diaplikaslkan nelayan ternyata merupakan sebab utama tldak opttmalnya 

tlngkat produksl lkan yang dieksplorast. Selaln ltu, penempatan nelayan 

tradlslonal semata-mata sebagal obyek bantuan dan sasaran 

pembangunan karena tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses 

perencanaan pembangunan di tengah llngkup persatngan perebutan 

sumber daya perikanan yang semakln terbatas potenslnya, turut pula 

sebagai penyumbang dilema terikatnya komunitas nelayan dalam 

llngkaran kemiskinan dan status quo. 

Pillhan teknologl "Bagan boat" yang dlterapkan dalam moda 

penangkapan ikan nelayan biasanya merupakan suatu bentuk 

keberdayaan komunitas sosial, dlmana sinergl ke-magntwde-an teknologl 

memiliki efek terhadap dinamlka ekonomt dan tlngkat kesejahteraan 

nelayan, dan melahirkan dampak soslai ekonomt bag! masyarakat pantal. 

Pengkajtan kerangka pemiklran penelitian didasarkan atas teori 

modernlnasl dan perubahan soslal dari allran struktural fungsional 
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sebagal kerangka untuk menjelaskan hubungan plllhan teknologi nelayan 

dengan perubahan struktursoslal ekonomi masyarakat pantai. 

Menurutdata penelltian menawarkan kesimpulan sebagal berikut: 

1. Plllhan teknologl "Bagan boat" oleh nelayan ternyata mampu 

menlngkatkan pengetahuan nelayan tentang prasyaral teknologi yang 

dlapllkaslkan, serta meraslonalkan nUal dan prllaku kerja nelayan 

dengan penerapan prlnslp manajemen dalam proses produksi. 

2. Perubahan teknologi memiliki dampak sosial ekonoml dlantaranya: 

a. Melebarnya rentang kesenjangan ekonomi karena distribusl 

penghasilan yang timpang antara nelayan pemlllk alat produksi 

dan nelayan non-pemlllk. 

b. Domlnasi kelompok nelayan pemlllk dalam relasl kolega 

melemahkan daya tawar (bargafnlflB position) nelayan non 

pemlllk. karena tfdak berfungsinya mekanlsme pasar dan aturan 

bagl basil, serta belurn eksisnya peran lembaga sosial ekonoml 

dalam jaringan pemasaran perlkanan laut. 

c. Meningkatnya lntensltas materialisme budaya dalam hubungan 

an tar laplsan soslal masyarakat pantal. 

d. Bertambahnya kausal potensl konfllk pada masyarakat pantal 

karena peningkatan kuantftas pengeksplorasl peralran tradislonal 

berpotensi sebagal penyulut disintegrasl soslal aklbat perebutan 

pangsa (domain) yang terbatas olch sifat pertumbuhan sumber 

daya perikanan (aquatic resources) yang berslfat alamlah dan tak 

terekayasa (unrenewable), dan ketlga lmplikasl modernlsasl alat 

produksi memperjelas fungsl-fungsi jarlngan kelembagaan sosial 
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ekonomt dalam memaksimalkan produktivitas pengadopsl 

teknologt. 

6.1. Modernlsast Teknologl Nelayan 

Pada umumnya, struktur armada penangkapan lkan dl Indonesia 

mcmang maslh dldomlnasl oleh armada tradlslonal. Karena itu, untuk 

memajukan perlkanan, harus ada modernlsasl armada. Loglka ini tidak 

salah. Menjadl persoalan adalah kuatnya cara berplklr bahwa modernlsasi 

armada hanyalah perubahan teknologi dan bukan perubahan modal 

produksl baru. 

Dalam modal produksi baru, reknologl hanyalah salah satu 

komponen darl komponen lain terkait sepertl hubungan atau aspek 

kelembagaan produksl serta varlabel eksternal. Oleh karena ltu, dalam 

modernlsasl ada sejumlah varlabel pentlng yang harus dlpertlmbangkan, 

yaitu : 

1. Faktor modal kerja. Kapal besar memerlukan modal besar untuk 

beroperasl, termasuk bahan bakar, perbekalan, dan pemellharaan. 

2. Manajemen usaha. Kelompok yang leblh besar membutuhkan 

kemampuan manajemen usaha dan manajemen kelompok yang 

berbeda. lnl karena aset yang dlkelola jauh berbeda dengan aset 

tradlslonal. 

3. Faktor teknologl. Nelayan perlu beradaptasl terhadap teknologl baru, 

sepertl menggunakan mesln, alat tangkap baru, serta 

pemellharaannya. 

4. Faktor sumber daya dan adaptasi ekologl. 
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Dengan Jangkauan yang lebih luas, nelayan perlu memahami siklus 

sumber daya serta karakteristlk lingkungan peralran baru. Ada beberapa 

kasus yang menunjukkan bahwa bantuan untuk nelayan gaga! karena 

ternyata kapal dan alat tangkap baru di wllayah tersebut hanya cocok 

untuk muslm-muslm tertentu. Akibatnya, ada masa kekosongan yang 

membuat nelayan tldak memperoleh pendapatan. 

Dari faktor-faktor di atas, tampaklah bahwa sebenarnya isunya tidak 

sekadar bantuan teknologl, tetapi leblh pada bagaimana keslapan adaptasi 

nelayan terhadap modal produksi baru. Tidak mengherankan apablla 

kegagalan program-program bantuan kapal umumnya berakar pada 

ketidaksiapan pemerintah men!ngkatkan daya adaptasi nelayan. 

Banyak pengamat berpendapac. bahwa kehidupan nelayan sangat 

akrab dengan kekumuhan dan kemiskinan. Faktor mentalttas sebagal 

penangkap/pemburu ikan, dan adanya hubungan patron-client dalam 

sistem kerjanya, ditengaral sebagai penyebab utamanya. Mentalitas 

penangkap/pemburu blasanya ditandai dengan sikap fatalis, nrimo dan 

gaya hldup yang boros. 

Masyarakat nelayan dlperkenalkan dengan penggunaan teknologl 

penggerak motor kapaljperahu dan alat tangkap ikan yang modern. 

Penggunaan motor dan alat tangkap modern ini, mengaklbatkan 

peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkap ikan mereka. Meluasnya 

penggunaan teknologi modern inl menyebabkan hasil tangkapan lkan 

meningkat dengan sangat tajam, apalagi dengan dlpergunakannya purse­

setne, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pukat Harimau. jenis kapal 

pukat harimau Int memillkl spesiflkasl kerja dan daya jelajah perburuan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



lkan yang leblh baik. Alat Inf dapat berburu ikan secara aktlf, mengejar 

gerombolan lkan, siang dan malam, dan tldak bergantung dengan muslm. 

Ketldak-tergantungan alat Inf dengan pola muslm lkan, karena jenis 

jarlngnya memlllki kemampuan yang hebat, dapat menangkap hamplr 

semua jenls lkan, balk besar maupun kecit, dan kemampuan mesln 

penggerak kapat/perahunya yang mendukung untuk melakukan 

perburuan lkan sampai ke tengah laut Sayangnya alat jarlng pukat 

harlmau Inf dapat menlmbutkan kerusakan parah habitat taut Jaring 

dengan kemampuannya yang demlklan Inf, menlmbulkan kekhawatiran 

pemerlntah akan ketestarlan llngkungan hidup laut Oleh karena ltu, 

operas! kapal jenls Inf oteh pemcrlntah dltetapkan di tengah laut Hal lnl 

dlmaksudkan dlsamplng untuk mellndungi habitat taut pantal, juga untuk 

mellndungf kepentiogan para nelayan kecil yang tldak memUlkl alat 

tersebut 

Pelanggaran terhadap wllayah penangkapan lkan sering diikutl 

dengan tcr)adlnya konfllk antara nelayan kecll dengan nelayan yang 

menggunakan teknologi modern. Untuk mencegah terjadlnya 

kemungklnan yang dltlmbulkan menjadi semakln buruk. maka 

!lemerlntah mengeluarkan Keppres No. 39 tahun 1980. Peraturan lnl 

mengatur secara bertahap penghapusan kapal jenls pukat harlmau Inf. 

Dasar pertlmbangan darl keppres tersebut adalah penggunaan teknotogl 

pukat harlmau tetah menlmbulkan keruglan yang besar bagl nelayan kecll, 

dan menlmbulkan kerusakan llngkungan hid up taut yang pa rah. 

Penghapusan penggunaan teknologl pukat harlmau Inf dllkutl 

dengan kebljakan pemerlntah dengan adanya motorlsasl dan modernisasl 
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)artng tangkap nelayan kectl. Hal Int untuk mellndungl dan meningkatkan 

poslsl bersaing nelayan kecll. Namun demlkian, motorlsasl kapal/perahu 

dan modernlsast alat tangkap tldak mempunyal artl yang terlalu besar 

terhadap kualitas htdup nelayan kecll, khususnya nclayan buruh. 

6.2. Teknologl Nelayao 

Telah meojadi pengetahuan umum bahwa pekerjaan nelayao 

merupakan salah satu )enls peker)aan yang hasllnya tldak menentu 

Ketldakmenentuan Int telah menclptakan kesepakatan bersama bahwa 

rtslko, keuntungan dan kerugtan yang berkaltan dengan pekerjaan 

dltanggung secara bersama. Bagi hast! dengan demlklan muncul sebagal 

hasll lnteraksi dan hubugan kerja yang telah terlembaga. Perbedaan 

pembaglan hasll kerja dldasarkan pada peran dan kedudukan seseorang 

dalam organisasi kerfa nelayan dan jenls alat tangkap yang dlgunakan. 

Sedangkan jenls alat yang dlgunakan adalah bagan, dogol/ampera dan 

purse seine, khususnya purse seine mini. 

Dalam organlsas! kerja nelayan bagao. sesual dengan orgaoisasi dan 

cara kerja yang relatlf sederhana, slstem bag! hasllnya juga sederhana. 

Terleblh dahulu total hastl penujualan !tu dikurangl pengeluaran uotuk 

retr!busl ke TPI sebesar 3 persen ditambah blaya untuk asurans!. 

tabungan kematlan, dan tabungan paceklik Setelah !tu dlkuraogi lagi 

unluk blaya perawatan dan pemcllharaan alat yang blasanya disepakatl 

10 pcrsen dari total hasll penjualan. dan dikurangl lagi untuk blaya 

perbekalan selama kegtatan penagkapan. Sisanya kemudtan dibagi dua 

antara pemllik dan ABK, maslng·masiog mendapatkan SO persen. )ika 
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bagan itu merupakan usaha bersama secara patungan, maka slsa itu dibagl 

sejumlah nelayan yang menanamkan modalnya pada bagan ltu. 

Pengeluaran untuk retrlbusi sebesar 3 persen ditambah dengan 

blaya untuk asuransl, tabungan kematlan, dan tabungan paceklik yang 

semuanya dlsetorkan melalui TPI berlaku hanya jika hasll tangkapan ltu 

dljual melalul TPI. jlka nelayan bagan memperklrakan hasll penjualan 

hasil tangkapan tldak terlalu banyak dan sisa yang akan dibagi menjadl 

terlalu sediklt Jlka harus dlkurangl blaya yang disetorkan melalul TPI, 

maka blasanya mereka akan menjualnnya secara langsung kepada bakul. 

Harga penjualan secara langsung kepada bakul dltentukan secara seplhak 

oleh bakul dan blasanya harganya lebih rendah dart harga TPI. Tetapl 

dibanding dengan adanya pengeluaran tambahan yang harus disetorkan 

melalul TPI, penjualan secara langsung kepada bakul dirasakan lebih 

menguntungkan sehlngga slsa akhlr akan menjadi lebih besar dan dengan 

demikian babrian yang didapatkan oleh nelayan dan ABK atau antar 

nelayan yang berusaha secara patungan menjadl semakin besar. 

Pelaksanaan kegiatan penagkapan ikan secara mobll, yaitu dengan 

memburu geromboloan lkan secara berpindah-pindah, dllakukan dengan 

organlsasl kerja yang melibatkan beberapa orang. )umlah orang dalam 

organlsasl kerja ltu tergantung pada jenis pekerjaan atau jabatan yang 

ada, yaitu juragan, juru mudi, juru mesln, juru tawur, juru batu, juru 

gldang. dan bocahan yang bertugas memasak untuk makan seluruh ABK. 

lenls pekerjaan terakhlr lnl hanya berlaku di kapal jenis purse seine. Pada 

kapal jenls ampera jenls pekerjaan terakhir in! ditangani oleh juru gudang. 
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Juragan sebagat pcmillk berkewajiban menyediakan peralatan, 

perbekalan, dan sangu. Peralatan terdiri dari alat tangkap (iaring), kapal 

beserta mesinnya, dan lampu merkuri atau pertomaks. Perbekalan terdlrl 

atas solar untuk mesin kapal, solar untuk diesel yang digunakan untuk 

menyalakan lampu merkuri, jika menggunakan lampu petromaks maka 

harus digunakan minyak tanah, dan oli. Sementara sangu merupakan 

perbekalan untuk ABK, yang terdlrl dart beras, bum bu, sayur. dan rokok. 

Juru mudi mempunyai tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan 

kegiatan penangkapan dan memelihara alat tangkap. Keberhasilan 

kegiatan ini sangat tergantung pada kemampuan juru mudi dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebagai penanggung jawab, la memillkl 

wewenang penuh untuk merekrut ABK, menentukan lokasi penangkapan, 

memberi tugas dan komando kepada ABK, dan menentukan kapan jartng 

harus dJtebarkan dan kapan harus ditarik. juru mudi juga bertugas 

mengamati lokasi di mana terdapat banyak lkan. 01-.?h karena itu ia 

biasanya berada di bagian paling de pan at.au kadang-kadang dibagian atas 

kapal. 

juru tawur mempunyai tugas menata peralatan jarlng muial dari 

persiapan, pada setiap selesai tawur, sampai selesalnya keglatan 

penangkapan. Penataan jaring penting dilakukan agar tldak terjadl 

keterlambatan penawuran atau penebaran dan gangguan gerak jaring. 

/uru batu bertugas menurunkan dan mengangkap jangkar. Jangkar 

diangkat ketika J<apal akan berangkat dan diturunkan ketika tiba dilokasi 

yang telah dltentukan oleh juru mudl. Setelah selesaJ penangkapan maka 

juru batu mengangkat jangkar kemball untuk kemudlan berplndah ke 
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lokasi lain. Dl lokasi lain yang telah ditentukan, la menjalankan kembali 

tugas itu. 

juru gidang mempunyai tugas di darat dan di taut. Di darat ia 

bertugas member! tahu seluruh ABK tentahng keberangkatan perahu hari 

ltu, mencari ABK yang telah ditentukan juru mudl at.au Juragan sampai 

lengkap dan melaporkannya kemball kepada juragan atau juru mudl Di 

laut la bertugas memasak untuk keperluan ABK yang lain. Tugas juru 

gldang memang relatlf ringan, karena ltu blasanya dilakukan oleh nelayan 

yang sudah cukup umur tetapl secara flslk masih kuat melaut. Pada kapal 

jenls purse seine mini tugas memasak lni dilakukan oleh bocahan. 

juru mesin disebut juga mataris, bertanggung jawab terhadap 

pengontrolan mesin, pengisian bahan bakar dan oli, pengontrolan air 

pendingin, dan operasionalisasl mesln. la juga bertugas menggerakkan 

baling-baling sesuai dengan arah yang dltentukan oleh juru mudi. 

Pada kapal jenis purse seine mini, jenis pekerjaan ltu masth dltambah 

dengan juru arus yang bertanggung jawab terhadap keberslhan perahu 

dan mengeluarkan air yang masuk ke dalarn perahu. Selaln ltu Jl1ga 

terdapat sejurnlah ABK yang bertugas membantu juru tawur ketika 

menebar dan menangkat jarlng. 

Slstem bagi hasil dengan alat purse seine mini adalah hasll total 

dikurangl terleblh dahulu dengan pengeluaran yang terdirl darl retrtbust 

sebesar 3 persen dttambah blaya untuk asuransl, tabungan kematian, dan 

tabungan paceklik. Setelah itu dikurangl biaya perbekalan dan sangu serta 

untuk perneliharaan alat sebesar 15 persen. Slsanya kernudian dibagl 

menjadi 2 yaltu 50 persen untuk juragan dan 50 persen untuk ABK. 
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Berbeda dengan slstem bag! hasil pada alat purse seine mini. maka 

sistem bagi hasil yang berlaku pada kapaJ dengan alat dogol dan ampera 

adalah sebagal berikut; hasll total dlkuraogl terleblh dahulu dengan 

pengeluaran yang terdirl darl retrlbusl sebesar 3 pcrscn dltambah blaya 

untuk asuransi, tabungan kematian, dan tabungan pacekllk. Setelah itu 

dlkurangl blaya perbekalan dan sangu serta untuk pemellharaan alat 

sebesar 15 persen. Slsanya kemudlan dibagi menjadl 2 yaltu SO perseo 

untuk juragan dan 50 persen untuk ABK. 

Baglan sebesar 50 persen untuk ABK kemudlan dlbagl lagl men]adJ 

dua, yaltu SO persen (darl SO persen) untuk juru mudl, dan slsanya yang 

SO persen (darl SO persen) dlbagl sama rata kepada seluruh ABK yang 

terdlrl darl Juru mesln, juru gldang. Juru tawur, juru batu, dan juru arus. 

Selaln mendapatka baglan SO persen darl ABK, juru mudl juga mendapat 

tambahan sebesar S persen darl baglan juragan. Oengan demikian maka 

baglan Juru mudi adalah 25 persen dari total baglan untuk ABK dltambah 

S persen dari baglan juragan. Semcntara 25 persen yang laln darl baglan 

ABK dlbagl secara sama rata. 

Oengan melihat slstem bagl has II yang berlaku pada organlsasi kerja 

penangkapan dengan alat bagan maupun dengan dogol, ampera, dan purse 

seine tampak babwa baglan terbesar adalah untuk juragan atau pemlllk. 

Hal lnl tentu tidak aneh karena juragan merupakan orang yang 

menyedlakan modal paling besar dan Juga plhak yang akan menanggung 

rlslko paling besar jika keglatan penangkapan itu tldak berhasil atau 

bahkan Jlka mendapatkan muslbah. jlka hasil tangkapan tldak memuaskan 

dan hanya sedikit maka slsa terakhlr darl total penjualan setelah 
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dlkurangl berbagai pengeluaran ltu kadang-kadang hanya dibaglkan 

kepada para ABK. 

Selain ttu. bagian yang terbesar untuk juragan juga menjadi wajar 

karena juragan mempunyai berbagai kewajiban soslal yang harus 

dttunalkan kepada para ABK yang menjadi anak buahnya. Juragan harus 

membantu anak buahnya yang sedang mengalami kesulitan, member! 

tunjangan hart raya, dan kewajiban lain dalam rangka pelaksanaan ritual 

sepertl sedekah laut Kegiatan int selalu menghabiskan biaya yang besar. 

Perbedaan pembagian hasU taagkapan dalam sistem bagi hasil di atas juga 

menunjukkan bahwa sekalipun telah terjad! motorlsas! kapal, yang oleh 

karena itu meningkatkan hasll tangkapan, hal !tu tidak secara serta,merta 

meningkatkan kesejahteraan nelayan.7 Kalaupun peningkatan hasil itu 

kemudian menlngkatkan taraf hidup nelayan, hal !tu secara signifikan 

tampak pada nelayan pemllik atau juragan. 

Indikator dart peningkatan taraf hidup nelayan pemll!k dapat 

diketahul darl jumlah kepemilikan kapal yang menunjukkan 

keceaderunan bertambah, rumah tinggal nelayan pemlllk pada umumnya 

telah dibangun cukup megah, peralatan dan kelengkapan rumah tangga 

mereka juga menunjukkan keadaan yang tidak berbeda dengan orang 

kaya di tempat lain. Dari hasll observasl tampak bahwa hampir semua 

nelayan pemilik atau juragan mempunyai sepeda motor dengan tahun 

pembuatan yang relatif maslh baru. Bahkan di antara mereka telah 

memiliki mobU. Anak-anak darl keluarga juragan juga mendapatkan 

pendidikan yang lebih balk. Beberapa dl antara mereka mas!h kuliah di 
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beberapa perguruan tlnggl di Jawa Tengah dan bahkan ada yang telah 

menyelsalkan pendidikan tlnggl. 

Keadaan yang berbeda dljumpal dalam kehldupan ABK. Mereka 

maslh dililtt berbagal kesulltan, terutama keuangan. Hal ini ternyata 

berdampak pada munculnya kesulltan-kesulitan yang lain. Rumah mereka 

umumnya merupak.an rumah yang dlkategorlkan semi permanen 

sebaglan telah memllikl pondasl semen dan telah dltembok. tetapi pada 

baglan lalnnya maslh menggunakan papan, Umumnya rumah tangga ABK 

telah memlllkl beberapa alat elektronika berupa televlsl. Akan tetapl 

serlngkall hal lnl tldak selalu bertahan lama karena Jlka mereka berada 

dalam kesulltan keuangan. alat elektronlka yang mereka miliki segera 

berplndah ke tangan lain a tau ke tempat gadal. 
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Babt!J 
PDUAATAN TPIBAGINELATAN 

7 .1. Pengelolaao Tempat Pelelangan Ikan 

Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan (TPI) merupakan lembaga yang 

membantu nelayan dalam memasarkan lkan hasll tangkapannya melalul 

pelelangan, di samplng !tu TPI berfungst sebagal pemungut restrlbusl 

hasll tangkapan nelayan. Dalam keglatan pelelangan lkan TPI Juga 

berfungsl sebagal pengendall harga lkan. 

Tempat Pelelangan lkan harus berada di tepl pantai atau sungai, ha! 

lni dimaksudkan agar memudahkan pendaratan tkan dan tldak terlalu 

dekat dengan tempat tinggal atau pemuklman peoduduk. Syarat lni 

dlmaksudkan agar memudahkan pengawasan oleh petugas TPI dan juga 

agar nelayan tldak mengalaml kesulltan dalam mendaratkan hasil 

tangkapannya di TPJ. 

TPI merupakan salah satu sarana pemasaran ikan yang cukup 

potensial. Dengan adanya TPI, kesulitan pemasaran lkan dlharapkan btsa 

:eratasl, pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat menlngkat, di 

samplng sebagal sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena ltu, 

Jlhara pkan semua nelayan blsa memasarkan hasil tangkapannya di 

-empat Pelelangan lkan. 
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Pelelangan lkan dlartlkan sebagal suatu metode transaksi di pusat 

produksl yang diselenggarakan di TPI antara nelayan dan pedagang 

dengan tu)uan agar dapat dlperoleh harga yang wajar serta pembayara 

secara tunal kepada nelayan. Untuk mencapal tujuan tersebut 

kesempurnaan mekanlsmenya merupakan suatu prasyarat Dari segl 

lnstltusl TPI sangat pentlng dan strategls, akrena blla pemasaran ikan di 

TPI dapat dlorganlslr secara teratur, maka mata rantal selanjumya akan 

dapat teratur pula. 

Menurut Dinas Perlkanan dan Kelautan (1999) Provlnsl Sumatera 

Utara, manfaat dari pelelangan lkan sebagai berlkut: 

1. Sebagai sarana untuk menlngkatkan kesejahteraan nelayan, 

2. Sebagal sumber data statlstik yang akurat balk untuk keperluan 

perencanaan pembangunan maupun pengelolaan kelestarian sumber 

daya perlkanan. 

3. Sebagal sarana melepaskan ketergantuogan nelayan kepada pemilik 

modal dan penghapusan sisten l)on. 

4. Sebagai sarana pemblnaan mutu hasil perikanan sekallgus pengaturan 

harga yang layak bagl konsumen. 

5. Sebagal sumber pendapatan bagl Pemerlntah Daerah yang sekallgus 

dapat melakukan fungsl kontrol terhadap penghlmpunan dan 

penggunaan dana restrlbusl. 

Tempat Pelelangan lkan (TPI) yang optimal memlllkl fasllitas 

sebagal berlkut: 

1. Pembekalan mellputl: solar, es, air bers!h dan ransum 
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2. Persiapan alat yaltu tersedlanya ruang untuk perslapan unit 

penangkapan, secara flnansia\ adalah kemampuan menyedlakan alat 

tangkap. 

3. Fasilitas perbalkan kapal yaltu tersedlanya perbekalan untuk kapal­

kapal perlkanan. 

4. Fasilltas dermaga yaitu fasllltas untuk pendaratan kapal/perahu lkan 

setelah nelayan menangkap ikan di laut 

5. Fasilitas lndustrl yaitu fasilltas untuk pasca panen lkan atau 

pengolahan lka n. 

Dalam pelaksanaan pelayanan, petugas TPI memegang peranan 

penttng dalam memperlancar kegiatan usaha perlkanan nelayan. 

Pelayanan yang optimal terdirl dart pelayanan waktu pelelangan, 

pungutan restrlbusl dan kegiatan pelelangan yang dladakan oleh petugas 

TPI bertujuan untuk membantu memasarkan lkan hasll tangkapan 

nelayan. Petugas TPI dituntut untuk menjaga agar kegiatan lelaag ikan 

dapat berjalan dengan baik 

Tempat Pelelangan lkan dikelola oleh beberapa petugas yang terdlrl 

dari : manajer, Juru lelang. Juru tlmbang dan angut, juru keberslhan dan 

juru keuangan/kasir. Pengelolaan Tempat Pelelangan lkan diplmpln oleh 

seorang manajer yang mengelola keglatan TPI dalam aspek organlsasl dan 

aspek keuangan. Dalam aspek organisasl seorang manajer mempunyal 

tugas memlmpl11 bawahannya dalam melaksaoakan tugas sebagai 

penyelengaraan lelang . 

• 
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7.2. TPI Sebagal Sumber Pendapatan Asll Daerah 

Dalam penjelasan Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 

dlsebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asll Daerah (PAD] 
adalah pendapatan yang dlperoleh oleh daerah yang dlpungul 

berdasarkan pcraturan daerah sesual dengan perundang-undanga 

Pendapatan Asll Daerah berlujuan untuk mernberlkan kewenanga 

kepada pemerlntah daerah dan mendanal pelaksanaan otonoml daera 

dengan potensl daerah sebagai perwujutan desentrallsasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbanga 

Keuangan antara pemerlntah pusat dengan pemerlntah daerah 

Pendapatan Asli Daerah {PAO) dapat bersumber dari: pajak daerah 

retrlbusl daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dlpisahkan dan 

dan lain-laln Pendapatan Asll Daerah (PAD) yang sah. Laln-lain 

Pendapatan Asll Daerah yang sah diatas, meliputi : hasll penjuala 

kekayaan daerah yang tldak dlplsahkan, jasa giro, pendapatan bunga 

keuntungan scllsih nllai tukar rupiah terhadap mata uang aslng. komisl. 

potongan ataupun bentuk lain sebagal aklbat dart penjualan dan 

pengadaao barang dan/atau jasa oleh daerah. 

Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara 

hatl-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran 

daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerlntah daerah dalam 

bentuk uang (Rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran 

dacrah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan 

lnstrumen keblJakan yang utama bagl pemerlntah daerah. Sebagal 

lnstrumen kebljakan, anggaran daerah mcnduduki poslsl sentral dalam 
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upaya pengembangan kapabUltas dan efektlvttas pemerintah daerah. 

Anggaran daerah dlgunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya 

pendapatan dan pengeluaran pemerlntah, membantu pengambilan 

keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di  

masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran 

standar untuk evaluasl kinerja, alat untuk memotivasi para pegawal, dan 

alat k oordinasl bag! semua aktivltas darl berbagal unit kerJa. Dalam kaftan 

lni, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya di fokuskan 

pada upaya mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi 

prlorltas dan preferensl daerah. 

Menurut UU Nomor 2 2  tahun 1999 pasal 79 tentang pembiayaan, 

penyelenggaraan tugas pemerlntah daerah. sumber·sumber pendapatan 

daerah terdlrl dari: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Dana perlmbangan 

3. Plnjaman Daerah 

4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah. 

Dl era otonoml daerah. setlap Kabupaten/Kota dlharapkan mampu 

mencari sumber·sumber pendapatan daerah sendlrl dengan menggall 

segala potensl yang ada di daerahnya. Salah satu sumber pendapatan 

daerah yang harus terus dltlngkatkan adalah Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh darl daerah yang dlpungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuaf dengan peraturan perundang­

undangan. Pendapatan Asli Daerah bert ujuan untuk memberfkan 
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kewenangan kepada daerah dengan potensl daerah sebagal wujud dar 

adanya desentralisasi. 

Dlkatakan pula oleh Ambardi dan Prlhawantoro (2002), bahw 

Pendapatan Asll Daerah mcrupakan pendapatan yang berasal dar 

sumber-sumber penerlrnaan murnl daerah dlmana pendapatan tersebu 

akan dlgunakan untuk memblayal dalam rangka penyelenggraan otonom 

daerah. Dari pengertian Pendapatan Asll Daerah (PAD) tersebut dapa 

dlkatakan bahwa sernakln besar kemampuan suatu daerah dala 

menggall sumber-sumber keuanganya, maka akan semakln besar pula 

kemampuan suatu dacrah dalam mengurus rumah tangganya sendlrl 

khususnya dalam memberlkan pelayanan umum kepada masyarakatnya. 

Seballknya besarnya ketergantungan daerah terhadap subsldl yan 

dlberlkan oleh pemerltah pusat atau kecilnya sumber Pendapatan Asll 
Daerah yang dapat dlpungut, akan mernbatasi ruang gerak dan 

kemampuan daerah ltu untuk mengurus rumah tangganya sendlrl. 

Artlnya, kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonoml 

daerah beium sesuai dengan sasaran yang dlkehendakl. 

Sektor perikanan merupakan salah satu sumber penyumbang 

Pendapatan Asll Daerah pada beberapa Kabupaten/kota di Indonesia, 

sebab mayorltas letak Kabupaten/Kota berada di peslslr pantai yang 

memillkl kekayaan sumberdaya perlkanan yang tJnggl diharapkan dapat 

menajadlkan sektor perikanan scbagal salah satu sektor andalan 

penyumbang Pendapatan Asll Daerah dengan nilai kontrlbusl yang tinggL 

Rctrlbusl daerah adalah pungutan daerah sebagal pembayaran atas 

jasa a tau pemberian izin tertentu yang disedlakan dan atau dlberikan oleh 
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pemerlntah daerah untuk kepentlngan orang pribadi atau badan. 

Retribusl usaha di bidang perlkanan yang selanjutnya disebut retribusi 

adalah pembayaran atas pemberian izin usaha di bldang perlkanan. 

Tempat pelelangan Ikan adalah suatu tempat dlmana para penjual 

dan pembeli dapat melakukan transaksl jual beli lkan dengan cara lelang. 

Retrlbusl penyelenggaraan pelelangan lkan, yang selanjutnya dlsebut 

retrlbusl adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan 

lkan yang dilakukan oleh Pemerlntah Daerah. 

Tujuan peyelenggaraan pelelangan lkan dltempat pelelangan ikan 

adalah: 

1. Mendapatkan kepastlan pasar dan mengusahakan stabllitas harga 

lkan yang layak bag! nelayan/petanl lkan maupun konsumen. 

2. Meningkatkan tarafhldup dan kesejahteraan nelayan/petanl lkan. 

3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petanl ikan. 

4. Memberdayakan koperasl nelayan/petani Ikan. 

5. Sebagal sarana pengumpulan data statistik perlkanan. 

6. Pusat pemblnaan nelayan/petani ikan. 

Dari uraian di atas, sektor perlkanan khususnya Tempat Pelelangan 

lkan (iPI) adalah salah satu sektor sumber Pendapatan Asll Daerah 

(PAD), sehingga fokus pembangunan wllayah peslslr khusus pengelolaan 

Tempat Pelelangan lkan dibutuhkan perhatian yang serlus darl berbagal 

stakeholder, sepertl : masyarakat peslslr, pemerlntah khususnya 

pemerlntah daerah dan swasta. Dengan terclptanya pengelolaan TPI yang 

balk dan optimal akan membawa keuntungan bag! masyarakat, sehlngga 
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pada akhlrnya akan menambah sektor Pendapatan Asll Oaerah (PAO) dan 

kesejahteraan masyarakat peslslr khususnya nelayan. 
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Bab !!.J 
OP!llWUSIPOmlflO•• 

8.1. Potensl Ekonoml Kelautan 

Dalam era persalngan global, di mana batas antar negara rnenjadl 

kabur, tlap-tlap negara berupaya membangun dan memperkuat 

positioning lndustrl dalam negerl. Indonesia sebagal negara yang dlsebut 

akan menjadl kekuatan ekonoml global dan dlkelompokkan ke dalam 

BRllC (Brasil, Rusla, India, Indonesia, China) perlu mempersiapkan dir1. 

Positioning keunggulan bersalng (competitive advantage) blasanya 

dibangun secara bertahap dan berbasls sumber daya yang dimiliki. 

Indonesia perlu dengan segera mengldentlflkasl potensl-potensl yang 

dapat menjadl sumber keunggulan bersalng. Desaln pembangunan 

naslonal selama lnl terkesan maslh bertumpu pada optimallsasl sumber 

daya di darat 

Kebljakan sektor pertanlan, perkebunan dan peternakan terus 

dloptlmalkan dalam beberapa dekade. Pada hal lodonesla memilikl 

potcnsl Jaut berllmpah. Optlmallsasl semua potensl yang terdapat di 

dalamnya dapat dljadlkan sumbcr keunggulan bersalng Indonesia di masa 

:lepan. Perlu ada upaya serlus darl semua plhak untuk membangun 

.ndustrl naslonal berbasls kclautan yang terlntegrasl dari sektor hulu-
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hlllr. Indonesia memlllki potensl ekonomi peslslr (coastal economy) yang 
belum dlberdayakan. Bentangan pantai di Indonesia mencapal 95.181 km 

Garis pantai Indonesia lnl tercatat sebagai yang terpanjang keempat di 

dunla. Bcrbekal faktor geografls Inf ekonomi peslsir sebenarnya 

mempunyal potensi yang sangat besar. 

Salah satu hasil peslslr yang telah terbuktl memberlkan kontrlbusl 

slgnlflkan secara naslonal adalah industri rumput laut Indonesia 

memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. Potensl ekonoml peslslr 

sepertl rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagal salah satu 

produsen rumput laut terbcsar di dunla. Inf tentu memberikan 

pemasukan bagl negara. pekerja yang dillbatkan, dan kontrlbusi kepada 

penduduk Indonesia yang mayorltas tlnggal dJ peslslr. Berbekal prestasl 

di atas dan peluang untuk mengoptlmalkan sumber daya yang ada. 

rumput laut vital untuk dlperhatlkan oleh pemerintah, balk ditingkat 

pusat maupun daerah. 

Demi rnenlngkatkan potensl tersebut, pemerlntah perlu merancang 

desaln kluster ekonoml peslslr, sehlngga dapat menlngkatkan daya saing 

naslonal. Kedepan, industrl turunan rumput laut perlu dlbangun untuk 

menclptakan nilai tambah secara naslonal. Jndustrl rumput laut Indonesia 

tentunya akan sulJt untuk dlsalngl oleh negara-negara lain. Menurut data 

Kementerlan Kelautan dan Perlkanan 2008, ekspor rumput laut dalam 

bentuk olahan hanya mencapal 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. 

Karena ltu. desaln kluster yang dapat mendukung industrl rumput laut 

dlharapkan dapat mendorong terclptanya lndustrl yang memberlkan nllal 

tambah bagl rumput laut 
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Tennrnya optlmalisast ekonomt pesisir tidak dapat dtlakukan 

sendirlan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oiperlukan political 

dan good will untuk menyinergtskan strategl dan kebijakan naslonal demi 

mendukung industriallsasi daerah pesisir di Indonesia. Kementerian 

Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu duduk 

bersama untuk memfokuskan strategl pengembangan ekonomt daerah. 

Selatn peran dari beberapa kementerian di atas, ekonomt pesislr lni 

sangat erat hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur 

pemertntahan. 

Bayangkan jika kita dapat menjaga kelestarlan sumber daya laut dan 

mencegah pencurlan yang jumlahnya sampal puluhan rlbu kasus serta 

mengakibatkan keruglan negara sekltar Rp. 36,5 trlllun setlap tahunnya. 

Sinergt perlu dibangun untuk menyediakan sumber daya manusia (SOM) 

berkualitas, khususnya tenaga-tenaga terampll yang akan 

rnengembangkan tndustrt-tndustrt tersebut. Peran perguruan tinggi dan 

lndustri diperlukan untuk memperslapkan SOM yang relevan. 

Akhirnya, dibutuhkan hubungan pemerlntah, perguruan tinggi, dan 

industrl untuk dapat menciptakan hasil yang optimal. DI dalam 

pembangunan ekonoml pesislr Int pemerlntah dituntut untuk dapat 

membuat kebljakan yang berorlentasi penlngkatan daya salng nasional. 

Sinergi ketiga plhak dalam kerja sama yang harmonls inllah yang kita 

butuhkan. 
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8.2. Konsep Minapolitan 

Kebljakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan 

perikanan memerlukan penyesualan atau perubahan agar dapat 

memenuhl kebutuhan ekonoml yang lebih fokus pada penlngkatan 

kesejahteraan rakyat Perubahan seperti lnl seirlng dengan potensi 

Indonesia yang merupakan archipelago Island. Sebesar 2/3 wilayah RI 

merupakan perairan, dan banyak potensi kelautan serta perikanan yang 

didapatkan darl peralran Indonesia. 

Perlu adanya perubahan pola plklr orlentasl pembangunan darl 

daratan ke marltlm (revolusl biru) dengan konsep Mtnapolitan yang 

sejalan dengan Arahan Umum Pembangunan Nasional dan Arah Kebijakan 

Pembangunan Kewilayahan dan Pengembangan Kawasan dalam RPJM 

2010-2014. Hlngga kin!, pembangunan di Indonesia maslh terfokus pada 

daratan. Keberadaan kota-kota metropolitan baru, lantas membuat 

potensi kelautan di Indonesia terkesamplngkan. Apabila selama Int ada 

beberapa wilayah pesisir yang berhasil dikembangkan, perekonomian 

masyarakat nelayannya pun masih jauh dari sejahtera. 

Revolusi biru lni merupakan salah satu bentuk nyata darl 

pembangunan kawasan peslslr yang berkelanjutan melalui peningkatan 

produksl kelautan-perlkanan dengan penlngkatan pendapatan rakyat 

yang adil, rata, dan sesuai. Pentngkatan kesejahteraan masyarakat 

(Rokhmln Dahurl, 2002) mencakup dua hal: pengaturan pemanfaatan 
ruang yang adil bagi masyarakat (nelayan dan petanl) serta adanya 
kemitraan kerja yang saling mendukung dan tetap memellhara kualitas 
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ruang. Untuk itu dalam pelaksanaannya, konsep Minapolltan haruslah 

mengedepankan kesejahteraan masyarakat pesisirnya. 

Konsep Minapolitan dapat didefinisikan sebagal kota perikanan 

dengan konsep pembangunan ekonoml kelautan dan perikanan berbasis 

wilayah melalui pendekatan dan slstem manajemen kawasan berprinslp 

integrasl, eflslen, kualitas, akselerasl tinggl. Dlharapkan dengan 

dllaksanakannya konsep inl, visi "Indonesia Menjadl Penghasil Produk 

Perikanan dan Kelautan Terbesar 2015" dan mis! "Mensejahterakan 

Masyarakat Kelautan dan Perlkanan•, dapat terwujud. Secara konseptual, 

Mtnapolitan terbagl menjadl dua. Pertama, pembangunan sektor kelautan 

dan perlkanan berbasls wilayah. Kewewenangan tlap daerah untuk 

mengembangkan kawasan peslslrnya sendirl perlu dibert dorongan. 

Pasalnya, setlap wllayah pestslr di Indonesia memilikl karakterlstik 

masing-maslng yang leblh dlpahaml oleh daerah itu sendiri. Kedua, adalah 

kawasan ekonomt unggulan dengan komodltas utama produk kelautan 

dan perlkanan. Potensi produk kelautan Indonesia sebenarnya cukup 

berpotenst namun mengalaml beberapa permasalahan. Salah satunya 

adalah jumlah tndustrl perlkanan leblh dart 17.000 buah, tapl sebaglan 

besar tradlslonal berskala mikro dan kecll. 

Beberapa tujuan dari konsep Mlnapolltan memllikl tlga sasaran. 

Ketlga sasaran utama konsep Mlnapolitan Int, yang pertama adalah 

penguat:an ekonoml rumah tangga masyarakat kelautan dan pertkanan 

skala kecil. Kedua, usaha kelautan kelas menengah ke atas. Kemudlan 

yang ketlga adalah sektor kelutan-pertkanan menjadl penggerak ekonoml 

nasional. 
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DI samplng ltu, beberapa persyaratan untuk menjadi kawasan 

Minapolltan yaitu komoditas unggulan, letak geografis, sistem mata rantai 

produksi (hulu-hilir), fasilitas pendukung utama, kelayakan llingkungan, 

komltmen daerah. Berdasarkan kriteria itulah, suatu kawasan dapat 

dijadikan objek penerapan konsep Mlnapolitan. 

Skema Konsep Pengembangan Mlnapolitan 

Arahan Umum Pembangunan Nasional &Arah 
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan d'IO 

Pen emban n 

+ 
Konsep Minapolltall 

Ekononti Kelautan dan Pemberdayaan Daerah Kuat·Bangsa dan 
Pcrlkanan Pro Rakyat Masyarakat & limitad Negara Kuat Seate lntervedon 

1 
Ka\Yasan Ekonomi Pembangunan Sektor Unggulan dengan 

Kelautan dan Perlkanan Komditas Utama Produk 
Berbasis Wilayah Kelautan dan Perikanan 

I I t 
Tujuan: 

• McnJngkatkan Produksl. Produktlfitas dan Kualitas • 
• Men!ngkatkan Pendapatan Nelayan. Pembudidaya dan Pengolahan lkan yang Adil 

dan Merabl, 
• Mengcmbangkan Mlnapolltan Sebagal Pusat Pertumbuhan Ekonon1I di Daerah 

Sentra-Sentra Produksl Perikanan Sebagal Penggerak Ekonoml RakyaL 

i I 
' 
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Sasaran: 
• Penguatan Ekonomi Rumab Tangga Masyarakal Kelautan dan Perikanan 

Skala Kecil, 
• Usaha Kelautan Ke las Menengah ke Atas, 
• Sektor Kelautan·Perikanan Menjadi Penggerak Ekonoml Nasional. 

Minapolitan atau kota perlkanan merupakan peluang bagi Indonesia 

untuk membangkltkan ekonomi negara melalui pengembangan wilayah 

peslsir. Tak hanya perlkanan saja, Minapolltan juga mencakup 

pengembangan di bldang lndustrl pengolahan produk laut, pariwisata 

kelautan, pendldikan serta pelayanan jasa dan lain-lain. Jlka efisiensl serta 

akselerasi diharapkan dalam pelaksanaan konsep Minapolitan, beberapa 

hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penangkapan ikan melalui 

pengembangan teknologl fuga pemanfaatan potensi alam melalul local 

Economic Development (LED). 

Namun dari segi perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah 

bagalmana pengembangan Minapolltan dapat menjadl salah satu upaya 

dalam memperbalkl cltra pedesaan daerah laut/peslsir. Banyak kawasan 

pesisir yang mengalami pembangunan namun gaga! dalam proses 

pengembangannya. Konsep Mlnapolltan memang dlrasa cukup ideal untuk 

mengangkat kawasan pesisir baik dari segi ekonoml lokal maupun 

kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi jika dalam pelaksanaanya terjadl 

ketldakselmbangan dalam kinerja tlap-tiap stakeholder. maka konsep 

Minapolitan tersebut bisa jadi hanya berjalan sendlrl, tanpa berirlngan 

dengan kebutuhan dasar masyarakatyang berada di dalamnya. 

Ada tlga hal penting yang perlu dlperhatlkan dalam perencanaan 

tat.a ruang kawasan pesisir yang akan dlkembangkan sebagal kawasan 
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Mlnapolltan. Hal pertama adalah faktor ekologis yang dapat diidentifikas 

melalul ekststing fisik, kondlsl ekslsting struktur tata ruang da1 

llngkungan juga ekosistem peslslr. Mengingat bahwa konsep Minapolitat 

lnl haruslah berorientasl pada llngkungan juga agar pengembangar 

Mlnapolitan yangada terarah tepatsasaran. 

Faktor kedua adalah kondlsl sosial, dlmana segala komposls 

demogran penduduk, adat-budaya, proses sostal (kerjasamafkonflik) 
hlngga peran lembaga masyarakat/pemerintah, perlu diidentlflkas 

apakah menlmbulkan suatu potensi ataupun masalah. ldentlflkasl 
keadaan soslal Int perlu dlprloritaskan agar mampu mengetahu 

kebutuhan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekltar. 

Seringkall aspek sosial lnl sangat sensitlf dalam metode pendekata 

pengembangannya. Terutama yang berkaitan dengan adat-budaya. Karen 

begltu beragamoya kultur yang ada di Indonesia Int, dtharapkan pera 

lembaga pemerlntahan daerah bisa lcbih berperan aktlf dalam memaham 

karakter sostal masyarakat setempat Tlap-tlap Bappeda sebaikny 

konslsten dalam pengkoordlnaslan pemanfaatan ruang antar sektor 

Sementara itu perlu dtbentuk dlnas teknis yang khusus bertanggung 
jawab terhadap pengaturan teknls sektor tersebut 

Lalu yang terakhir adalah pertlmbangan darl faktor ekonoml. Perlu 

dllakukan tdentiOkasl pada proses koleks! dlstrlbus! dalam keglatan 

ekonoml lokal/regional sumbcr daya pesisirnya. Selain itu domain serta 

persebaran keglatan ekonoml di suatu kawasan yang lngln dikembangkan 

dengan konsep Minapolltan perlu dltelusuri. 

Struktur yang ditawarkan dalam Minapolltan adalah sebagal berikut 
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Sumber : Buletln Tata Ruang, Maret-April 2010 

Dari struktur program Minapolltan sepertl di aras terlihat adanya 

sistem penataan ruang yang terintegrast. Mulai darl kegiatan skala 

terkecil, yaftu unit usaha masyarakat lokal. Kemudlan diintegrasikan ke 

dalam sentra, dlmana sentra tersebut terllngkup dalam daerah 

Minapolitan. Masyarakat sekltar kawasan pesisir tentunya telah terlibat 

dalam pengelolaan potensi sumberdaya yang ada. Misalnya dalam 

budldaya perikanan. Di samping itu, melalul LED yang dlterapkan 

Minapolitan, akan terjalin kemltraan kerja antara stakeholder-stakeholder 

terkait Balk rnasyarakat peslslr sebagai pelaku ekonomi, pemerlntah 

sebagal pemegang kontrol kelembagaan, serta swasta yang menjadi 

sumber investasl pembangunan. 
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Untuk mampu memfasilltasl keberlangsungan lntegrasl kegiatan 

ekonoml tersebut, pemenuhan sarana dan prasarana sangatlah pentlng. DI 

slsl lain, hal ltu diperlukan untuk menunjang keberlangsungan hidup 

masyarakat yang menempatl kawasan objek perencanaan. 

Sesual dengan Kepmen 41/2009, telah ditetapkan kawasan-kawasan 

Mlnapolican di Indonesia, yaitu: 

1. Prov. NAO : Kabupaten Aceh Selatan. 

2. Prov. Sumatera Utara . Kabupaten Tapanull Utara dan Kabupaten 

Serdang Bedagal 

3. Prov. Sumatera Barat: Kabupaten Peslslr Se Iatan 

4. Prov. Rlau : Kabupaten Kuantan Singing! 

5. Prov. Kepulauan Rlau : Kabupaten/Kota Blntan 

6. Prov.jambi : Kabupaten Batangharl 

7. Prov. Bengkulu : Kabupaten Kaur 

8. Prov. Sumatera Selatan : Kabupaten Palembang dan Kabupaten Ogan 

Kornerlng lllr 

9. Prov. Bangka Belitung : Kabupaten Bangka Selatan 

10. Prov. Lampung: Kabupaten Lampung Selatan 

11. Prov. Banten : Kabupaten Serang 

12. Prov. Jawa Ba rat : Kabupaten Bogor dan Ga rut 

13. Prov. jawa Tengah : Kabupaten Boyolali dan Banyumas 

14. Prov. D I  Yogyakarta : Kabupaten Gunung Kldul 

15. Prov. Jawa Timur : Kabupaten Trenggalek dan Malang 

16. Prov. Kallmantan Barat : Kabupaten Sambas 

17. Prov. Kallmantan Tengah : Kabupaten Pulau Plsang 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



<Ba6 8 Opttmafisan <Potenst 'EJ,p11omi il'tsisir 

18. Prov.Kallmantan Selatan : Kabupaten Banjar 

19. Prov Kallmantan tlmur : Kabupaten Mallnau 

20. Prov. Sulawesi Utara · Kabupaten Minahasa Selatan, Mlnahasa Utara, 

Sangilhe 

21. Prov. Gorontalo : Kabupaten Gorontalo Utara 

22. Prov. Sulawesi Tengah : Kabupaten Tojo Una-Una 

23. Prov. Sulawesi Barat: Kabupaten Mamuju 

24. Prov. Sulawesi Sela tan : Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Gowa 

25. Prov. Sulawesi Tenggara : Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe 

Se Iatan 

26. Prov. Ball : Kabupaten Klungkung 

27. Prov. Nusa Tenggara Barat : Kabupaten Bima 

28. Prov. Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Slka 

29. Prov. Maluku : Kabupaten Seram baglan barat 

30. Prov. Maluku Utara : Kabupaten Halmahera Sclatan 

31. Prov. Papua : Kabupaten Waropen 

32. Prov. Papua Ba rat: Kabupaten Raja Ampat 

(Sumber : Tabloid Mlnapolltan, Edis! Mlnggu 3 November 2009). 

Dari seklan banyak kawasan Minapolltan lnl, telah dlpilih 28 

kabupaten yang dljadikan pilot project Mlnapolltan sebagal program lima 

tahun ke depan Kemcnterlan Kelautan dan Perlkanan (KKP). Salah satu 

kabupatcn yang mcnjadl percontohan Mlnapolltan 2012 tersebut adalah 

Sambas, Kallmantan Barat. Terllhat darl kabupaten·kabupaten tersebut, 

Indonesia memlllkl cabang pengembangan Mlnapolltan yang berada 

hamplr di setlap pulau. Jika memang konsep Mlnapolltan lni berhasil 
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dltcrapkan, blsa dlbayangkan bagalmana cepatnya perturnbuhan wilayah 

scktor perikanan dan kelautan di Indonesia. Pemerataan pembangunan di 

Indonesia dapat terwujud mcialui titik·dtlk pengembangan yang tersebar 

di setiap pulau. 

Mlnapolltan merupakan peluang bagl Indonesia untuk 

membangkltkan ekonomi negara melalul pengembangan wllayah peslslr 

Dari segi perencanaan, periu dlperhatlkan bagalmana Mlnapolltan dapat 

menjadi salah satu upaya dalam memperbalki citra pedesaan daerah 

laut/pesislr. Banyak kawasan pesislr yang mengalaml pembangunan 

namun gaga! dalam proses pcngembangannya. Untuk ltu faktor ekologts. 

kondlsI sosial serta ekonomi merupakan tlga hal pentlng yang perlu 

dlperhatlkan pada wilayah perencanaan. Melalul slruktur program 

Mlnapolltan, dapat terllhat adanya slstem penataan ruang yang 

terintegrasi. Untuk mampu rnemfasilitasl keberlangsungan keglatan 

ekonomi skala Jokal tersebut. pemenuhan akan sarana dan prasarana 

sangat dianggap pentlng. Sejauh lni telah dlpllih 28 kabupaten yang 

dljadlkan pilot project Mlnapolltan di lodonesla 

8.3. Prospek Sumber Daya Pesislr dan Laut Sebagal Sumber Daya 

Ekonoml 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunla dengan Juas 

laut melebihi daratan mempunyai Jebih dari 17.500 pulau dengan panjang 

pantaI 95.181 kilometer. Luas laut mencapal S ,  8 juta km2, terdiri atas 

0,3 juta km2 perairan teritorlal, 2,8 juta km2 peralran pedalaman dan 

kepulauan, serta 2,7 juta km2, 
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Zona Ekonomi Eksluslf (ZEE). Indonesia memlllkl kekayaan sumber 

daya kelautan yang beragam serta tldak ternllal harganya, mulai dari 

sumberdaya yang dapat dlperbaharul seperti terumbu karang, dan 

rumput laut, sumberdaya yang tak terbaharui sepertl mlgas, sampal 

dengan energl dan jasa-jasa llngkungan, khususnya parlwlsata babari. 

Oleh karena ltu, potensl ekonoml untuk sektor kelautan dan perikanan 

merupakan suatu prime mover yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 

krlsls ekonoml menuju Indonesia yang maju dan makmur. Namun 

sayangnya hlngga saat Int, potensi tersebut belum dlmakslmalkan 

sehlngga dla belum menyumbang pendapatan negara secara signlflkan 

dibandingkan sektor lain. Sebagal contoh, kontribusi sektor kelautan dan 

perlkanan baru sekltar 10 persen darl total anggaran belanja negara 

(Shollchlen, AgustusZOOB). Sedangkan kontrlbusl sektor perlkanan sendiri 

terhadap PDB masih sangat keen, yaltu sekltar 2,7% (Dewan Kelautan 

Indonesia, November 2008), padahal potensl ekonomi kelautan blsa 

mencapal USS 100 mlllar per tahun. 

DI era globallsasl yang berclrlkan llberalisasi perdagangan dan 

persaingan antar bangsa yang makln sengit, segenap sektor ekonomi 

harus mampu menghasilkan barang dan jasa (goods and services) berdaya 

saing tlnggl. Mengingat potensinya sangat besar, sementara 

permlntaannya terus menlngkat selrlng dengan bertambahnya penduduk 

dunla ekonoml kelautan diyakinl dapat menjadl keunggulan kompetitlf 

dan memecahkan persoalan bangsa. Sebagai negara baharl dan kepulauan 

cerbesar di dunla, Indonesia memlllkl potensl pembangunan (ekonoml) 

kelautan yang besar dan beragam. Sedlkitnya terdapat 10 sektor yang 
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dapat dlkembangkao untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia 

yaitu: 

1. Perikanan tangkap 

2. Pcrlkanan budidaya 

3. lndustri pengoiahan hasil perlkanan 

4. industri bioteknologi kelautan 

5. Pertambangan dan energl 

6. Pariwisata bahari 

7. Transportasi laut 

8. lndustri dan jasa marltlm 

9. Pulau-pulaukecil 

10. Sumberdaya non konvenslonal 

Potensi lestari sumberdaya lkan (SDI) laut Indonesia sekltar 6,4 ju 

ton per tahun at.au 7,5 persen darl total potensl lestarllkan laut dunta. Saa 

tnl, ttngkat pemanfaatannya baru 4,4 juta ton. Maslh ada peluan 

mengembangkan usaha perlkanan tangkap di daerah-daerah sepertl 

pantal barat Sumatra, pantal selatan jawa, Ball, NTB, dan NTT sampal ke 

ZEE Indonesia di Samudra Hlndia; Teluk Tomini; Laut Sulawesi; Laut 

Banda; dan ZEE Indonesia di Samudra Pasiflk. Potensi produksi SDI usaha 

perikanan budidaya jauh lebih besar ketimbang perikanan taogkap. 

sekltar 58 juta ton per t.ahun, dan baru dlproduksi sebesar 1,6 juta ton (0,3 

persen). Saat ini Indonesia mcrupakan produsen ikan terbesar keenam di 

dunla dengan volume produksf enam juta ton (FA0,2003). Bila Indonesia 

mampu meningkatkao produksl perikanannya, terutama yang berasal dart 

usaha perlkanan budidaya, menjadl SO juta ton per tahun (75 persen darl 
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total potensl), maka Indonesia bakal menjadi produsen perikanan 

terbesar di dunta. Hlngga kini RRC merupakan produsen ikan nomor satu 

dengan total produkst 41 juta ton per tahun. Padahal luas lautdan panjang 

garis pantainya hanya setengah dari yang kita mlllkl. Sekadar contoh, 

usaha budldaya tambak udang. Indonesia memiliki lahan potensial untuk 

tambak udang sekitar 1,2 juta hektar, dan baru dlusahakan 350 ribu 

hektare dengan produktivitas rata-rata 0,6 ton per hektar per tahun. Jika 

klta dapat mengembangkan usaha tambak udang seluas 500 ribu hektar 

dengan produktlvltas rata-rata dua ton per hektare per tahun, akan 

menghasllkan satu juta ton udang dan devlsa 6 miliar dolar AS per tahun 

setara dengan total devlsa dart seluruh ekspor tekstil kita Tenaga kerja 

yang terserap sekitar tiga juta orang. Salah satu hasll pesisir yang telah 

cerbuktl memberikan kontrlbusl slgnlflkan secara nasional adalah lndustri 

rumput laut Indonesia memasok 50% rumput laut gelondongan dunia. 

Potensl ekonomi pesislr sepertl rumput laut telah menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu produsen rum put laut terbesar didunla. 

Hal ini tentu memberikan pemasukan bagl negara. pekerja yang 

dlllbatkan, dan kontrlbusl kepada penduduk Indonesia yang mayoritas 

tinggal di pesislr. Berbekal prestasl di atas dan peluang untuk 

mengoptlmalkan sumber daya yang ada, rumput laut vital untuk 

diperhatikan oleh pemerlntah, balk dltlngkat pusat maupun daerah. Demi 

meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desaln 

kluster ckonoml pesislr, sehlngga dapat meningkatkan daya salng 

naslonal. Ke depan, lndustri turunan rumput laut perlu dibangun untuk 
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mcnclpt.akan nllal tambah secara nasional. lndustrl rumput laut Indonesia 

tentunya akan sullt untuk dlsalngl oleh negara-negara lain. 

Menurut dat.a Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008. ekspor 

rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Slsanya dalam 

bentuk gelondongan. Karena !tu, desaln kluster yang dapat mendukung 

lndustri rumput laut diharapkan dapat mendorong terclpt.anya lndustrl 

yang memberlkan nllal tambah bag1 rumput laut Rumput laut merupakan 

salah satu komoditas perlkanan budidaya yang mempunyal nllaf 

ekonomis pentlng dengan peluang pasar yang luas balk lokal maupun 

orlentasi eksport Ketersedlan teknologl yang sederhana, serta cash flow 

yang terhitung cepat dengan margin keuntungan yang besar dan tingkat 

penyerapan tenaga kerja yang besar, menjadlkan keglatan usaha rumput 

taut sebagal keglat.an usaha perlkanan yang mampu menyentuh aspek 

pemberdayaan masyarakat peslslr. 

Beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan 

aquabisnis rumput laut di Jepara ant.ara lain disebabkan : Keterbatasan 

permodalan di tingkat pelaku utama. kelembagaan di tingkat 

pembudldaya/pelaku utama befum terbencuk secara kuat dan mandlrl 

dan mindset pola pengembangan yang belum terbangun dengan balk serta 

bclum terwujudnya persamaan persepsl, komftmen serta kerjasama 

slnerg1 dJantara seluruh stokeholder dalam memakstmalkan pemanfaatan 

potensi lokal (Internal resources) dan peluang-peluang ekternal (external 

chances) yang ada, sehlngga mcnyebabkan mata rant:al proses produksl 

berhenti pada tahapan tertentu. Melihat besarnya potensl dan peluang 

serta permasalahan yang ada, maka perlu dilakukan langkah strategls 
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salah satunya dengan melalukan pengembangan ekonoml lokal melalul 

pendekatan klaster aquabisnls rumput laut Pendekatan lnl dimaksudkan 

untuk mendukung dan menjadikan komoditas rumput laut menjadi 

produk unggulan sektor perlkanan melalui pengembangan mata rantai 

kegiatan usaha dari hulu ke hillr (supply chain} yang enslen dan efektlf 

agar hasil produksi mempunyal poslsl tawar (bargaining pasftfon) yang 

tlnggl. Pengembangan klaster rumput laut pada hakekatnya lebih 

mengedepankan kemitraan yang dlbangun melalul komunlkasl dan 

implementasl nyata diatara stakeholder secara slnergls dan sallng 

menguntungkan dengan demlklan pengembangan ekonoml local melalul 

aquablsnls klaster rumput laut harus menJadl bagian Integral dart upaya 

pemerlntah daerah melalul pemberdayaan masyarakat pesislr, 

penlngkatan daya salng kolektlf, penclptaan peluang-peluang baru serta 

pertumbuhan ekonoml berkeslnambungan melalul penlngkatan produk 

sektor perlkanan dalam hal lnl komodltas rumput laut. 

Model klaster yang dlbangun merupakan kumpulan unit usaha yang 

secara kolektlf dapat memperbalkl klnerja dari ldaster. Komponen unit 

usaha terse but dlantaranya: 

Pertama, unit usaha pendukung proses produksl mellputi unit 

usaha pemblbltan dan unit usaha penyedla saprokan. 

Kedua, unit usaha produksi, mellputi unit usaha budldaya dan 

UMKM pengolah. 

Ketfga, unit usaha perdagangan dan dlstrlbusl mellputl pedagang 

?engepul, eksportlr maupun pedagang besar. 
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Keempat adalah unit usaha jasa pelayanan mellpuU perbankkan da 

umt pelayanan publlk dalam ha! lnl instansl pemerlntah seperti Dina 

Kelautan dan Perikanan, Dlnas Koperasi, Dlsperlndag dan Dina 

Kesehatan, Bappeda dan lembaga penelitian. 

Pada pengembangan klaster aquabisnis rumput laut seluru 

komponen unit usaha tersebut harus merupakan suatu jaringan usah 

yang terlntegrasi secara slnergl. Dari beberapa aspek di atas yang haru 

menjadl point penting dalam rangka membangun slstem kluste 

aquablsnls rum put laut adalah: 

1. Perlu adanya kesarnaan persepsl, komltmen, tanggung jawab da 

kerjasama slnergl ran darl seluruh stakeholder mulal dari pelaku 

utama, UMKM pengolah, pelalu usaha, pemerlntah, akademlsl 

perbankkan serta lembaga/lnstltusl dalam mendukung terbentuknya 

modelaquabisnls klaster rum put taut 

2. Peran pendamplngan secara berkelanjutan yang menjadl t.anggun 

jawab bersama semua elemen yang terllbat secara langsung dengan 

tltlk berat pada penguatan kelembagaan dan kemandlrlan sert.a 

membangun kultur posltlf pelaku utamarumput laut 

3. Optlmlsme untuk membangun ekonomi lokal serta menjadikan peslslr 

sebagai sentral produksl rumput laut serta terwujudnya pola 

pengembangan kawasan rumput laut yang terlntegrasl darl hulu ke 

hlllr akan sangat mungkln unluk dlwujudkan. 

Sehlngga tlga pllar pembangunan perlkanan yang mellputi Pro-growth, 

Pro-poor dan Pro-job akan terwujud melalul peran pemberdayaan 

mayarakat peslsir. Sudah saatnya sektor Perikanan menjadf pllar utama 
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dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya optimalisasi 

ekonomi pesislr tidak dapat dilakukan sendirian oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Diperlukan political dan good will untuk 

mensinergiskan strategi dan keb1Jakan nasional demi mendukung 

industrlallsasl daerah pesisir di Indonesia. Kementerian Keuangan, 

Perlndustrian, Perdagangan, Koperasl dan UKM perlu duduk bersama 

untuk memfokuskan strategl pengembangan ekonomi daerab. Selain 

peran dari beberapa kementerian di atas,ekonomi peslslr In! sangat erat 

hubungannya dengan kualitas pengamanan aparatur pemerintahan. 

Rumput laut dengan segenap produk htlirnya bahkan dapat menghasilkan 

devlsa 8 miliar dolar AS per tahun. Lainnya adalah mutiara, kerapu, kakap, 

baronang, bandeng, nila, lobster,kepitlng, rajungan, terlpang, abalone, dan 

lkan hlas. Lebih dariitu, Indonesia memilikl keanekaragaman hayati laut 

tertlnggi didunla. Karena itu, potensi ekonomi lndustri bioteknologi 

kelautan sangat besar berupa industri farmasi (Omega-3, squalence, vtagra 

don sun-ch/ore/a); industrl kosmetlka; bloenerg1; dan lndustrl lalnnya. 

Secara potensial, nilai ekonomi total dart produk perlkanan dan 

bioteknologl kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 mlllar dolar AS 

per tahun. Untuk parlwlsata baharl, Negara Baglan Queensland, Australia, 

dengan panjang garis pantal 2.100 kilometer, mampu menghasllkan 

devisa 2 millar dolar AS pada2002. Maka sebenarnya potensl ekonomi 

pariwlsata bahari Indonesia sangatlah besar. Hamplr 70 persen produksi 

minyak dan gas burnt klta berasal darl kawasan pesislr dan laut Potensi 

ekonomi perhubungan laut, Juga dlperklrakan sekltar 14 millar doiar AS 

per tahun. Disektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut, potensinyapun 
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luar blasa besarnya. Kebutuhan pelaut dunia pada 2000 sebanyak l,3l 

)Uta orang dengan gaJI mencapal 18 mlllar dolar AS per tahun. lndonesl1 

baru memasok 34 ribu orang (3 persen). Sedangkan Fillpina 191 rib\ 

pelaut (25 persen) dan RRC 104 ribu pelaut (10 pcrscn). Belum la 

potensl ekonoml darl sektor industrl dan jasa marltlm. Ekonomi kelauta 

makln strategis seiring pergesaran pusat keglatan ekonoml dunla da 

Poros Atlantlk ke Poros Paslflk. Hamplr 70 persen darl total perdaganga 

dunla berlangsung dikawasan Asla-Pasiflk. dan 75 persen darl barang 

barang yang diperdagangkannya dltransportasikan melalui laut lndonesi 

(Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut lainnya) 

Seharusnya Indonesia mendapat keuntungan paling besar darl posls 

kelautan global tersebut "Geographical positionls the destiny for a nation 

state", begltu kata Captain AT Mahanof The US Navy. Pembanguna 

kelautan hendaknya dlarahkan untuk meralh empat tujuan secar 

selmbang, yaknt: (1) pertumbuhan ekonomltinggl secara berkelan)utan 

(2) pcnlngkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya pa 

nelayan, pembudldaya lkan, dan masyarakat kelautan lalnnya yang 
berskala kecll; (3) terpellharanya kelestarian llngkungan dan sumberdaya 
kelautan;dan (4) menjadlkan laut sebagal pemersatu dan 

tegaknyakedaulatan bangsa Untuk mereallsaslkannya, perlu 

dllaksanakan empat agenda pembangunan kelautan secara terpadu, yalcu 

pcnegakkan kcdaulatan di laut, menyusun dan mengimplementaslkan tata 

kelola yang baik. Seklranya klta mampu menlngkatkan intensltas 
pembangunan ekonoml kelautan secara profeslonal, bldang kelautan tldak 

hanya mampu mengeluarkan klta dari persoalan kemlskinan dan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



tBa5 8. Optfmallsasi <Potensi 'E.k.gno11ri <Pesi!ir 

pengangguran. tapi juga dapat menghantarkan Indonesia menjadl bangsa 

yang maju, adil-makmur, dan bermartabat Untuk mewujudkan ini, maka 

kebijakan polltlk ekonoml (seperti tlskal moneter, hukum, keamanan, 

otda, lnfrastruktur, dan ketenagakerjaan) harus kondusif bag! tumbuh 

kembangnya ekonomi kelautan. Dalam konteks lnllah, seharusnya 

gerakan nasional Revltallsasl Pertanian. Perikanan, dan Kehutanan yang 

kentaldengan orientasi daratan dlslnerglkan dengan revitalisasi 

pembangunan kelautan. Jnfratsructure Summit mestinya dlsinergikan 

dengan Agricultural Summit dan Maritime Summit, sehingga kita mampu 

mendayagunakan seluruh potensl SDA dan SDM. Peran laut yang begitu 

besar dalam pembangunan ekonoml tersebut kini dihadapkan pada 

tantangan lsu-Jsu global. seperti keamanan, pencemaran, dan perubahan 

iklim. Transportasl laut, misalnya, selain menyebabkan pencemaran laut, 

ternyata juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. IMO 

memperkirakan bahwa konsumsi BBM industri transportasl laut saja pada 

tahun2007 sudah mencapai 369 juta ton. Konsumsl In! menghasllkanemlsi 

CO darl kapal-kapal sebesar 1.120 juta ton dan dipred!ksimeningkat 

menjadi 1.475 juta ton pada tahun 2020 di manakonsumsi BBM akan 

menlngkat 30 persen. 

Dengan demiklan, sejatlnya bukan saja peran laut sebagai carbon 

sink yang semestlnya menjadl pertimbangan, tetapl juga bagalmana 

lndustrl lni dikembangkan secara ramah lingkungan. Untuk mengatasi hal 

tersebut, maka Indonesia seharusnya segera merancang Ocean Resource 

Management Plan (Ormap). Ormap lnl pentlng untuk memetakan seluruh 

potensi ekonoml sumber daya laut Indonesia menyangkut resource 
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assessme11c, resource estlmac/on, don resource evaluation. Sela In ltu, Orma1 

juga mencakup resource /11ventory terhadap sumber daya laut. sepert; 

energi, pangan, jasa lingkungan, transportasl, parlwisata, dan jas1 

pendukung lalnnya. Sampal saat lnl, kita belum memlllki Ormap yana 

komprehensif tersebut. Ormap diperlukan bukan saja untuk menunjukkari 

di mana posisi kita saat ini dalam memanfaatkan sumber daya kelauta 

tetapl Juga akan memberikan jalan ke mana pembangunan tersebu 

dlarahkan. 
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Bab !!J 
IPUWN PmllDATAAN NILATAN 
BAWi PEISPllTD' OTONOMIDADWI 

9.1. Tantangan Dalam Era Otonomi Daerah 

Di era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini, sebagian 

besar kewenangan pemerintahan dilimpahkan kepada daerah. 

Pellmpahan kewenangan yang besar In! dJsertal dengan tanggung jawab 

yang besar pula. Dalam penjelasan UU No.32/2004 lnl dlnyatakan bahwa 

tanggung jawab yang dlmaksud adalah berupa kewajiban daerah untuk 

menlngkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan 

kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Berangkat dari 

pemahaman demikian, maka untuk menghadapi berbagai persoalan 

seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak blsa Jagl menggantungkan 

penanggulangannya kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama 

lni berlangsung, DI dalam kewenangan otonoml yang dipunyal daerah, 

melekat pula tanggung jawab untuk secara akt!f dan secara langsung 

mengupayakan pengentasan kemlsklnan di daerah bersangkutan. Dengan 

kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memillki inlsiatlf kebljakan 

operasional yang bersifat pro masyarakat miskin. 
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Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep 

desentrallsasl pada dasarnya dlmaksudkan agar pemerintah daerah dapat 

lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan 

pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan 

karakteristik yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah merupakan suatu 

upaya, kesempatan, dan dukungan bag! daerah untuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara mandiri. Dalam UU Nemer 32 tahun 2004 dljelaskan 

bahwa pelaksanaan etenemi daerah diwujudkan dalam pemberlan 

wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemertntah 

daerah secara proporslonal melalui pengaturan, pembaglan, pemanfaatan 

sumber daya nasional yang berkeadllan serta perimbangan keuangan 

pusat dan daerah, serta dilandasi prlnsip-prinsip demekrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan petensi dan 

keanekaragaman daerah. 

Otenemi menjadi keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan 

diperlukan serta hidup, tumbuh, dan berkembang di daerah. Sedangkan 

otonemi yang bertanggung jawab adalah perwujudan 

pertanggungjawaban sebagai kensekuensi pemberian hak dan 

kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul 

oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonoml, yattu 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin balk. 

pengembangan kehidupan demekrasi, keadilan, dan pemerataan, serta 
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pemeliharaan hubungan yang serast antara pusat dan daerah serta antar 

daerah. 

Disamplng peluang-peluang yang muncul dari pelaksanaan 

otonomi daerah, terdapat sejumlah tuntutan dan tantangan yang harus 

diantlslpasi agar tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai 

dengan balk. Dlantara tantangan yang dihadapl oleh daerah adalah 

tuntutan untuk mengurangi ketergantungan anggaran terhadap 

pemerlntah pusat, pemberian pelayanan publik yang dapat menjangkau 

seluruh kelompok masyarakat, pellbatan masyarakat dalam proses 

pembangunan dan peningkatan otonoml masyarakat lokal dalam 

mengurus dirinya sendlri. Dalam implementasinya, penetapan dan 

pelaksanaan peraturan dan lnstrumen baru yang dibuat oleh pemerintah 

daerah dapat menimbulkan dampak. balk berupa dampak positif maupun 

dampak negatif. Dampak yang dltimbulkan akan berpengaruh baik secara 

langsung maupun tldak langsung, pada semua segmen dan laplsan 

masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang rentan terhadap 

adanya perubahan kebijakan. yaltu masyarakat miskin dan kelompok 

usaha kecil. Kemungkinan munculnya dampak negatlf perlu mendapat 

perhatian leblh besar, karena hal tersebut dapat menghambat tercapalnya 

tujuan penerapan otonoml daerah itu sendirl. 

Hubungan antara otonomi daerah dengan desentrallsasl, 

demokrasi dan tata pemerlntahan yang baik memang maslh merupakan 

dlskursus. Banyak pengamat mendukung bahwa dengan dllaksanakannya 

otonoml daerah maka akan mampu menciptakan demokrasi atau pun tata 

pemerlntahan yang balk di daerah. Proses lebih lanjut dari aspek lnl 
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adalah diltbatkannya semua potensi kemasyarakatan dalam prose. 

pemerlntahan di daerah, Peltbatan masyarakat akan mengelimlnas 

beberapa faktor yang tidak dllnginkan, yaltu: 

L Peltbatan masyarakat akan mcmperkecil faktor reslstcnsl masyaraka 

terhadap kebijakan daerah yang telah dlputuskan. lnl dapat terjad1 

karena sejak proses inlsiasi. adopsl hingga pengambilan keputusan 

masyarakat dilibatkan secara intensif. 

2. Pellbat:an masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah 

(dcngan artian pertanggungjawaban kepada publik) dalam 

menglmplementasikan kcbijakan daerahnya. lnl dlsebabkan karena 

masyarakat merasa sebagai salah satu baglan dalam menentukan 

keputusan tersebut Dengan begltu, masyarakat tldak dengan serta 

merta menyalahkan pemerlntah daerab blla suatu saat ada beberapa 

ha! yang dipandang salah. 

3. Pellbatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam 

lmplementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya 

menciptakan tata pemerlntahan daerah yang balk. 

Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

otonoml daerah ini sangat boleh jadl menimbulkan "Cultural shock", dan 

belum menemukan bentuk/format pelaksanaan otonomi seperti yang 

dlharapkan. Hal ini berkaltan pula dengan tanggung jawab dan kewajlban 

daerah yang dlnyatakan dalam pcnjelasan UU No.32/2004, yaltu untuk 

menlngkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan 

kehldupan demokrasl, keadilan, dan pemerataan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



l8a6 9. 'J(J6ijafism <Pem6ertfayaa11 :Ntfayan <Dafam <Pe-npcf<lif Otonomi <Dauafi 

Berkaitan dengan kewenangan dan tanggung dalam pelaksanaan 

otonoml daerah, maka pemerintah daerah berupaya dengan membuat dan 

melaksanakan berbagai kebljakan dan regulasi yang berkenaan dengan 

ha! tcrsebut. Namun dengan belum adanya bentuk yang jelas dalam 

operastonalisasi otonomi tersebut, maka sering terdapat bias dalam hasil 

yang di dapat. Pelimpahan kewenangan dalam otonomi cenderung 

dianggap sebagat peltmpahan kedaulatan. Pada kondlsi lnl, otonoml lebih 

dipahami sebagai bentuk redistribusl sumber ekonomlfkeuangan dari 

pusat ke daerah. Hal ini terutama bag! daerah-daerah yang kaya akan 

sumber ekonomt. Dengan begltu, konsep otonoml yang seharusnya 

bermuara pada pelayanan publik yang leblh balk, justru menjadt tldak 

atau belum terplklrkan. 

Kemandlrlan daerah sering dlukur darl kemampuan daerah dalam 

mentngkatkan pendapatan asll daerah (PAD). PAD juga menjadl cermlnan 

kelkutsertaan daerah dalam memblna penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di daerah. l<eleluasaan 

memunculkan lnlslatlf dan kreatlvltas pemerlntah daerah dalam mencarl 

dan mengoptlmalkan sumber penerlmaan dart PAD sekarang Inf 

cenderung dtlihat sebagai sumber prestasi bag! pemerintah daerah 

bersangkutan dalam pelaksanaan otonomi. Disamplng itu, ha! inl dapat 

menimbulkan pula ego kedaerahan yang hanya berjuang demi 

peningkatan PAD sehlngga melupakan kepentingan lain yang lebih 

pentlng yaltu pembangunan daerah yang membawa kesejahteraan bag! 

masyarakatnya. Euphoria reformasl dalam pelaksanaan pemerlntahan di 
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daerah seperti ini cendcning mengabaikan tujuan otonoml yang 

sebenarnya. 

9.2. Peran Daerah 

I ndonesla sebetulnya blsa dlsebut Benua Marltlm, mengtngat lebih 

darl 20 juta kilometer persegl luasnya berupa laut Bahkan sebanyak lebih 

kurang 50 juta penduduknya tinggal di kawasan peslslr pantal. 

Pembenahan sumber daya manusla dan teknologl tepat guna dan modern 

diperlukan unruk mengelola kawasan marltlm Indonesia, karena tanpa 

memperhatlkan sumber daya manusla dan teknologl sullt rasanya untuk 

mengeksplorasi kawasan marltlm secara optimal. 

Dalam pemberdayaan nelayan dan pengelolaan kawasan pesislr. 

setJdaknya ada lima prlnslp dasar yang harus dlpakal. Prlnslp dasar Inf 

yaknl pengelolaan peslslr terpadu seperti yang menjadl perencanaan 

Kementerlan Kelau tan dan Perlkanan. Kelima prlnslp tersebut ya kn I: 

Pertama, keterpaduan lntegrasi perencanaan sektor secara 

horlsontal, lntegrasl perencanaan horisontal. memadukan perencanaan 

darl berbagal sektor, seperti sektor pertanlan dan sektor konservasi yang 

berada di hulu, sektor perlkanan, sektor pariwlsata, sektor perhubungan 

laut. sektor industrl marltlm, sektor pertambangan lepas pantal, sektor 

konservasl laut. dan sektor pengembangan kota. 

Kedua, integrasl pcrencanaan secara vcrtikal, lntegrasl 

perencanaan vertikal mellputl lncegrasl kebijakan dan pcrencanaan mulal 

darl tlngkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Propinsi, sampal 

Nasional. 
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Ketlga, !ntegras! ekos!stem darat dengan laut. perencanaan 

pengelolaan peslslr terpadu diprioritaskan dengan menggunakan 

komblnasl pendekatan batas ekologls misalnya daerah alfran sungal 

(DAS), dan wilayah administratlf Propinsl. Kabupaten dan Kota, dan 

Kecamatan sebagal basis perencanaan. Schingga dampak darl suatu 

kegtatan di DAS. seperti keglatan pertanlan dan tndustrl perlu 

dlperhltungkan dalam pengelolaan pestsir. 

Keempat, tntegrast satns dengan manajemen. peogelolaan pesislr 

terpadu perlu dtdasarkan pada Input data dan lnformasi ilmlah yang valid 

untuk memberikan berbagal alternatlf dan rekomendasl bagl pengambil 

keputusan dengan mempertfmbangkan kondlsl, karakterlstlk sosial­

ekonoml budaya, kelembagaan dan blogeofisik llngkungan sctempat 

Ke/Ima, lntegrast antar negara, pengelolaan wilayah peslslr yang 

berbatasan dengan negara tetangga perlu menglntegrastkan kebijakao 

dan pereocanaan pemanfaatan sumberdaya peslslr maslng-masing 

ncgara. lntegrasl kebljakan ataupun perencanaan antar negara antara lain 

mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya pesisir 

yang bersifat llntas negara, sepertl di antar Pulau Batam dengan 

Stngapura. 

Sejalan dengan otonoml daerah, maka kewenangan pengelolaan 

wllayah pesislr telah dlserahkan pada daerah sebagalmana diamaoatkan 

dalam Pasal 10 UUPD, yaitu yang berkaitan dengan eksplorasl, eksplottasl, 

konservasl dan pengelolaan kekayaan laut, tata ruang dan admlnlstrasl 

serta peoegakan hukum di laut Untuk itu hal-hal yang perlu dlperhatlkan 

adalah kesiapan daerah dan kemampuan kelembagaannya untuk 
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mengembangkan tanggung Jawab dan kewenangan yang dlberlkan dalan 

mengclola sumber daya peslslr di daerah. 

Tujuan utama darl pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk dapal 

dlma nfaatkannya sumberdaya pcslslr dalam rangka meningkatkan tara 

hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan naslonal. dengan tlda 

mengorbankan kelestarlan sumberdaya pesislr di dalam memenuh 

kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagl generasi yang aka 

datang. Untuk itu, laju pemanfaatan sumber daya peslslr harus dilakuka 

kurang atau sama dengan laju regenerasi sumberdaya hayati atau la) 

tnovasl untuk menemukan substitusi non·hayatl. Dalam ha 

ketldakmampuan manusla mengantlsipasi dampak llngkungan di peslsl 

aklbat berbagal aktlvitas. maka setlap pemanfaatan harus dilakuka 

dengan hatl-hati. 

Pada bagian lain, kepastlan hukum merupakan prinsip utam 

dalam penyelenggaraan slstem pemerintahan yang berslh dan berwlbawa 

Dalam konteks ini, kepastlan hukum sangat pentlng untuk menentuka 

slapa yang mempunyal akses. hak memlllki, dan memanfaatkan sumber 

daya peslslr. 

Pem!llkan dan penguasaan sumberdaya tersebut d!llndungi oleh 
negara dan dtakui oleh stakeholder lainnya. Sehlngga setlap orang atau 

kelompok dapat mengelola peslsir secara terencana dan memilikl rasa 

kepcmllikan yang menjadl nilal dasar pelestarian tersebut. Kepastlan 

hukum dapat memberikan rasa keadllan dan keamanan pada masyarakar 

dalam melaksanakan keglatan pemanfaatan sumberdaya pesisir tanpa 
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lntervensi oleh plhak penguasa atau pengguna sumber daya dari daerah 

lain. 

Bagi dunla usaha, kepastian hukum memberlkan jaminan 

keamanan lnvestasinya dalam jangka panjang serta mengurangi resiko 

berusaha. Sedangkan bagl pemerlntah daerah, kepastlan hukum dapat 

menjamln konslstensl dan kebljakan pelaksanaan otonoml daerah secara 

pen uh dan bertanggung jawab. 

Bukan rahasia lagi kalau perikanan Jndonesla memlllkl masalah 

ketlmpangan struktural yaitu sudah lama dldomlnasl armada skala kecil. 

Magnitudnya bergeser secara perlahan, namun trendnya tetap sama yaitu 

skala kecil tetap mayoritas. Secara llustrasl pada tahun 1994, nelayan 

skala kecil mendominasi 84 persen dan setelah berselang selama 5 (Hrna) 

tahun dengan berbagai program dan proyek. sedik!t menurun menjadi 82 

persen. Dengan kata lain perubahan struktural tldak terjadi selama llma 

tahun terakh!r. 

Aklbat domtnas! perlkanan skala kecil inl, maka produktivitas 

perikanan menjadi rendah, yang akhirnya membuat rendahnya 

pendapatan rata-rata nelayan dan petant lkan. Karena pendapatan yang 

rendah dan hal tersebut berlangsung darl tahun ke tahun, maka sebagian 

besar nelayan dan petanl lkan terperangkap dalam kemlsklnan struktural. 

Selaln itu, secara struktural pula sebagian kecil nelayan skala besar dart 

tahun ke tahun meralh pendapatan yang tlnggi sebagai refleksi dari 

keunggulan mereka dalam hal teknologl modal, pasar dan manajemen 

usaha. 
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Untuk itulah diperlukan sebuah langkah dan rormula yang tepa 

dalarn upaya rneningkatkan derajat dan taraf kehldupan nelayan 

Budldaya perikanan, rnlsalnya diyakini akan rnarnpu rnenggenjot 

perckonornlan mereka. Sangal tcpat kiranya jlka perlkanan budidaya 

dlkembangkan, karena produksl lkan dari perikanan tangkap tldak dapat 

dlandalkan. Mengapa demlklan, darl data yang ada menunjukkan bahwa 

tlngkat eksploltasl perikanan tangkap telah rnencapal 100 persen dari JTB 

(lumlah Tangkapan Yang Dtperbolehkan). 

Indonesia dengan lkllm troplknya memlllkl potensl sumberdaya 

perlkanan budldaya yang cukup besar, balk untuk pcngembangan usaha 

perlkanan air tawar, payau rnaupun laut. Potensl pengembangan usaha 

budldaya di perairan umum (di sungal, waduk. empang. danau dan rawa) 

sebcsar 550.000 Ha, pembudidayaan dJ kolam sebesar 375.000 Ha, dan 

pembudldayaan di sawah (mlnapadl) sebesar 240.000 Ha. Sampai dengan 

akhir tahun 1999 luas usaha pembudidayaan lkan tercatat mencapa1 

594.176 Ha (sebesar 2,3% darl luas potensl pembudldayaan), terdirl dart 

usaha budldaya laut sebesar 388 Ha (0,0015%), tambak sebesar 393.196 

Ha (l,5%) kolam sebesar 65.889 Ha (0.25%), keramba jaring apung 

sebesar 34 Ha (0,0001%), sawah sebesar 135.057 Ha (0,52%). 

Pemanfaatan potensl sumberdaya perikanan budidaya yang baru 
mencapal 2,3 persen menunjukkan bahwa usaha perikanan budidaya 

masih sangat potensial untuk dapat ditingkatkan, khususnya bagl usab 

budidaya laut dan pembudidayaan ikan di danau. Sedangkan untuk 

pengcmbangan usaha budldaya tambak harus dllakukan dengan 
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pendekatan kehatl-hatlan dan secara ketat memperhatikan kelestarian 

ekosistem jalur hijau hutan mangrove, 

9.3. Langkah Pemberdayaan Nelayan 

Kita tahu, bahwa wllayah pesislr adalah wilayah yang rnerupakan 

rnosaik dart ckoslstern yang kaya dan sangat beragarn serta rnerupakan 

surnberdaya yang sangat strategis bagi keberadaan ekonomi, sosial dan 

pembangunan suatu negara. Wilayah pesisir yang kaya dan sangat 

beragarn surnberdayanya sangat dlpengaruhi oleh keglatan rnanusla yang 

sangat kompleks. 

DI sektor ekonomi terjad1 persaingan dalam pemanfaatao ruang 

dan surnberdaya di wilayah pesislr sehingga seringkali meogak1batkan 

pola pemanfaatan dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. 

Sumberdaya pesisir berkarakter pelik dan sangat pentlng bagl ekoslstem 

global kita. Pendekatan perencanaan pembangunan wllayah peslslr yang 

slfatnya sektoral telah terbuktl tidak dapat memecahkan masalah 

pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesislr. Begitu pula pembangunan 

dan perencanaan tata ruang dengan pendekatan sektoral tldak dapat 

mencapal pemanfaatan yang bljaksana dan berkelanjutan. Karena ltulah 

Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesislr Terpadu mencerminkan 

alternatif pendekatan yang berbeda dengan percncanaan dan pengelolaan 

tradislonal bagl wilayah peslslr. 

Dalam konteks Otonomi Daerah, kewenangan yang diberlkan 

untuk kabupaten dan kota dalam mengatur dan rnengurus sendiri potensi 
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kelautannya, sudah menjadl modal dasar bagl penlngkatan kemampuan 

daerah dalam berotonoml dan mentngkatkan kesejahteraan masyarakat 

Karena ltu. kebutuhan akan adanya tnstitusl dan lembaga yang mampu 

rncngarahkan, menjernbatanl dan rnenfasilitasi pernberdayaan potensl 

kelautan dan perikanan, rnenjadt faktor pentlng yang paling mudak dalarn 

mencapal hast! yang rnakslmal. Pembentukan lnstltusl dan kelembagaan 

di  btdang kelautan dan perlkanan secara terltorlal hendaknya dengan 

memperhatlkan beberapa hat sebagai berikut: 

1. Adanya kewenangan yang jelas memungktnkan Daerah Kabupaten 

dan Kota dalarn rnengatur dan rnengurus sendtrl porensl kelautan 

secara leblh berdayaguna dan berhasil guna sesual dengan kebutuhan 

daerah dan asplrasl masyarakat 

2. Wllayah kecamatan sebagal perangkat Daerah Kota klan memperkuat 

Pemerlntah Kota mengambll kebljakan dalarn rangka pemberdayaan 

surnberdaya kelautan dalam wllayah Kota sesual dengan potensl yang 

tersedla. 

3. Kelurahan sebagal wllayah pemerintahan terkecll yang merupakan 

perangkat dari Pemerlntah Daerah Kota merupakan modal dasar 

dalam pengambilan kebljaksanaan dalam pengembangan dan 

pengelolaan potensl kelautan kelurahan sepanjang kawasan peslslr 

Kota atau Kabupaten, dan dengan mengembangkan kerja sama antara 

keluruhan. 

Selama lni, pemanfaatan dan pengelolaan kelautan dan perlkanan 

dlhadapkan pada beberapa kendala. Setldaknya, ada delapan persoalan 
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pokok yang menjadi perrnasalahan nyata secara berkelanjutan di masing­

masfng daerah. Kedelapan persoalan itu, yaitu: 

1. Over fishing, terutama di peratran pantai (4 mil) dan sebagian 

peralran lepas pantai. 

2. Pemanfaatan yang tidak optimal diperafran lepas panta! dan taut 

dalam. 

3. Teknologi, umurnnya alat tangkap yang dlgunakan maslh tradlslonal 

dan variasi alat tangkap kecll. 

4. Sumberdaya manusia, lemahnya kemampuan sumberdaya manusia 

dan masih rendahnya kelnginan menyeluruh darf plhak blrokrat 

untuk pengembangan perlkanan. 

5. Kerusakan habltatdan degradasl llngkungan. 

6. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum. 

7. Kelembagaan perikanan yang belum atau tldak profesional. Belum 

adanya tata ruang peslslr. 

Untuk itulah, maslng·mas!ng daerah dlharapkan memiliki rencana 

induk kelautan dan perikanan, guna menyusun rencana penggunaan 

ruang kawasan pesisir dan lautan yang dapat dllmplementaslkan dan 

mengakomodaslkan seluruh potens! andalan, sehlngga tldak terjadl lagi 

pemanfaatan ruang yang tfdak sesuai dengan arahan rencana, daya 

dukung lingkungan dan potensf yang ada. 

Upaya ini sekaligus harus dffkutf dengan langkah menunjang 

keseimbangan produksl perlkanan antar wilayah sekitar kawasan pesisir 

di kabupaten dan kota dan antar daerah yang dapat sating terkalt guna 

menumbuhkan pasar yang kompetitif serta mewujudkan pemerataan 
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pembangunan di daerah. sekallgus mengembaogkan komoditas perikanar 

dalam skala besar guna mendorong penlngkatan sektor agroblsnis. 

Tujuannya, selain sebagal pendataan kelembagaan kelautan da1 

perlkanan yang sudah ada, Juga untuk identlfikasl dan kajian kegiata� 

yang dapat digabungkan menjadt satu kegtatan usaha kelautan da 

perikanan. 
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10.1. Pengembangan Wllayah Peslslr Terpadu dan BerkelanJutan Yang 
Berbasis Masyarakal 

Sumber daya peslslr dan lautan merupakan potensl pentlng dalam 

pembangunan masa de pan, menglngat luas wilayah laul I ndonesla adalah 

62% darl luas wilayah naslonal. Luas wllayah peslsir Indonesia dua per 

tlga darl luas daratan dan garls pantalnya 95.161 kllometer atau 

terpanjang kedua di dunla. Deagan berbagal kekayaaan keanekaragaman 

hayad dan lingkungan, somber daya peslslr dan lautan mempunyai nilal 

ekonomls dan ekologls yang tlnggl. Guna menjamln keberlanjutan dari 

sumber daya tersebut, pengelolaannya harus dilakukan secara terencana 

dan terpadu serta memberlkan manfaat yang serbesar-besarnya kepada 

semua stakeholders terutama masyarakat peslslr, dan menlmbulkan 

dampak serta konfllk yang Indonesia merupakan Negara Kepulauan 

dengan Jumlah pulau yang mencapal 17.508 dan panjang garls pantai 

kurang leblh 81.000 Km (DKP, 2008). Keadaan Inf menyebabkan kawasan 

peslslr menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. 

Secara umum, wilayah peslstr dapat d!defenlslkan sebagal wilayah 

pertemuan antara ekoslstem darat, ekoslstem laut dan ekoslstem udara 
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yang sating berlemu dalam suatu keselmbangan yang rentan (Beatly ct a 

2002). 

Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wil ayah yang unik, karenl 

dalam konleks bentang alam, wilayah peslslr merupakan tempal 
bertemunya daratan dan lautan. Leblh jauh lagl, wllayah peslsl1 

merupakan wilayah yang pentlng ditinjau darl berbagal sudut pandan 

perencanaan dan pengelolaan. Pengelolaan wilayah peslsir terpad 

mendefenlslkan wilayah pesislr sebagaf kawasan peralfhan yan 

menghubungkan ekoslstem darat dan ekosfstem laut yang terletak anta 

batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggl dan ke arah lau 

sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesislr memiliki nfla 

ekonomi tlnggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yan 

unik dan bernilal ekonomf tadi maka wllayah pesisir dihadapkan pad 

ancaman yang tlnggl pula, maka hendaknya wflayah peslslr ditangan 

secara khusus agar wllayah lnl dapat dikelola secara berkelanjutan. 

Translsl antara daratan dan lautan di wliayah peslslr tela 

membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta 
memberlkan nilal ekonoml yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan 
dengan pertambahan penduduk dan penfngkatan kegiatan pembangunan 

soslal-ekonoml •Nilai" wllayah peslsir terus bertambah. Konsekuensf dart 
tekanan terhadap peslslr lnl adalah masalah pengelolaan yang tlmbu 

karena konHlk pemanfaatan yang timbul aklbat berbagal kepentlngan 

yang ada di wllayah pesislr (Nurmalasarf. 2001). 

Sebagal wllayah perallhan darat dan laut yang memlllki keunlka11 

ekosistem, dunla memillki kepedulian terhadap \llllayah Int, khususnya di 
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bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Secara historis, kota·kota penting dunia 

bertempat tidak Jauh darl laut Alasannya, kawasan lnl memillki potensi 

sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya 

perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah peslslr 

juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut 

ke darat. yaltu dengan keberadaan hutan mangrove (Muttaqlena dkk, 

2009). 

10.2. Pengertlan dan karakterlstlk Wllayab Peslslr 

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6/1996 tentang Perairan 

Indonesia, wllayah peralran Indonesia mencakup : 

a. Laut territorial Indonesia adalah jalur Jaut selebar 12 mil laut diukur 

darl garis pangkal kepulauan Indonesia, 

b. Perairan kepulauan, adalah semua peralran yang terletak pada slsl 

dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan 

kedalaman dan jarak darl pant:al, 

c. Perairan pedalaman adalab semua peraiaran yang terletak pada slsl 

darat dari garls air rendah darl pant:al-pantal Indonesia, termasuk 

didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada slsl darat 

pada suatu garls penutup. 

Menurut Dayan. peralran pedalaman adalah peralran yang terletak 

di mulut sungal, teluk yang lebar mulutnya tidak leblh darl 24 mll laut dan 

di pelabuhan. Karakterlstik umum dari wilayah laut dan peslslr dapat 

dlsampalkan sebagai berikut : 
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1. Laut merupakan sumber dari "common property resources· {sumbe 

daya rnlllk bersama}. sehlngga kawasan mernlliki fungs 

public/kepentingan umum. 

2. Laut merupakan "open occess regime·. memungklnkan siapa pu 

untuk mernanfaatkan ruang untuk berbagal kepentlngan. 

3. Laut persifat "fluida", dlmana sumber daya (biota laut) dan dinamlk 

hydrooceanography tidak dapatdlsekat/dikapling. 

4. Pesislr merupakan kawasan yang slratcgls karena memlllki trogra 

yang relatlf mudah dlkembangkan dan memlllkl akses yang sangat 
balk (dengan memanfaatkan lautsebagal "Prasarana• pergerakan. 

5. Pesisir merupakan kawasan yang akan sumber daya alam, balk yang 
terdapat di ruang daratan maupun ruang Jautan, yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan manusla. 

Wilayah laut dan peslslr beserta sumberdaya alamnya memlllkl 
makna strategls bagl pengembangan ekonoml Indonesia, karena dapat 

dlandalkan sebagal salah satu pilar ekonornl nasional. Dlsamping ltu 

fakta-fakta yang telab dikemukakan beberapa ahli dalarn berbaga1 

kesempatan, juga menglndlkaslkan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut 

antara lain adalah: 

1. Secara soslal, wilayah peslslr dihunl tldak kurang darl 110 juta jlwa 

atau 60% darl penduduk Indonesia yang bertempat tlnggal dalarn 

radius 50 km dari garls pantai. Dapat dlkatakan bahwa wllayah ln1 

merupakan clkal bakal pcrkembangan urbanisasl Indonesia pada 

masa yang akan datang. 
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2. Secara adrninlstratlf kurang leblh 42 Daerah Kota dan 181 Daerah 

Kabupaten berada di  pesisir, dimana dengan adanya otonoml daerah 

maslng-maslng daerah otonoml tersebut memlllkl kewenangan yang 

leblh luas dalam pengolahan dan pemanfaatan wilayah peslslr. 

3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan soslal-ekonomi yang 

tcrsebar mulal darl Sabang hlngga Jayapura, dlmana di dalamnya 

terkandung berbagal asset soslal (social overhead capital) dan 

ekonoml yang me mill kl nllal ekonomf dan nnanctal yang sangat besar. 

4. Secara ekonoml. hasll sumberdaya pesisir telah memberlkan 

kontrlbusi terhadap pembentuka PDB naslonal sebesar 24% pada 

tahun 1989. Selaln ltu, pada wllayah Inf juga terdapat berbagal 

sumber daya masa depan (future resources) dengan memperhatikan 

berbagaf potenslnya yang pada saat Inf belum dlkembangkan secara 

optimal, antara lain potensi perlkanan yang saat Inf baru sekitar 

58,5% dart potensl lestarlnya yang termanfaatkan. 

S. Wilayah pesfslr di Indonesia memlllkl peluang untuk menjadl 

produsen (exporter) sekaligus sebagl slmpul transportasl laut di 

Wllayah Asia PaslOk. Hal lnl menggambarkan peluang untuk 

menlngkatkan pemasaran produk-produk sektor lndustrl Indonesia 

yang tumbuh cepat ( 4% • 9%). 

6. Selanjutnya, wllayah peslslr juga kaya akan beberapa sumber daya 

peslslr dan lauatan yang potenslal dlkembangkan leblh Ian jut meliputl 

(a) pcrtambangan dengan diketahuinya 60% cekungan mlnyak, (b) 

perlkanan dengan potensl 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 

darl 17 tltlk penangkapan lkan di dunla, (c) partwlsata baharl yang 
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diakul dunladengan keberadaan 21 spot potenslal. dan (d 

keanekaragaman hayati yang sangat tlnggi (natural biodiversity) 
sebagal daya tarik bagl pcngembangan keglatan "ecotour/sm". 

7. Secara bloflsik. wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat 

biodiverslly laut tropis dunla kerena hamper 30% hutan bakau dan 

terumbu karang dunla terdapat di Indonesia. 

8. Secara polltlk dan hankam, wilayah peslsir merupakan kawasan 

perbatasan antar Negara maupun antar daerah yang sensitive dan 

memilikl lmpllkasl terhadap pertahanan dan keamanan Negara 

Kesatuan Republlk Indonesia (NKRI). 

10.3. Pengertlan Pengelolaan Peslslr Secara Terpadu dan 
BerkelanJutan yang Berbasls Masyarakat. 

1 Pengelolaan Peslslr Terpadu 

Menurut Sain dan Krecth Pengelolaan Peslslr Terpadu (P2T') 

adalah proses yang dlnamls yang berjalan secara terus menerus, dalam 

membuat kcputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan dan 

perlindungan wllayah dan surnberdaya peslslr dan lautan. Bagian pentlng 

dalam pengelolaan terpadu adalah perancangan proses kelembagaan 

untuk mencapal harmonlsasl dalam cara yang dapat dlterlrna secara 

poll tis. 

2. Pengelolaan Peslslr Secara BerkelanJutan 

Suatu kcglatan dlkatakan keberlanjutan, apablla kegiatan 

pembangunan secara ekonomls, ekologls dan soslal politik berslfat 
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berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu 

kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, 

pemeliharaan capital (capital maintenance), dan penggunaan sumberdaya 

serta investasi secara efislen. Berkelanjutan secara ekologls mengandung 

artl, bahwa keglatan dlmaksud harus dapat mempertahankan lntegritas 

ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasl sumber 

daya alam termasuk keanekaragaman hayati (bio diversity}, sehtngga 

diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Sementara itu, 

berkelanjutan secara soslal politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan 

pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil 

pembangunan, mobilltas sosial, kohesi sosial, partislpasi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat (dekratisasf), identltas sosial, dan 

pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004). 

3. Pengelolaan Peslslr Berbasls Masyarakat 

Pengelolaan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai suatu 

system pengelolaan sumber daya alam disuatu tempat dimana masyarakat 

lokal ditempat tersebut terllbat secara aktif dalam proses pengelolaan 

sumber daya alam yang terkandung dldalamnya (Nurmalasari, 2001). Di 

Indonesia pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat sebenarnya telah 

ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasal oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagl 

kemakmuran rakyat Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar 

pelaksanaan penguasaan Negara atas sumber daya alam khususnya 
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sumber daya pesislr dan lautan diarahkan kepada tercapalnya manfaa 

yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak. dan juga haru 

mampu mewujudkan keadllan dan pemerataan sekaligus memperbal 

kehidupan masyarakat pesislr serta memajukan desa-desa pantal. 

4. Kewenangan Daerah di Bldang Kelautan 

Luas wilayah pesislr Indonesia dua per tlga dart luas daratan da 

garis pantainya 95.161 kilometer atau terpanjang kedua di dunl 

(Muttaqlena dkk, 2009). Pada masa Orde Baru, pengaturan wilayah pesisi 

dan laut lebih banyak dilakukan oleh Pemerlntah Pusat Hal inl dapa 

dilihat pada Undang·Undang Nomor 24 1992 tentang Penataan Ruang 
Pasal 9 ayat 2 dlmana dlnyatakao bahwa wilayah lautan wllayah udara 

diatur secara terpusat menurut undang-undang. Namun dlmasa reformast 

dengan kelahlran Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentan 

Pemerlntah Daerah yang dtubab dengan UU No. 32 Tahun 2004 

Kabupaten/Kota memlllkl kewenangan mengatur wilayah peralran yang 
ada di wllayahnya sejauh 4 mll dari garls PantaL 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerlntah Daerah 

memberlkan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota 

untuk mengatur dan mengurus kepentlogan masyarakatnya sendh1 

berdasarkan asplrasl masyarakat setempat scsual dengan peraturan 

perundang-undangan Sebelum terbltnya UU No. 32 Tahun 2004, maslh 

berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahuo 1999 Pasal 10 ayat (21 

menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah: 
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Eksplorast, eksploitasl, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut 

sebatas wllayah laut tersebut 

b. Pengaturan kepentingan adminlstratif 

c. Pengaturan ruang 

d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah 

atau yang dllimpahkan kewenangannya oleh Pemertntah 

e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara. 

Yang termasuk wllayah laut Daerah Propinsi adalah sejauh dua 

belas mil taut yang diukur dari garis pantai arah laut Jepas dan atau 

l<earah peralran kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten 

dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut daerah Propinsi. Dengan 

memperhatlkan ketentuan tersebut maka daerah peslslr merupakan 

kewenangan darl Daerah Kabupaten dan Kota. 

Daerah pesisir sebagai transisi dari ekoslstem darat dengan 

ekosistem darat ekoslstem laut berada dalam kewenagan daerah di 

bidang kelautan. Sesuai dengan Undang-Undang 32/2004 yang 

menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten/Kota adalah sepertlga 

darl wllayah laut Proplnsi berartl sepanjang 4 (empat) mll laut dart garls 

pantai, maka wllayah peslslr berada dalam kewenangan Daerah 

Kabupaten atau Kota setempat 

Selain itu juga diterbltkan Undang-Undang Nomor 2007 Tahun 

2007 ten tang pengelolaan wllayah pesistr dan pulau-pulau keel!. Sebagai 

Negara kepulauan, wllayah peslslr dlmllikl oleh seluruh propinsi yang ada 

di Indonesia. Berdasarkan data jumlah Kabupaten/Kota yang ada di 

Indonesia pada tahun 2002, sebanyak 219 Kabupaten/Kota (68%) 
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diantaranya memillkl wllayah peslslr. Kabupaten/Kota di lndones l1 

masing·maslng memlllkl karakteristlk nsik wilayah pesislr yang satu sama 

lain berbeda dldalam pengelolaan wilayah pes1sir. Akan tetapi hlngga 

akhir 2004, perencanaan dan pengclolaan wilayah pesislr balk ditlngka 

pusat maupun di tlngkat daerah leblh banyak berslfat sektor 

(Muttaqlena dkk. 2009). 

S. Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensl Peslslr Daerah 

Secara alamlah potensl peslslr ell daerah dlmanfaatkan langsun 

oleh masyarakat yang bertempat tlnggal di kawasan tersebut yang pada 

umumoya terdlri darl nelayan. Nelayan di peslslr memanfaatkan kekayaan 

laut mulal dari ikan. rumput laur. terumbu karang dan sebagainya untu 

memenuhl kebutukan hldupnya. Pada umumnya potensl pesisir dan 

kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya 
pemenuhan kebutuhan hldup. 

Pemanfaatan potensl daerah pesisir secara besar-bcsaran untuk 

mendapatkan keuntungan secara ckonomls dalam rangka peningkatan 

pertumbuhan perekonomlan rakyat belum banyak dilakukan 

Pemanfaatan peslsir untuk usaha ekonoml dalam skala besar baru 

dilakukan pada sebaglan Kabupaten dan Kota yang berada di daerah 

pesislr. Pada umumnya usaba ekonoml pemanfaatan daerah pesislr ln1 

bergerak dlsektor parlwlsata. 

Scjalan dengan pelaksanaan otonomJ daerah, Pemerlntah Daerah 

berupaya untuk memanfaatkan potensl daerah peslslr lnl unLuk 

meningkatkan Pendapatan Asll Daerah (PAD). Dlsamplng ltu Pemerlntah 
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Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir inf untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di daerah. 

Mengingat kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan 

bldang kelautan yang termasuk juga daerah pestsir masth merupakan 

kewenangan baru bagi daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir 

ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota 

yang berada di pesisir. jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang 

memanfaatkan potensi daerah pesisir. 

6. Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Peslstr 

Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun daerah sebagian belum memenuhi ketentuan 

pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Hal inf 

akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan 

llngkungannya. Penyebab degradasl kondlsl daerah pestslr secara tldak 

langsung juga dlsebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu 

yang berpengaruh terhadap muara di pesislr. 

Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisa 

dampak llngkungan pada beberapa daerah Juga berpengaruh terbadap 

ekosistem dipesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kelangan dunia 

usaha selama inl sebaglan besar menjadl kewenangan pusat Kadangkala 

dalam hal lni pemberian lzin tersebut tanpa memperhatlkan kepentlngan 

daerah dan masyarakat setempat 
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Jika kita pcrhatlkan bcrbagal permasalahan yang tlmbul dala 

pemanfaatan dan pengelolaan daerah peslslr dapat dlslmpulkan beberap 

hal sebagai berlkut : 

a. Pemanfaatan dan peagelolaan daerah belum diatur dengan peraturan 

perundang-undangan yang jelas, seingga daerah mengalaml kesulltan 

dalam menetapkan sesuatu kebijakan. 

b. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir cendrung berslfa 

sektoral, sehlngga kadangkala melahlrkan kebljakan yang tumpan 

tlndih satu sama lain. 

c. Pemanfatan dan pengelolaan daerah pesisir belum memperhatlkan 

koasep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekoslstem yang tldak 
dlbatasi oleh wllayah admlnlstratlf pemerlntahan, sehlngga hal Int 

dapat menlmbulkan kontllk kepentlngan an tar daerah 

d. Keweaangan daerah dalam rangka otonoml daerah belum dipahamt 

secara komprehenslf oleh para stakeholders, sehlngga pada setlap 

daerah dan setlap sektor tlmbul berbagal pemahaman dan penafslran 

yang berbcda dalam pemanfaatan dan pengelolaan daerah pestslr. 

Menurut AsoslasJ Pemcrltah Kabupaten Seluruh Indonesia 

(AP KASI) tahun 2001, isu·lsu pentlng yang perlu segera dlluruskan dalam 

pcmanfaatan dan pengelolaan daerah peslslr ke de pan antara lain, yaltu: 

a. Adanya kesan bahwa sebaglan daerah melakukan pengkapllngan 

wilayah laut dan pantalnya. Untuk ltu perlu diterapkan oleh pusat 

pedoman bagl pelaksanaan kewcnangan daerah di bldang kelautan. 
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Pemanfaatan daearah terhadap daerah pesisir sebagai suatu kesatuan 

ekosisitem yang tidak dibatasi oleh batas wiiayah admlnistratlve 

pemerlntahan. 

c. Pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir secara alaml dan 

berkelanjutan. 

7. Kebljakan, Strategi dan Perencanaan Pengelolaan Wllayah Pesisir 

Menter! Kimpraswil dalam Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34 

menyatakan beberapa kebijakan nasional yang terkalt dengan 

pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut: 

a. Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan 

lindung yang terdapat di wilayah darat dan wilayah laut/peslslr, 

dalam rangka menjaga kualitas llngkungan hidup sekaligus 

mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah 

satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan 

pesisir adalah hilangnya fungsl llndung kawasan-kawasan yang 

seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung, termasuk kawasan 

lindung di wilayah daratan yang mengakibatkan pendangkalan 

perairan pesislr, kerusakan padang lamun, dan kerusakan terumbu 

karang (coro/ bleochlng). 

b. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasls potensi dan 

kondisi sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalul pemanfaatan sumber daya laut dan pesislr secara 

optimal dan berkelanjutan. Peningkatan tlngkat kesejahteraan 

masyarakat pesisir merupakan salah satu kuncl dalam mengurangl 
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tckanan terhadap ekoslstem laut dan peslsir darl pemanfaata1 

sumber daya yang tidak terkendall. 

c. Penlngkatan pelayanan Jalngan prasarana wllayah untuk menunjan� 

pengembangan ekonoml di wllayah taut dan peslslr. Ketersedlaa 

jarlngan prasrana wllayah yang memadal akan menunjan 

pemanfaatan sumber daya kelautan dan peslslr secara optimal ser 

menunjang fungsi peslslr sebagal slmpul koleksi-distrlbusi produ 

keglatan ekonoml rnasyarakat 

Menurut Nurrnalasarl, strategl pengembangan masyarakat peslsl 

dapat dllakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang berslfat struktura 

dan non struktural. Pendekatan structural dalah pcndekatan makro yan 

menekankan pada penataan slsltem dan struktur soslal pollt! 

Pendekatan tnl mengutamakan peranan lnstansl yang berwenang atau 

organlsasl yang dlbentuk untuk pengelolaan peslslr laut Oalam hal lni 
peranan masyarakat sangat penting tetapl akan kurang kuat karena aspe 

struktural biasanya Jebih efektif bila dllakukan oleh pihak-pihak yan 

mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Oilain plhak 

pendekatan non strukrural adalah pendekatan yang subyekttf. Pendekatan 

tnl mcngutamakan pernberdayaan masyarakat secara mental dalam 

rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk lkut serta 

dalam pengelolaan dan persoalan peslstr laut Kedua pendekatan tersebut 

harus sallng mclengkapl dan dllaksanakan secara lntegratlf. 

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur 

dan sistem hubungan antara semua komponen dan system kehidupan, 

baik di wllayah peslsir dan laut maupun komponen pendukung yang 
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terkalt. termasuk komponen sosial. ekonoml dan flslk. Dengan penataan 

aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih 

luas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain 

itu penataan struktur dan sisitem hubungan sosial dan ekonomi tersebut 

dlharapkan dapat menciptakan peluang bagl masyarakat untuk ikut serta 

melindungl sumber daya alam darl ancaman yang datang balk darl dalam 

maupun darl luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan 

menghilangkan rnasalah-masalah soslal dan ekonoml yang utama yang 

selama tni secara terus-menerus menempatkan masyarakat Ookal) pada 

poslsi yang sulit. 

Pendekatan subyektif atau non-struktural adalah pendekatan yang 

menempatkan manusla sebagal subyek yang mempunyai keleluasaan 

untuk berinlslatlf dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan 

tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, 

keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam 

perlindungan sumber daya alam sekitarnya. Karena itu, salah satu upaya 

untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber 

daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat 

sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan 

keterampllan tersebut tldak harus berkaitan langsung dengan upaya­

upaya penanggulangan maslah kerusakan sumber daya alam tetapl juga 

hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka 

membekall masyarakat dengan usaha ekonoml alternative sehlngga tldak 

merusak lingkungan, yaitu: 
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1. Penlngkatan pengetahuan dan wawasan llngkungan 

2. Pengembangan keterampllan masyarakat 

3. Pengembangan kapasltas masyarakat 

4. Pengembangan kualltas dlrl 

5. Peningkatan motivasl masyarakat untuk berperan serta 

6 Penggallan dan pengembangan nllal tradlslonal masyarakat. 

Konsep pengelolaan wilayah peslslr adalah fokus pada 

karakteristik wllayah darl peslsir ltu sendlrl, dlmana Intl darl konsep 

pengelolaan wllayah adalah kombinasl darl pembangunan adaptlf. 

tcrlntegrasi, llngkungan. ekonoml dan slstem soslal. Strategi dan 

kebljakan yang dlambll dldasarkan pada karakterlstlk pantal. 

sumberdaya, dan kebutuhan pemanfaatannya. Oleh karena ltu dadalam 

proses perencanaan wllayah peslslr, dlmungklnkan pengambUan 

keputusan dlarahkan pada pemeliharan untuk generasl yang akan dating 

(pembangunan berkelanjutan). ldealnya, dalam sebuah proses 

pcngelolaan kawasan peslslr yang mellputl perencanaan, lmplementasl 

dan evaluasl. harus mellbatkan minimal tlga unsur yaltu llmuawan. 

pemerlntah. dan masyarakat. Proses alam llngkungan peslsir dan 

perubahan ekologl hanya dapat dlpahaml olch llmuan dan kemudlan 

pemahaman tersebut menJadl basis pertlmbangan bagl pemerlntah untuk 

melaksanakan program pembangunan yang menempatkan masyarakat 

peslslr sebagai pclaku dan tujuan menlngkatkan sosial ekonoml kawasan. 

Menurut Muttaqlena dkk, perencanaan pembangunan peslslr 

sccara terpadu harus memperhatlkan tlga prlnslp pembangunan 
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berkelanjutan untuk pengelolaan wilayah peslslr yang dapat dluralkan 

sebagai berikut: 

1. lnstrumen ekonomi lingkungan telah menjadi baglan dari 

pengambllan keputusan. yang memasukkan parameter lingkungan 

untuk mellhat analisis biaya manafaat (cost benefit analysis). Misalnya 

pembangunan pabrik di wilayah peslslr harus memperhitungkan 

tingkat pencemarannya terhadap laut, perlunya pengelolaan llmbah 

lkan di Tempat Pelelangan lkan, dan lain-lain. 

2. lsu llngkungan seperti konservasi keanekaragaman hayatl menjadl 

perhatlan utama dalam pengambilan keputusan. 

3. Pembangunan berkelanjutan sangat memperhatlkan kualltas hldup 

manusia pada saat sekarang dan masa yang akan dating, termasuk 

dldalamnya adalah sarana pendldlkan bag! masyarakat pesisir, 

penyediaan fasilitas kesehatan dan sanltasl yang memadai, dan 

mitigasi bencana. 

Strategi pengelolaan tersebut merupakan upaya-upaya pemecahan 

masalah-masalah wilayah pesislr yang yang harus dipecahkan melalui 

program-program pembangunan. Lebih lanjut lag! dapat dlslmpulkan 

bahwa faktor-faktor yang harus dlperhatlkan berkenaan dengan program­

program pengelolaan sumberdaya peslsir, yaitu: 

1. Pemerintah harus memiliki lnlslatlf dalam menanggapl berbagai 

permasalahan degradasl sumberdaya yang tcrjadl dan konflik yang 

melibatkan banyak kepentlngan. 

2. Batas wilayah hukum secara geografis harus ditetapkan (mellputl 

wilayah perairan dan wilayah darat) 
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Dicirikan dengan integrast dua atau lebih sektor, dtdasarkan pad 

pcngakuan alam dan ststem pelayanan umum yang saltng berhubunga 

dalam penggunaan pesisir dan lingkungan. 

10.4. Strategl Pengembangan Kawasan Untu k  Perlkanan Terpadu 

Pembangunan di kawasan pesisir perlu dlrencakan dengan balk. 
karena kawasan pestslr merupakan kawasan perallhan (interface areal 
antara ekoslstem laut dan darat Sehlngga dalam melakukan suatu 

pcrencannaan harus memahaml batas wllayah perencanaan (bounder/s) 
dan kawasan tersebut Batasan wilayah pesisir yang dimaksud harus di 
l lhat kearah darat maupun ke arah lau. Untuk memahami batasan 

terse but, maka detlnisi dart wllayah pesislr blsa dilihat berdasarkan: 

Ekologls, yaltu kawasan daratan yang maslh dipengaruhl oleh proses­

proses kelautan, sepertl pasang surut, lnterusl air laut, dan lain-lain. 

2. Administrarlf. yattu batas terluar sebelah hulu dari desa pantal a tau 

jarak definltlf secara arbltrer (2 km. 20 km dan seterusnya dart garls 

pantal. 

3. Perencanaan. bergantung pada permasalahan atau substansl yang 

menjadl fokus pengelolaan wilayah peslsir. Demlklan juga ke arah 

laut, yaitu: 

a. Ekologts : kawasan taut yang masth dtpengaruhl oleh proses­

proses alamiah di darat (aliran air sungal, run off. allran air tanah 

dan lain-lain atau dampak keglatan manusia di darat (bahan 

pencemar, sedimen, dan lainnya) atau kawasan laut yang 

merupakan paparan benua (continental shelf). 
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b. Adrnlnlstratlf: 4 mil, 12 mil dan seterusnya dari garls pantai ke 

arah laut

c. Perencanaan, bergantung pada permasalahan atau substansi yang 

rnenJadi fokus pengelolaan wllayah pesisir. 

Demlklan pula halnya dengan perencanaan pembangunan lndustrl 

pengolahannya, agar dapat berlangsung secara berkelanjutan perlu di 

sesualkan dengan komodltas yang ada balk kualltas dan kuantltasnya 

sehlngga produk yang dlhasilkan dapat dipasarkan balk di tlngkat 

lnternasional maupun domestik. Hal Int pentlng dlperhatlkan, mengingat 

perdagangan International produk perlkanan dewasa In! tldak lag! hanya 

dlpengaruhl faktor permlntaan dan penawaran, akan tetapl Juga sangat 

dltentukan oleh ketentuan hasll-hasll konvensl perjanjlan International 

perlkanan. Adapun perjanjlan International yang berpengaruh langsung 

bahkan mengatur perdagangan komodltas perlkanan di pasar 

International antara lain: 

1. Perjanjian International yang bernuansa menjaga kelestarlan 

sumberdaya lkan, sepertl code of Conduct for Responsible Fisheries, 

International Conventional for the COnservacton of Atlantic Tuna 

(ICCAT), /rid/an Ocean Tuna Commlslon don Aoreement on Straddling 

Stocks. 

2. Perjanjlan International tentang pcrdagangan sepertl GATT fWTO, 

termasuk di dalamnya perjanjian Sanitary don Phytosanitary Measures 

(SPS) dan Aoreement on Tecchntca/ Barriers to trade terrnasuk di

dalamnya pengendallan mutu hasll perikanan dan laboratoriurn serta 

tempat pelelangan lkan Adanya aturan perdagangan International 
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Bab ]J 
DIJAS.WPENGIUWN 
SUMIEIDAYA PmDAN Lltrr 

11.1. Kesiapan Sumberdaya Manusia 

Untuk mengatasl berbagal permasalahan dan ist1·isu yang mucul 

dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Int. dtbutuhkan suatu 

model pcngelolaan yang kolaboratlf yang memadukan antara unsur 

masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perlkanan, dan lain· 

lain) dan pemerintah yang dikenal dengan co-management yang 

menghindarl peran dominan yang berleblhan dari satu pihak dalam 

pengelolaan sumberdaya pesislr dan taut sehingga pembiasaan asptrasl 

pada satu plhak dapat dtellrnlnasi. Melalui model ini, pengelolaan 

sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga· 

lembaga terkait terutarna masyarakat dan pemerintah serta stakeholder 

lainnya dalarn setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari 

perencanaan. pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian 

tanggung jawab dan wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam 

berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia 

dan lnstitusl yang ada di maslng-masing daerah. Susunan dalam model 

pengelolaan tnl bukanlah sebuah struktur legal yang statls terhdap hak 
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dan aturan. melainkan sebuah proses yang dinamls dalam menciptakan 

sebuah struktur lembaga yang baru 

Dalam jangka panjang, pelaksanaan co-management ini dlyakini 

akan mcmberlkan perubahan·perubahan ke a rah yang lcblh balk yaitu: 

1. Mcnlngkatkan kesadaran masyarakat akan pentlngnya sumberdaya 

peslslr dan laut dalam menunjang kehidupan. 

2. Menlngkatkan kemampuan masyarakat, sehlngga mampu berperan 

serta dalam setiap tahapan pengelolaan secara terpadu. 

3. Menlngkatkan pendapatan masyarakat dengan bentuk·bentuk 

pemanfaatan yang lestarl dan berkelanjutan serta berwawasan 

llngkungan. 

Keberhasilan pengelolaan dengan model co-management lnl sangat 

dlpengaruhl oleh kemauan pemerlntah untuk mendcsentrallsasikan 

tanggung jawab dan wewenang daalm pengelolaan kepada nelayan dan 

stakeholder lalnnya. Oleh karena co-management membutuhkan 

dukungan secara legal maupun nnanslal sepertl formulas! kebljakan yang 

mendukung ke arah co-management, mengljlnkan dan mendukung 

nelayan dan masyarakat pcslslr untuk mengelola dan melakukan 

restrukturlsasl peran para pelaku pengelolaan perlkanan. 

Pengelolaan co-management menggabuogkan antara pengelolaan 

sumberdaya yang sentrallstls yang sclama inf banyak dllakukan oleh 

pemcrintah (government based management) dengan pengelolaan 

sumberdaya yang berbasls masyarakat (community based management). 

Hlrarkl tertlnggi berada pada tataran hubungan salfng kerjasama 

(cooperation), baru kemudlan pada hubungan consultative dan advisory. 
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Hubungan kerjasarna yang dllakukan dapat rnencakup kerjasarna antar 

sektor, antar wilayah, serta antar aktor yang terllbat 

1. Kerjasama Llntas Sektor 

Pada kawasan peslsir, tldak hanya sektor perikanan yang berperan 

besar. Sektor-sekor lainnya pun mernlllki peranan besar karena saling 

terkait untuk dapat rnemecahkan permasalahan yang ada. Mlsalnya saja 

yang berkaltan dengan perekonomian rnasyarakat pesisir, sektor industri 

dan jasa rnenjadi sektor yang memilikl kontribusi besar dalam 

pengernbangan usaha produktlf masyarakat. Yang berkaitan dengan 

kelestarlan lingkungan juga tidak iepas dari peran serta dan keterlibatan 

sektor lndustri dimana biasanya limbah industri dlbuang ke perairan. 

lnfrastruktur pendukung juga menjadi ha! penting untuk dapat 

mengembangkan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk itu. 

kerjasama lintas sektor sangat perlu diperhatikao karena maslng-maslng 

sektor memiliki kepentingannya sendlrl-sendtrl. Masing-maslng sektor 

harus sallng mendukung. Peran pemerintah daerah dalam hal lnl sangat 

besar agar terjadi sinergi yang balk dalam pengembangan setiap sektor, 

sehlngga tidak ada yang saling merugikan. AnalJsls hubungan antar sektor 

dalam perekonomian masuk dalam bldang pengembangan wilayah pesisir. 

Anallsls hubungan antar sektor ini sebagian besar dimulai dengan 

memperhatikan hubungan antara sektor perikanan dengan sektor 

lndustri atau pengolahan basil perlkanan. Ketika hubungan antar sektor 

yang lebih rinci diperlukan, disitulah analisls input-output ini mengambll 

tern pat 
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2 .  Kerjasama Antar Wilayah 

Kawasan pesisir pada dasarnya tldak dapat dibatasi seca 

admlnistratlr. Berkaitan dengan hal ini, maka wilayah yang termasu 

dalarn suatu kawasan (adanya homogenltas balk secara ekologls maupll 

ckonomls) haruslah sallng bekerjasama untuk memlnlmalisir konfll 

kepentingan. Kerjasama antar wllayah dapat dlgalang melalu 

pcmbentukan forum kerjasama atau forum komunikasl antar pemerlnta 

daerah yang memillkl kawasan peslslr dan laut untuk mengantlslpas 

sejak dlnl tlmbulnya perkembangan terburuk sepertl konfllk anta 

nelayan. Kesepakatan dan penetapan norma-norma kolektlf tentan 

pemanfaatan sumberdaya lokal sesuai dengan semangat otonoml daerah 
harus dlsoslailsaslkan secara luas dan benar kepada masyarakat nelayan 

agar mereka memiliki cara pandang yang sama. 

3. Kerjasama Antar Aktor (stakeholders) 
Upaya pengurangan kesenjangan sektoral dan daerah jelas 

memerlukan strateg1 khusus bagl penanganan secara komprehenslf dan 

berkesinambungan. Untuk ltu, dlperlukan adanya kebljakan darl 

Pemerintah Pusat untuk menjembatanl persoalan kemtsklnan dan 

kesenjangan sektoral dan daerah tersebut. melalui mekanlsme kerjasama 

antar aktor (stakehokders) yang mellbatkan unsur-unsur masyarakat 

(kelompok nelayan), plhak swasta/pengusaha perikanan (private sector). 
dan pemerlnlah (government). Sebagai anak bangsa yang prlhatln melihat 

kondlsi yang menjadt potret buram dalam pengelolaan kawasan peslslr 
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dan laut yang belum memberlkan kesejahteraan bagl masyarakatnya 

terscbut, maka diperlukan perhatlan yang serlus berupa terobosan 

pemlklran bagl upaya percepatan pembangunan dan pengembangan 

ekonoml lokal yang mellbatkan partlspasl masyarakat dalam proses dan 

pelaksanaan pengelolaannya. Upaya penanggulangan kemlsklnan dan 

kesenjangan sektoral dan daerah tersebut yang berlntlkan suatu 

paradlgma baru. dimana lnlslatff pembangunan daerah tidak lagl 

digulirkan darl pusat, namun merupakan inisiatif lokal (daerah) untuk 

memutuskan langkah-Jangkah yang terbaik dalam menglmplementaslkan 

rencana pengelolaan kawasan dan rencana aksi yang sesual dengan 

kebutuhan dan kapasltas yang dimllikl. 

11.2. Pardslpasl Masyarakat 

Dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya peslslr dan laut yang 

ditujukan untuk memberdayakan soslal ekonoml masyarakat maka 

masyarakat seharusnya memllikl kekuatan besar untuk mengatur dirinya 

sendlrl dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di era otonomf lni. 

Proses pcrallhan kewenangan dari pemerfntah ke masyarakat harus dapat 

diwujudkan. Namun ada beberapa hal yang masfh menjadl tanggung 

jawab pemerlntah sepertl soal kebljakan flskal sumberdaya, 

pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan tata ruang peslslr, serta 

pcrangkat hukum pengclolaan sumberdaya. Meskl hal tersebut menjadi 

baglan darl kewenangan pemerlntah, namun tidak berartl masyarakat 

tldak memillkl kontribusl dan parllslpasl dalam setlap formulasl 

kebljakan. Dengan adanya kontrlbusl dan partisipasi masyarakat maka 
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kebljakan yang dlformulasikan tersebut akan leblh rnenyentuh persoala 

yang sebenarnya dan tidak merugikan kepentlngan publik. 
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Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau·pulau kecil adalah suatu 
proses perencanaan, pemanfaatan. pengawasan dan pengendalian 
sumberdaya pesisir dan pulau·pulau kecil antar sektor, antara 
pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara 
ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Daya dukung wilayah pesisir dan pulau· 
pulau kecil adalah kemajuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
untuk mendukung perikehidupan manus1a dan makhluk hid up lain. 
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